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PENYELESAIAN KREDIT MACET PERBANKAN DENGAN JAMINAN 
FIDUS1.A DI BANK BRI CABANG CIK DI TIRO YOGYAKARTA 

ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji cara 
penyelesaian hukum kredit macet pada perbankan dengan jaminan fidusia di Bank 
BRI Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta, serta hambatan-hambatan yang terjadi 
dalarn penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia di Bank BRI Cabang Cik 
Di Tiro Yogyakarta dan bagaiamana penyelesaiannya. 

Penelitian yang dilaksanakan ini merupakan penelitian hukum empiris, 
yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian lapangan untuk memperoleh data 
primer. Guna menunjang dan melengkapi data, maka dilakukan penelitian yuridis 
normatif. Penelitian ini dilaksanakan dengan penelitian kepustakaan untuk 
memperoleh data sekunder. Seluruh data kemudian dianalisis dengan metode 
kualitatif. 

Hasil penelitian ini adalah: (1) cara penyelesaian hukurn kredit macet 
dilaksanakan oleh Bank BRI Cabang Cik Di Tiro dengan berpedoman pada Surat 
Edaran Direksi BRI yang pada dasarnya pengurusan piutang macet dilakukan 
dengan dua cara, yaitu: (a) upaya penyelesaian sendiri piutang macetkredit 
bermasalah oleh BRI, serta (b) pengurusan Piutang Kredit Macet BRI oleh 
DJPLNPUPN; serta (2) dalam penyelesaian kredit rnacet dengan jaminan fidusia 
memang terdapat beberapa hambatan, akan tetapi pihak bank berupaya untuk 
melakukan penyelesaian dengan cam yang baik dan cepat. Adapun hambatan- 
hambatan tersebut antara lain: (a) Barang jaminan sudah dipindahtangankan 
kepada pihak lain, sehingga pihak bank kesulitan untuk melakukan penyitaan dan 
menjual barang jaminan untuk melunasi hutang nasabah, (b) Penyelesaian melalui 
Kantor Lelang (KPKNL) membutuhkan waktu yang lama dengan prosedur yang 
nunit dan membutuhkan biaya yang cukup banyak, (c) Munculnya kredit macet 
karena adanya bencana alam yang mengakibatkan barang jaminan menjadi 
musnah dan debitur tidak dapat memberikan jaminan pengganti serta tidak dapat 
memenuhi kewajibannya membayar angsuran. 

Kata Kunci : Kredit Macet, Jaminan Fidusia 



BAB I 

PENDAHLTLUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit clan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak. 

Bank menjalankan fungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana 

masyarakat. Dalam menjalankan hgsinya, bank menyediakan fasilitas kredit 

dan berbagai jasa lainnya. Dalam proses pemberian kredit pihak bank lebih 

mensyaratkan adanya jaminan. Hal ini sesuai dengan Pasal8 ayat (1) Undang- 

undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahaan Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi: "Dalam memberikan kredit 

atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai 

keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan 

serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau 

mengembalii  pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan." 

Bank dalam memberikan kredit disertai dengan jaminan tertentu. 

Keberadaan jaminan kredit merupakan salah satu cara untuk memperkecil 

risiko bank dalarn menyalurkan kredit. Narnun kredit kadang dapat 

menimbulkan masalah sehingga menjadi persoalan yang besar seperti halnya 

kredit macet. 



Bab XI11 Buku I11 KUH Perdata ditentukan bahwa siapa saja dapat 

menjadi penerima pinjaman yang selanjutnya disebut debitur. Salah satu 

syarat bagi penerima kredit yaitu Bank Umum tidak memberi kredit tanpa 

jaminan kepada siapapun juga. 

Menwut bentuk dan sifatnya, jaminan terbagi menjadi dua yaitu 

jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan. 

Jaminan kebendaan sendiri dibagi menjadi dua yaitu jaminan benda bergerak 

dan jaminan benda tidak bergerakl 

Seluruh harta benda debitur demi hukum (by operation of law) menjadi 

jaminan bagi pelunasan utang debitur kepada kreditur. Apabila harta benda 

debitur tidak mencukupi, maka hasil penjualan harta benda debitur dibagkan 

secara proporsional kepada para kreditur menwut besar kecilnya piutang 

masing-masing. Demikianlah Pasal 1 13 1 dan 1 132 Kitab Undang-Undang 

Hukurn Perdata memberkin pengaturan tentang hak-hak kreditur atas harta 

benda debitur. Para kreditur tersebut dinandcan kreditur konkuren, clan tidak 

cukup memperoleh jaminan bagi pelunasan piutangnya, karena di antara 

mereka tidak ada yang mempunyai hak mendahului. Dengan demikian jika 

utang debitur lebih besar dari nilai harta bendanya dan hasil penjualan harta 

debitur itu dibagi secara proporsional kepada para kreditur, maka setiap 

kreditur tidak akan memperoleh pelunasan piutangnya2 

Sri Soedewi Maschoen Sofwan, 1997, Hukum Perdata : Hukum Benda, Fakultas 
Hukum UGM Bulaksumur, Yogyakarta, hlm.96 

Suhamoko, 2004, Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus, Kencana, Jakarta, hlm. 
24 



Ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia (selanjutnya ditulis UUJF) menyatakan bahwa Jaminan 

Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun 

yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang 

tidak dapat dibebani hak tanggungan. 

Ini berarti di dalam UUJF secara tegas menyatakan bahwa Jaminan 

Fidusia adalah jaminan atas kebendaan atau jaminan kebendaan yang 

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia, yaitu hak 

yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Menurut Pasal27 ayat (3) UUJF 

bahwa hak ini ti& hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi 

Fidusia. 

Pasal 4 UUJF juga menyatakan bahwa Jaminan Fidusia merupakan 

perjanjian accesoir dari suatu perjanjian pokok yang menirnbulkan kewajiban 

bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan 

sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan 

uang. Sebagai suatu perjanjian assesoir, perjanjian jaminan fidusia memiliki 

sifat sebagai berikut? 

1. Sifat ketergantungan terhadap per- anjian pokok; 

2. Keabsahannya semata-semata ditentukan oleh sah atau tidaknya perjanjian 

pokok; 

3. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dilaksanakan jika ketentuan 

yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah ada atau tidak dipenuhi. 

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, Jaminan Fidusia, PT. Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, hlm. 125 



Adanya lembaga jaminan fidusia yang berkembang di Daerah 

Istirnewa Yogyakarta ini tentu akan menimbulkan permasalahan terhadap 

pihak ketiga atau pihak lain dapat mengenai barang-barang yang telah dipakai 

sebagai jaminan kredit, maka fidusia tersebut barus dicatat pada bukti 

pernilikannya dan didaftarkan supaya mudah diketahui oleh mum seperti 

yang diatur dalam Pasal 11 UUJF, dengan demikian sudah memenuhi asas 

publikasi dan mempunyai nilai bukti bagi pihak ketiga. 

Pihak pemohon kredit dalam pelaksanaannya hanya dapat mengisi 

blangko setelah isi perjanjian tersebut sudah disepakati oleh pihak pemohon 

dan pihak bank. Setiap orang baik individu maupun kelompok dalam 

melakukan perjanjian kredit dengan pihak bank, hams mengetahui hak dan 

kewajibamya, karena suatu perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban 

manakala kedua belah pihak telah sepakat, sebagairnana yang tercantum 

dalarn Pasal 1338 KUH Perdata. 

Pasal 1338 KUH Perdata menentukan bahwa semua perjanjian yang 

dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya dan perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan 

sepakat para pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang 

dinyatakan cukup untuk itu, serta perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad 

baik, maksudnya adalah si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman 

yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah 

disetujui oleh kedua belah pihak. 

Dalam perjanjian dengan jaminan benda bergerak biasanya 

diperjanjikan, bahwa peminjam-pakai @emilk asal) boleh mempergunakan 



bends jaminan sesuai dengan maksud dan tujuannya, dengan kewajiban untuk 

memelihara dan mernperbaiki semua kerusakan benda fidusia atas biaya dan 

tanggungan debitur atau peminjam sendiri. Peminjam-pakai dilarang untuk 

menyewakan benda jaminan kepada orang lain, tanpa izin dari Penerima 

f i d ~ i a . ~  

Penerima Fidusia memperjanjikan bahwa, ia atau kuasanya sewaktu- 

waktu berhak untuk melihat adanya dan keadaan dari benda fidusia, dan 

melakukan atau suruh melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh 

Pemberi Fidusia, kalau ia lalai untuk melakukannya, kesemuanya atas beban 

dan tanggungan Pemberi ~idusia' 

Namun demikian, terkadang masih dijumpai berbagai masalah seperti 

debitur ingkar janji di dalam membayar angsuran pinjaman kepada bank dan 

debitur berusaha mengalihkan kepemilikan barang jaminan, maka hal itu akan 

menimbulkan suatu pernasalahan bagi kreditur. Dalam praktek sering terjadi 

benda bergerak yang menjadi jaminan fidusia dan dikuasai oleh debitur 

dengan berbagai alasan dialihkan kepada pihak lain sehingga apabila terjadi 

upaya penarikan benda jaminan oleh kreditur, maka benda tersebut sudah 

tidak dikuasai oleh debitur. Jadi dengan demikian, kreditur tidak dapat 

menarik benda jaminan untuk dilakukan penjualan guna melunasi hutang 

debitur. 

Menurut ketentuan Pasal5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

1999 tentang Jaminan Fidusia dinyatakan bahwa bentuk akta pembebanan 

- 

Zbi4 hlm. 28 
Ibid 



jaminan fidusia harus dalam bentuk akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh 

notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 

otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu bisa dikhususkan bagi pejabat 

umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan 

perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan 

perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan 

notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, 

tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk 

memastikan hak dan kewajiban para pihak derni kepastian, ketertiban dan 

perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi 

masyarakat secara keseluruhan. 

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan 

apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun, notaris mempunyai 

kewajiban untuk memasukan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris 

sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, 

yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, 

serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk terhadap peraturan 

perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. 

Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk 

menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan 

ditandatanganin ya. 

Berdasarkan pengamatan penulis dalam praktek pengikatan benda 

bergerak sebagai jaminan fidusia pada Bank BRI Cabang Cik Di Tiro 



Yogyakarta diperoleh keterangan bahwa dalam melakukan penandatanganan 

perjanjian kredit debitur djminta untuk menandatangani surat perjanjian 

jaminan fidusia yang dibuat di bawah tangan dan telah disediakan formulirnya 

oleh pihak bank. Selanjutnya perjanjian tersebut dimintakan pengesahan 

kepada notaris (wmmeking) dan swat perjanjian jaminan fidusia tersebut 

dishpan oleh pihak bank. Dalam terjadi kredit bermasalah barulah pihak bank 

mendailarkan pe rjanjian jaminan fidusia tersebut di Kantor Pendaftaran 

Fidusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DIY. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis te- untuk melakukan 

penelitian guna penyusunan tesis dengan mengambil judul "Penyelesaian 

Kredit Macet Perbankan Dengan Jaminan Fidusia di Bank BRI Cabang Cik Di 

Tiro Yogyakarta". 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, 

maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara penyelesaian hukum kredit macet pada perbankan dengan 

jaminan fidusia di Bank BRI Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta? 

2. Hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam penyelesaian kredit macet 

dengan jaminan fidusia di Bank BRI Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta dm 

bagaiamana penyelesaiannya? 



C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan mengkaji cara penyelesaian hukum kredit macet 

pada perbankan dengan jaminan fidusia di Bank BRI Cabang Cik Di Tiro 

Yogyakarta 

2. Untuk mengetahui dan mengkaji hambatan-hambatan yang terjadi dalam 

penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia di Bank BRI Cabang 

Cik Di Tiro Yogyakarta dan bagaiamana penyelesaiannya. 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tinjauan tentang Perjanjian 

Pengertian perjanjian di dalam Buku I11 KUH Perdata diatur di 

dalam Pasal 13 13 KUH Perdata, yang menyebutkan perjanjian adalah 

suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebii mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih. 

Definisi tersebut oleh para Sarjana Hukum dianggap memiliki 

kelemahan karena disatu pihak h a n g  lengkap dan dipihak lainnya terlalu 

luas. Dianggap kurang lengkap karena hanya merumuskan perjanjian 

sepihak saja, padahal dalam kehidupan sehari-hari di samping perjanjian 

sepihak juga dapat dijumpai suatu perjanjian yang para pihaknya 

mempunyai hak dan kewajiban. Perjanjian inilah yang disebut dengan 

per- anj ian timbal-balik. Perjanj ian timbal-balik ini juga merupakan 

perjanjian yang seharusnya tercakup dalam batasan perjanjian dalam Pasal 

1 3 13 KUH Perdata ter~ebut.~ 

Purwahid Patrik, 1994, Dasar-dasarHukum Perikutan, Mandar Maju, Bandung, hlm. 45 



Sebaliknya dikatakan terlalu luas, karena perjanjian menurut pasal 

tersebut diartikan sebagai suatu perbuatan. Apabiia setiap perjanjian 

dikatakan sebagai suatu perbuatan, maka segala perbuatan baik yang 

bersifat hukum atau tidak, dapat dimasukkan dalam suatu perjanjian, 

misalnya perbuatan melawan hukum, perwakilan sukarela dan hal-ha1 

mengenai janji kawin.' 

Atas dasar alasan-alasan itulah maka para Sarjana Hukum merasa 

perlu mtuk memuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian. 

Subekti memberikan definisi perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana 

seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling 

berjanji mtuk melaksanakan sesuatu haL8 Sudikno Mertokusumo 

memberikan definisi perjanjian adalah hubmgan hukum antara dua pihak 

atau lebih, berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum? 

Definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah 

tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dimmuskan itu 

hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Terlalu luas karena dapat 

mencakup hal-hal janji kawin, yaitu perbuatan di dalam hukum keluarga 

yang menirnbulkan perjanjian juga. Namun, istimewa sifatnya karena 

dikuasai oleh ketentuan-ketentuan tersendiri. Sehingga hukum ke I11 KUH 

Perdata secara langsmg tidak berlaku juga mencakup perbuatan melawan 

' Ibid, hlm. 46 
Subekti, 1994, PokoR-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, hlm. 1 

9 Sudikno Mertokusumo, 199 1, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 

hlm. 97 



hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur 

persetujuan.10 

Selanjutnya kata "perjanjian" secara urnurn dapat mempunyai arti 

yang luas dan sempit. Dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap 

perjanjian yang menirnbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki 

(atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk didalarnnya 

perkawinan, perjanjian kawin dan lain-lain. 

Dalam arti sempit "perjanjian" di sini hanya ditujukan kepada 

hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti 

yang dimaksud oleh Buku I11 BW. 

Hukum perjanjian dibicarakan sebagai bagian dari pada hukum 

perikatan, sedangkan hukum perikatan adalah bagian dari pada hukum 

kekayaan, maka hubungan yang timbul antara para pihak di dalam 

perjanjian adalah hubungan hulcum dalam lapangan hukum kekayaau. 

Karena perjanjian menimbulkan hubungan hukum dalam lapangan hukum 

kekayaan, maka dapat kita simp- bahwa perjanjian m e n i m b h  

perikatan. 

Itulah sebabnya dikatakan, bahwa perjanjian adalah salah satu 

sumber utama perikatan. Dan karenanya ada yang mengatakan, bahwa 

perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1313 BW adalah perjanjian yang 

menimbulkan perikatan atau perjanjian obligatoir. Sebagai dikatakan di 

depan, perikatan di sini merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau 

lo Mariam Darus Badrulzaman, 2005, Aneka H u h m  Bisnis, Alumni, Bandung, hlm. 18 
11 J .  Satrio, 2001, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I ,  Citra 

Aditya Bakti, Bandung, hlm. 28 



lebih dalam lapangan hukum kekayaan, di mana pada satu pihak ada hak 

dan pada pihak yang lain ada kewajiban. Hal itu berarti, bahwa perjanjian 

sebagai yang dimaksud oleh Pasal 13 13 (baru) menimbulkan hak-hak clan 

kewaj iban-kewaj iban (saj a). Ini membedakannya dari perjanj ian-perj anj ian 

yang lain (yang riil). 

Menurut ketentuan Pasal 13 1 3 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata Perj anj ian didefinisikan sebagai: 

"Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih" 

Jika diperhatikan dengan seksama, rumusan yang diberikan dalam 

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut ternyata 

menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang 

mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian 

lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada 

satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. 

Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu 

perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang 

wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak 

atas prestasi tersebut (kreditor). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri 

dari satu atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukurn, 

pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.12 

- 

12 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian, 
PT. Raja Grafindo Persada, Jalwta, hlm. 92 



Syarat-syarat sahnya perjanjian dapat ditemukan dalarn ketentuan 

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: 

"Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat : 

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. kecakapan untuk membuat suatu perilcatan; 

3. suatu pokok persoalan tertentu; 

4. suatu sebab yang tidak ter lmgyy 

Keempat unsur tersebut selanjutnya dalam doktrin ilmu hukum 

yang berkembang, digolongkan ke dalam:13 

1. dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan 

perjanjian (unsur subjektif), dan 

2. dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek 

perjanjian (unsur objektif). 

Unsur subjektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas 

dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang 

melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur objektif meliputi kebedaan 

dari pokok persoalan yang merupakan objek yang diperjanjikan, dan causa 

dari objek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan 

tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut 

hukum. Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut 

menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam 

dengan kebatalan, baik dalarn bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat 

l3 Ibid, hlm. 93 



pelanggaran terhadap unsur subjektif), maupun batal demi hukurn (dalam 

ha1 tidak terpenuhinya unsur objektif), dengan pengertian bahwa perikatan 

yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan 

pelaksanaannya.14 

Jika diperhatikan rumusan dan pengertian yang telah dijelaskan di 

atas, semua hal tersebut menunjukkan pada kita semua bahwa perjanjian 

dibuat dengan pengetahuan dan kehendak bersama dari para pihak, dengan 

tujuan untuk menciptakan atau melahirkan kewajiban pada salah satu atau 

kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dengan demikian, 

sebagaimana telah disinggung, perjanjian sebagai sumber perikatan 

berbeda dari sumber perikatan lain, yaitu undang-undang, berdasarkan 

pada sifat kesukarelaan dari pihak yang berkewajiban untuk melakukan 

prestasi terhadap lawan pihaknya dalam perikatan tersebut. Dalam 

perjanjian, pihak yang wajib untuk melakukan suatu prestasi, dalam hal ini 

debitur, dapat menentukan terlebih dahulu dengan menyesuaikan pada 

kemampuannya untuk memenuhi prestasi dan untuk menyelaraskan 

dengan hak (dan kewajiban) yang pada lawan pihaknya, apa, kapan, di 

mana dan bagaimana ia akan memenuhi prestasinya tersebut.15 

Dalam rangka menciptakan keseimbangan dan memelihara hak- 

hak yang climiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi 

perikatan yang mengikat bagi para pihak, oleh Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata diberikan berbagai asas urnurn, yang merupakan pedoman 

l4 J. Satrio, 2001, Op. Cit, hlm. 163 
l5 Kartini Muljadi clan Gunawau Widjaja, 2004, Op. Cit, hlm. 14 



atau patokan, serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan 

membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi 

perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan 

pelaksanaan atau pemenuhannya. Berikut ini dibahas asas-asas umum 

hukum perjanjian yang dibuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata. 

a. Asas Personalia 

Asas ini diatur dan dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 

1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi "Pada 

umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri 

atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri". 

Dari rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya suatu 

perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai 

individu, subjek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat 

untuk dirinya sendiri. l6 

b. Asas Konsensual 

Asas konsensual ini adalah dalam suatu perjanjian cukup ada 

suatu kata sepakat bagi mereka yang membuat perjanjian itu tanpa 

diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat 

formil. Ini jelas sekali terlihat pada syarat-syarat sahnya suatu 

perjanjian.17 

l6 Ibid, hlm. 15 
l7 Mariam Darus Badruhman, 2005, Op. Cit, hlm. 42 



Syarat sahnya suatu perjanjian, bahwa dalam perjanjian itu 

barus ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu. Asas 

ini penting sekali dalam suatu perjanjian, sebab dengan kata sepakat ini 

sudah timbul adanya suatu pe rjanjian atau sejak detik tercapainya kata 

sepakat itu. Sebagai contoh : apabila saya ingin membeli barang, maka 

perjanjian jual beli barang itu sudah lahir dengan segala akibat 

hukumnya. 

c. Asas Kebebasan Berkontrak 

Asas kebebasan berkontrak ini adalah setiap orang bebas 

mengadakan suatu perjanjian apa saja baik perjanjian itu sudah diatur 

dalam undang-undang rnaupun belum diatur dalarn undang-undang. 

Karena hukurn perjanjian itu mengikuti asas kebebasan 

mengadakan suatu perjanjian, oleh karena itu maka disebut pula 

menganut sistem terbuka. Hal ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1 

KUH Perdata yang berbunyi : 

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya". 

Asas kebebasan seperti yang disebut di dalam Pasall338 ayat 1 

KUH Perdata ini bukan berarti bahwa ti& ada batasnya sama sekali, 

melainkan kebebasan seseorang dalam membuat perjanjian tersebut 

hanya sejauh perjanjian yang dibuatnya itu ti& bertentangan dengan 

kesusilaan, ketertiban urnurn dan undang-undang sebagaimana yang 

disebut dalam Pasall337 KUH Perdata. 



d. Asas Iktikad Baik 

Tiap orang membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan 

iktikad baik. Asas iktikad baik ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

iktikad baik yang subjektif dan i k t i i  baik yang objektif. 

Iktikad baik dalam pengertian yang subjektif &pat diartikan 

sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum 

yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu 

diadakan perbuatan hukum. Sedangkan iktikad baik dalam pengertian 

yang objektif, maksudnya adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian 

itu hams didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang 

dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masYarakat.l8 

e. Asas Pacta Sun Sewanda 

Pacta sun sewandu ini merupakan asas dalam perjanjian yang 

berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian yang dibuat secara 

sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat 

seperti undang-undang. Maksudnya bahwa perjanjian yang dibuat 

secara sah oleh para pihak akan mengikat mereka seperti undang- 

undang. 

Selanjutnya maka pihak ketiga tidak bisa mendapatkan 

kerugian karena perbuatan mereka dan juga tidak lain untuk 

mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat 

pe rjanjian itu. Asas pacta sun servanda dalam suatu perjanjian yang 

'* Kartini Mulyadi clan Gunawan Widjaja, 2004, Op. Cit, hlm. 79 



mereka buat mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang 

membuatnya, ini dapat diliiat dalam kuliah hukum perjanjian. 

Perjanjian Kredit 

Beberapa Satjana Hukum berpendapat bahwa perjanjian kredit 

dikuasai oleh ketentuan-ketentuan KUH Perdata karena perjanjian kredit 

rnirip dengan perjanj ian pinjam uang menurut KLIH Perdata Pasal 175 1 

yang berbunyi : Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana 

pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu 

barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak 

yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan 

mutu yang sama pula. Namun sarjana hukum yang lain berpendapat bahwa 

perjanjian kredit tidak dikuasai KUH Perdata tetapi perjanjian kredit 

memiliki identitas dan karakteristik sendiri. Perjanjian kredit sebagian 

dikuasai atau mirip perjanjian pinjam uang seperti diatur dalam KLTH 

Perdata, sebagian lainnya tunduk pada peraturan lain yaitu undang-undang 

perbankan. Jadi perjanjian kredit dapat dikatakan memiliki identitas 

sendiri tetapi dengan memahami rumusan pengertian kredit yang diberikan 

oleh undang-undang perbankan maka dapat disimpulkan dasar perjanjian 

kredit sebagian masih bisa mengacu pada ketentuan KUH perdata.lg 

Meskipun perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam KUH 

Perdata tetapi dalam membuat perjanjian kredit tidak boleh bertentangan 

l9 Sutamo, 2004, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, AlMxta, Bandung, hlm. 
96-97 



dengan asas atau ajaran urnum yang terdapat dalam hukum perdata, seperti 

ditegaskan sebagai berikut. Semua perjanjian baik yang mempunyai nama 

khusus rnaupun yang tidak dikenal dengan suatu nama khusus maupun 

yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan- 

peratman umum yang termuat dalam Bab I dan Bab 11. 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perbankan tidak mengenal istilah perjanjian kredit. Istilah 

perjanjian kredit ditemukan dalam Instruksi Presidium Kabinet Nomor 

1 5/EW10 tanggal 3 Oktober 1966 jo. Surat Edaran Bank Negara Indonesia 

Unit 1 No. 2/539/UPWPemb tanggal 8 Oktober 1966 yang 

menginstruksikan kepada masyarakat perbankan bahwa dalam 

memberikan kredit dalam bentuk apapun, bank-bank wajib 

mempergunakan akad perjanjian lu~dit.~' 

Dalam membuat perjanjian kredit terdapat berbagai judul dalam 

praktek perbankan tidak sama lain, ada yang menggunakan judul 

perjanjian kredit, akad kredit, persetujuan pinjam uang, persetujuan 

membuka kredit dan lain sebagainya. Dalam bentuk akta otentik 

menggunakan nama Pengakuan Hutang yang akan diuraikan tersendiri. 

Meskipun judul dari perjanjian pinjam uang itu berbeda-beda tetapi secara 

yuridis isi perjanjian pada hakekatnya sama yaitu memberikan pinjaman 

berbentuk uang. 

20 Ibid, hlm. 97 



Seorang atau badan usaha yang berrnaksud memperoleh kredit dari 

bank maka orang atau badan tersebut harus mengajukan permohonan 

kepada bank dengan mengisi forrnulir permohonan atau membuat proposal 

permohonan kredit. Berdasarkan permohonan kredit tersebut maka bank 

akan melakukan analisa dari semua aspek, aspek hukurn, aspek pemasaran, 

aspek keuangan, aspek liingkungan, aspek sosial, aspek jaminan dan aspek- 

aspek lain-lain. 

Setelah analis selesai melakukan analisis dari aspek hukum dan 

aspek-aspek lainnya terhadap pemohon kredit, kemudian bank 

memutuskan bahwa pemohon kredit layak clan memenuhi persyaratan 

untuk diberikan pinjaman kredit, maka bank sebagai kreditur biasanya 

menerbitkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (selanjutnya disingkat 

SP2K) yang diberikan kepada pemohon kredit atau disebut debitur. SP2K 

adalah surat yang dikeluarkan bank berisi pernberitahuan kepada pemohon 

kredit sebagai calon debitur yang isinya bank bersedia atau sanggup 

memberikan pinjaman kredit apbila calon debitur bersedia memenuhi 

syarat dan ketentuan minimal seperti tercantum dalam SP2K tersebut. Jika 

calon debitur tersebut menyetujui syarat dan ketentuan pemberian kredit 

seperti tercantum dalam SP2K maka calon debitur diminta 

menandatangani SP2K dalam kolom yang sudah disediakan kemudian 

mengembalikan SP2K kepada bank sebagai kreditur.21 

21 Ibid 



SP2K adalah komunikasi pertama antara bank dengan calon 

debitur yang berisi syarat-syarat dan ketentuan pemberian kredit. SP2K ini 

merupakan embrio dari perjanjian kredit yang dibuat bank dengan 

debitumya. Dikatakan embrio karena syarat dan ketentuan kredit yang 

diberitahukan bank kepada calon debitur yang tercantum dalam SP2K 

tersebut merupakan syarat-syarat pokok atau syarat utama yang akan 

dituangkan dalam perjanjian kredit diikuti syarat tambahan lainnya yang 

bersifat teknis. Oleh karena itu seorang analis yang bertugas 

mempersiapkan perjanjian kredit hams membaca dan memahami isi SP2K 

dan meneliti bahwa perjanjian kredit yang akan dibuat isinya harus 

mencakup syarat dan ketentuan yang tercantum dalam SP2K. 

Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting 

dalam pemberian kredit, tanpa perjanjian kredit yang ditandatangani bank 

dan debitur maka tidak ada pemberian kredit itu. Perjanjian kredit 

merupakan ikatan antara bank dengan debitur yang isinya menentukan dan 

mengatur hak dan kewajiban kedua pihak sehubungan dengan pemberian 

atau pinjaman kredit (pinjam uang). Perjanjian kredit biasanya diikuti 

dengan perjanjian jaminan maka perjanjian kredit adalah pokok atau 

prinsip, sedangkan perjanjian jaminan adala. perjanjian ikatan atau 

assesoir artinya ada dan berakhirnya perjanjian jaminan tergantung dari 

perjanjian pokok (pe rjanjian kredit). Sebagai contoh jika perjanjian kredit 

berakhir karena ada pelunasan hutang maka secara otomatis perjanjian 

jaminan akan menjadi hapus atau berakhir. Akan tetapi sebaliknya jika 



perjanjian jaminan hapus atau berakhir, misalnya barang yang menjadi 

jaminan musnah maka perjanjian kredit tidak berakhir. Jadi perjanjian 

kredit harus mendahului pe rjanjian jarninan, tidak mungkin ada jarninan 

tanpa ada perjanjian kredit. Pe rjanjian kredit berlaku sejak ditandatangani 

kedua pihak, kreditur dan debitur. Sejak d i t a n h g a i  perjanjian kredit 

bank sebagai kreditur sudah mencatat adanya kewajiban menyerahkan 

uang oleh bank disebut mencairkan uang secara bertahap sesuai perjanjian. 

Adanya kewajiban menyerahkan uang tersebut dalam pembukuan bank 

dicatat dalam posisi of Balanced yang dalam akuntansi disebut komitmen. 

Komitmen artinya bank setiap saat (anytime) siap untuk menyerahkan 

uang kepada debiturnya sesuai permintaan debitur sepanjang memenuhi 

syarat yang diatur dalam perjanjian kredit. Jika bank secara riil telah 

menyerahkan uang maka bank akan mencatat dalam pembukuannya pada 

sisi On Balanced artinya perjanjian kredit benar-benar terjadi dan berlaku. 

Jadi meskipun perjanjian kredit telah ditandatangani bank dan debiturnya 

tetapi jika debitur belum menarik uangnya maka perjanjian kredit 

dianggap belum terjasi/belum ada." 

Menurut hukum, perjanjian kredit dapat dibuat secara lisan atau 

tertulis yang penting memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUH Perdata. 

Namun dari sudut pembuktian perjanjian secara lisan sulit untuk d i j a d i i  

sebagai alat bukti, karena hakekat pembuatan perjanjian adalah sebagai 

alat bukti bagi para pihak yang membuatnya. Dalam dunia modern yang 

22 Ibid, hlm. 98 



komplek ini perjanjian lisan tentu sudah tidak dapat disarankan untuk 

digunakan meskipun secara teori diperbolehkan karena lisan sulit 

dijadikan sebagai alat pembuktian bila terjadi masalah di kemudian hari. 

Untuk itu setiap transaksi apapun harus dibuat tertulis yang digunakan 

sebagai alat bukti. Kita menyimpan tabungan atau deposito di bank maka 

akan memperoleh buku tabungan atau bilyet deposito sebagai alat bukti. 

Untuk pemberian kredit perlu dibuat perjanjian kredit sebagai alat b ~ k t i . ~ ~  

Dasar hukum perjanjian kredit secara tertulis dapat mengacu pada 

Pasal 1 angka 1 1  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 

Dalam pasal itu terdapat kata-kata penyediaan uang atau tagihan 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank 

dengan pihak lain. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa pemberian kredit 

bank dibuat perjanjian meskipun dalam pasal itu tidak ada penekanan 

perjanjian kredit hams dibuat secara tertulis namun menurut pendapat 

penulis dalam organisasi bisnis modern dan mapan maka untuk 

kepentingan adrninistrasi yang rapi dan teratur dan derni kepentingan 

pembuktian sehingga pembuatan bukti tertulis dari suatu perbuatan hukum 

menjadi suatu keharusan, maka kesepakatan perjanjian kredit hams 

tertulis. 

Pasal 1 angka 1 1  Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 

1998 mengemukakan tentang pengertian kredit yaitu penyediaan uang atau 

Ibid, hlm. 99 



tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka 

waktu tertentu dengan jumlah bunga. Berdasarkan pengertian tersebut nilai 

clan legalitas jaminan yang dikuasai oleh bank atau yang disediakan oleh 

debitur harus cukup untuk menjamin fasilitas kredit yang diterima bank, 

harus dikuasai atau diikat secara yuridis baik oleh akta otentik atau akta di 

bawah tangan.24 

Jaminan ini dimaksudkan untuk melunasi hutang debitur, apabila 

tidak bisa membayar atau mengembalikan kreditnya sesuai dengan waktu 

yang sudah diperjanjikan. Seperti dikahkan Marhanis Abdul Hay, dalam 

bukunya Hukum dan Perbankan, bahwa suatu ha1 sangat penting bagi 

pihak kreditur dalam ha1 ini bank adalah mengenai jaminan bahwa uang 

yang dipinjamkan akan diterima kembali beserta b ~ n ~ a - b u n ~ a n ~ a . ~ '  

Dasar hukurn lain yang mengharuskan perjanjian kredit harus 

tertulis adalah Instruksi Presidium Kabiner No. 1 5/EK/IN/10/1966 tanggal 

10 Oktober 1966. Dalam instruksi tersebut ditegaskan "Dilarang 

melakukan pemberian kredit tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas 

antara bank dengan debitur atau antara bank sentral clan bank-bank 

lainnya". Surat Bank Indonesia uang ditujukan kepada segenap Bank 

Devisa No. 03/1093/UPWKPD tanggal 29 Desember 1970, khususnya 

butir 4 yang berbunyi untuk pemberian kredit harus dibuat Surat Perjanjian 

21 Thomas Suyatno, 1998, Dasar-Dasar Perkreditan, Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm. 12 
* Sutan Remy Sjahdeini, 1999, Kebebasan BerRonh.uk dun Perlindungan yang Seimbang 

bagi Para Pihak ddam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, PT. IKAPI, Bandung, hlm. 15 



Kredit. Dengan keputusan-keputusan tersebut maka pemberian kredit oleh 

bank kepada debiturnya menjadi pasti bahwa: 

a. Perjanjian diberi narna perjanjian kredit 

b. Perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis. 

Perjanjian kredit merupakan ikatan atau bukti tertulis antara bank 

dengan debitur sehingga harus disusun dan dibuat sedemikian rupa agar 

setiap orang mudah untuk mengetahui bahwa perjanjian yang dibuat itu 

merupakan perjanjian kredit. Perjaujian kredit termasuk salah satu 

jenishentuk akta yang dibuat sebagai alat bukti. Dikatakan salah satu 

bentuk akta karena masih banyak perjanjian-perjanjian lain yang 

merupakan akta rnisalnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa 

dan lain-lain. Dalam praktek, bank ada 2 (dm) bentuk perjanjian kredit, 

yaitu:26 

a. Perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan dinamah akta di 

bawah tangan artinya perjanjian yang disiapkan dan dibuat sendiri oleh 

bank kemudian ditawarkan kepada debitur untuk disepakati. Untuk 

mempermudah dan mempercepat kerja bank, biasanya bank sudah 

menyiapkan formulir perjanjian dalam bentuk standar 

(stanhardform), yang isi, syarat-syarat dan ketentuannya disiapkan 

terlebii dahulu secara lengkap. Bentuk perjanjian kredit yang dibuat 

sendiri oleh bank tersebut tennasuk jenis Akta di Bawah Tangan. 

Dalam rangka penandatanganan perjanjian kredit, formulir 

perjanjian kredit yang isinya sudah disiapkan bank kemudian 

26 Sutamo, Op. Cit, hlm. 100 



disodorkan kepada setiap calon-calon debitur untuk diketahui clan 

dipahami mengenai syarat-syarat dm ketentuan pemberian kredit 

tersebut. Syarat-syarat dan ketentuan dalam formulir perjanjian kredit 

tidak pernah diperbincangkan atau dirundingkan atau dinegosiasikan 

dengan calon debitur. Calon debitur mau atau tidak mau dengan 

terpaksa atau sukarela harus menerima semua persyaratan yang 

tercantum dalam formulir perjanjian kredit. Seandainya calon debitur 

melakukan protes atau tidak setuju terhadap pasal-pasal tertentu yang 

tercanturn dalam formulir perjanjian kredit maka kreditur tidak aka. 

menerima protes tersebut karena isi perjanjian memang sudah 

disiapkan dalam bentuk cetakan oleh lembaga bank itu sehingga bagi 

petugas bank pun tidak bisa menanggapi usulan calon debitur. Calon 

debitur dalam posisi yang sangat membutuhkan kredit (posisi lemah) 

sehingga apapun persyaratan yang tercanturn dalam formulir perjanjian 

kredit calon debitur dapat menyetujui. 

Perjanjian kredit yang sudah disiapkan bank dalam bentuk 

standard (standaard form), contohnya perjanjian kredit retail BRI, 

perjanjian kredit pemilikan rumah Bank Tabungan Negara (KPR-BTN) 

dan lain ~ e b a ~ a i n ~ a . ~ '  

b. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan di hadapan notaris yang 

dinamakan akta otentik atau akta notariil. Yang menyiapkan dan 

membuat perjanjian ini adalah seorang notaris narnun dalam praktek 

27 Zbid 



semua syarat dan ketentuan perjanjian kredit disiapkan oleh bank 

kemudian diberikan kepada notaris untuk dirumuskan dalam akta 

notaris. Memang notaris dalam membuat perjanjian hanyalah 

merumuskan apa yang diinginkan para pihak dalam bentuk akta 

notariil atau akta otentik. 

Perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk akta notariil atau 

akta otentik biasanya untuk pemberian kredit dalam jumlah yang besar 

dengan jangka waktu menengah atau panjang, seperti kredit investasi, 

kredit modal kerja, kredit sindikasi (kredit yang diberikan lebih dari 

satu kreditur atau lebih dari satu bank). 

Terdapat beberapa perbedaan kekuatan pembuktian mengenai 

perjanjian kredit yang dibuat oleh bank sendiri dinamakan akta di bawah 

tangan dan perjanjian kredit yang dibuat oleh clan dihadapan notaris 

dinamakan akta otentik atau akta notariil. Untuk menjawab mengenai 

perbedaan kedua kata tersebut maka perlu dibahas apa yang diartikan 

dengan akta itu. Menurut R. Subekti, dalam bukunya "Hukurn 

Pembuktian" akta diartikan sebagai surat atau tulisan yang sengaja dibuat 

dan ditandatangani, memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar 

daripada suatu hak untuk dijadikan alat bukti. Dengan demikian unsur 

y a .  penting untuk suatu akta adalah adanya kesengajaan, dibuat untuk 

dijadikan alat bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.28 



3. Jaminan Fidusia 

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama diienal dalam bahasa 

Indonesia. Undang-undang yang khusus mengatur hal ini, yaitu Undang- 

Undang No. 42 Tahun 1999 juga menggunakan istilah "fidusia". Dengan 

demikian, istilah 'fidusia" sudah merupakan istilah resmi dalam dunia 

hukum kita. Akan tetapi, kadang-kadang dalam bahasa Indonesia untuk 

fidusia ini disebut juga istilah "Penyerahan Hak Milik Secara 

Kepercayaan". 

Pasal2 Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan batas ruang 

lingkup berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu berlaku 

terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan 

Jaminan, yang dipertegas kembali oleh nunusan yang dimuat dalam Pasal 

3 Undang-undang Jaminan Fidusia dengan tegas menyatakan bahwa 

Undang-undang Jaminan Fidusia ini tidak berlaku terhadap: 

a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, 

sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan 

jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar, 

b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor benzkuran 20 M3 

atau lebih, 

c. Hipotek atas pesawat terbang; 

d. Gadai. 

Objek jaminan fidusia dapat diberikan lebih dari satu fidusia, yakni 

dalam ha1 pemberian kredit secara konsorsium atau sindikasi. Benda- 



benda yang dapat menjadi jaminan fidusia tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum; 

b. Dapat atas benda berwujud; 

c. Dapat juga atas atas benda tidak berwujud, termasuk piutang; 

d. Benda bergerak, 

e. Benda tidak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan; 

f. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikatkan dengan hipotik; 

g. Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan 

diperoleh kemudian. Dalam ha1 benda yang akan diperoleh kemudian, 

tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri; 

h. Dapat atas satu satuan atau jenis benda, 

i. Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda, 

j. Termasuk hai l  dari benda yang telah menjadi objek fidusia; 

k. Termasuk juga hail  klain asuransi dari benda yang menjadi objek 

jaminan fidusia; 

1. Benda persediaan (inventori, stock perdagangan) dapat juga menjadi 

objek jaminan fidusia. 

Mengenai objek fidusia yang berdasarkan keputusan-keputusan 

tersebut di atas hanya berlaku untuk benda bergerak, dalam sejarah 

perkembangamya pernah digunakan untuk suatu benda, yang dengan 

mendasarkan kepada pembagian benda menurut KUH Perdata ke dalarn 

benda bergerak dan benda tetap tidak bisa dikatakan merupakan benda 



bergerak, karena benda tersebut berupa bangunan permanen, yang bersatu 

dengan tanah di atas mana bangunan itu berdiri, yaitu bangunan di atas 

tanah hak sewa. Hal itu berarti, bahwa di sana tidak lagi dipersoalkan, 

apakah benda jaminan berupa benda bergerak atau tetap.29 

Beberapa prinsip utama dari jaminan fidusia adalah sebagai 

berikut :30 

a. Bahwa secara nil, pemegang fidusia hanya berfhgsi sebagai 

pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenamya. 

b. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada 

jika ada wanprestasi dari pihak debitur. 

c. Apabila hutang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia hams 

dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia 

d. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jurnlah 

hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada 

pemberi fidusia. 

Selain itu, agar sahnya peralihan hak dalam konstruksi hukum 

fidusia ini, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Terdapat perjanjian yang bersifat zakelijk 

b. Adanya title untuk suatu peralihan hak 

c. Adanya wewenang untuk menguasai benda dari orang yang 

menyerahkan benda 

29 Oey Hoey Tiong, 1983, Fidwia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, Ghalia 
Indonesia, Jakarta, hlm. 25 

30 Munir Fuady, 2000, Jaminan Fidwia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 4 



d. Cara tertentu untuk penyerahan, yakni dengan cara constitutum 

posessorium bagi benda bergerak yang berwujud, atau dengan cara 

cessie untuk hutang piutang. 

Sebagaimana diketahui bahwa dasar dari fidusia adalah suatu 

perjanjian, yakni perjanjian fidusia. Perikatan yang menirnbulkan fidusia 

ini mempunyai karakteristik sebagai berikut: 

a. Antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia terdapat suatu 

hubungan perikatan, yang menerbitkan hak bagi kreditur untuk 

merninta penyerahan barang jaminan dari debitur (secara constitutum 

posessorium). 

b. Perikatan tersebut adalah perikatan untuk memberikan sesuatu, karena 

debitur menyerahkan suatu barang (secara constitutum posessorium) 

kepada kreditur. 

c. Perikatan dalam rangka pemberian fidusia merupakan perikatan yang 

assessoir, yakni merupakan perikatan yang membuntuti perikatan 

lainnya (perikatan pokok) berupa perikatan hutang piutang. 

d. Perikatan fidusia tergolong ke dalam perikatan dengan syarat batal, 

karena jika hutangnya dilunasi, maka hak jaminannya secara fidusia 

menjadi hapus. 

e. Perikatan fidusia tergolong ke dalam perikatan yang bersumber dari 

suatu perjanjian, yakni perjanjian fidusia. 

f. Perjanjian fidusia merupakan perjanjian yang tidak disebut secara 

khusus dalam KWH Perdata. Karena itu perjanjian ini tergolong ke 

dalam perjanjian tidak bernama (onbenoemde overeenkomst). 



g. Namun demikian, tentu saja perjanjian fidusia tersebut tetap tunduk 

kepada ketentuan bagian mum dari perikatan yang terdapat dalam 

KUH Perdata. 

Kamkteristik-karakteristik tersebut ada pada suatu perjanjian 

seperti pemberian kredit oleh bank kepada debitur. Di mana apabila 

debitur wanprestasi maka bank berhak meminta pelunasannya melalui 

KPKNL atau Pengadilan Negeri setempat. 

Dalam hubungan perorangan dimana ada kewajiban berprestasi 

dari Pemberi Fidusia dan hak atas prestasi dari Penerima Fidusia, 

hubungan hukurn akan lancar terlaksana jika masing-masing pihak 

memenuhi kewajibannya. Namun dalam hubungan perutangan yang sudah 

dapat ditagih (opemisbaar) jika Pemberi Fidusia tidak memenuhi prestasi 

secara sukarela (wanprestasi) Penerima Fidusia mempunyai hak untuk 

menuntut pemenuhan piutangnya (huk verhual, hak eksekusi) terhadap 

harta kekayaan Pemberi Fidusia yang dipakai sebagai jaminan.* 

Penerima fidusia memperjanjikan kuasa atau kewenangan mutlak 

dalam arti tidak bisa ditarik kembali dan tidak akan berakhir atas dasar 

sebab-sebab sebagai yang yang disebutkan dalam Pasal 1813 KUH 

Perdata, untuk dalam ha1 pemberi fidusia wanprestasi: 

a. Mengambil sendiri benda fidusia dari tangan pemberi fidusia, jika 

pemberi fidusia atas tuntutan dari penerima fidusia tidak secara 

sukarela menyerahkan benda kepada penerima fidusia. 

Sri Soedewi Maschoen Sofwan, Op. Cit, hlm. 3 



b. Menjual benda fidusia tersebut sebagai haknya sendiri, baik secara di 

bawah tangan maupun di depan umum, dengan harga dan syarat-syarat 

yang dianggap baik oleh bank. 

c. Dalam ha1 ada penjualan, menandatangani akta penjualannya, 

menerirna hasil penjualan tersebut, menyerahkan benda fidusia kepada 

pembelinya dan membedan tanda penerimanya. 

Dengan penyerahan hak milik secara kepercayaan, penerima 

fidusia tidak benar-benar menjadi pemilik atas objek jaminan, dan pada 

umumnya para ahli juga berpendapat, bahwa perjanjian pemberian 

jaminan fidusia memang tidak dimaksudkan untuk menjadi kreditur 

sebagai pemilik yang sebenarnya, tetapi hanya dimaksudkan sebagai 

jaminan saja. 

E. Metode Penelitian 

1. Objek Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah: 

a. Cara penyelesaian hukum kredit macet pada perbankan dengan 

jaminan fidusia di Bank BRI Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta 

b. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam penyelesaian kredit macet 

dengan jaminan fidusia di Bank BRI Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta 

dan bagaiamana penyelesaiannya. 

2. Sumber Data 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data 



yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan 

hukum yang terdiri dari?' 

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukurn yang bersifat mengikat yang 

terdiri dari: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 

4) Perahman perundang-undangan pendukung lainnya yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukurn yang memberikan 

petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri 

dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hail  penelitian dan karya 

ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. 

c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder yang terdiri dari: 

1) Karnus Umum Bahasa Indonesia 

2) KamusHukum 

3) Karnus Inggris Indonesia 

4) Ensiklopedia 

- 

31 Soerjono Soelcanto dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normat$ Suatu 
Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13 



3. Subjek Penelitian 

Bertindak sebagai narasumber dan responden dalam penelitian ini adalah: 

a. Pimpinan Bank BRI Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta 

b. Kepala Bagian Kredit Bank BRI Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta 

c. Direktur BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan 

subjek penelitian mengenai permasalahan dalam penelitian ini. 

b. Studi dokurnen, yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan- 

bahan hukurn yang ada kaitannya dengan penelitian ini. 

5. Metode Pendekatan dan Analisis Data 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan 

dalam penelitian ini dari sudut pandang atau menurut ketentuan 

hWperundang-undangan yang berlaku. 

Adapun metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian 

ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian 

disajikan secara deskriptif dan diolah secara kualitatif dengan langkah- 

langkah sebagai berikut: 

a. Data yang diperoleh dari penelitian diklasifhikan sesuai dengan 

permasalahan dalam penelitian. 

b. Hasil klasifikasi selanjutnya disistematisasikan 

c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan 

dasar dalam mengambil kesimpulan. 



F. Sistematika Penulisan 

Guna memudahkan dalam memahami isi dari tesis ini, berikut 

disajikan sistematika penulisan dari tesis ini yang terbagi ke dalam beberapa 

bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun 

masing-masing bab tersebut adalah: 

BABI PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tinjauan pustaka yang merupakan 

bekal dasar bagi penulis dalam menyusun tesis ini. Pada bab ini juga diuraikan 

metode penelitian, yang terdiri dari objek penelitian, sumber data/bahan 

hukum, teknik pengurnpulan data, narasumber serta metode pendekatan dan 

analisis data. Pada akhir dari bab ini disajikan sisternatika penulisan tesis. 

BAB I1 TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN, PERJANJIAN KREDIT 

DAN JAMINAN FIDUSIA 

Pada bab ini diuraikan dan dibahas tinjauan tentang Perjanjian, yang 

berisi Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian, Para 

Pihak dalam Perjanjian, Asas-Asas Dalam Perjanjian, Wanprestasi dan Akibat 

Hukumnya, serta Hapusnya Perjanjian. Pada bab ini juga dibahas mengenai 

Perjanjian Kredit Bank, yang berisi Pengertian Perjanjian Kredit, Bentuk 

Perjanjian Kredit serta Fungsi Perjanjian Kredit. Sedangkan akhir dari bab ini 

membahas mengenai Tinjauan tentang Jaminan Fidusia, yang berisi 

Pengertian Jaminan Fidusia, Objek Jaminan Fidusia, Prosedur Pembebanan 

Fidusia, Hapusnya Jaminan Fidusia, serta Pelaksanaan Eksekusi Jarninan 

Fidusia. 



BAB I11 PENYELESAIAN KREDIT MACET PERBANKAN DENGAN 

JAMINAN BENDA BERGERAK DI BANK BRI CABANG 

CIK DI TIRO YOGYAKARTA 

Pada bab ini diuraikan dan dianalisis mengenai Pelaksanaan Kredit 

Dengan Jaminan Fidusia Pada Bank BRI Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta; 

Cara Penyelesaian Hukum Kredit Macet Perbankan Dengan Jaminan Benda 

Bergerak di Bank BRI Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta; serta Hambatan- 

hambatan Yang Terjadi Dalam Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan 

Fidusia di Bank BRI Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta dan Penyelesaiannya. 

BABIV PENUTUP 

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap 

pennasalahan dalam tesis ini dan sekaligus disajikan saran yang merupakan 

sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penulis tentang penyelesaian 

kredit macet perbankan dengan jaminan fidusia di Bank BRI Cabang Cik Di 

Tiro Yogyakarta. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 



BAB II 

TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN, PERJANJIAN KREDIT 

DAN JAMINAN FIDUSIA 

G Tinjauan tentang Perjanjian 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian 

Pengertian perjanjian di dalam Buku I11 KUH Perdata diatur di 

dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang menyebutkan perjanjian adalah 

suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih. 

Definisi tersebut oleh para Sarjana Hukum dianggap merniliki 

kelemahan karena disatu pihak kurang lengkap dan dipihak lainnya terlalu 

luas. Dianggap kurang lengkap karena hanya merumuslcan perjanjian 

sepihak saja, padahal dalam kehidupan sehari-hari, di samping perjanjian 

sepihak juga dapat dy'umpai suatu perjanjian yang para pihaknya 

mempunyai hak dan kewajiban. Perjanjian inilah yang disebut dengan 

perjanjian timbal-balik. Perjanjian timbal-balik ini juga merupakan 

perjanjian yang seharusnya tercakup dalam batasan perjanjian dalam Pasal 

13 13 KUH Perdata tersebut.' 

Sebaliknya dikatakan terlalu luas, karena perjanjian menurut pasal 

tersebut diartikan sebagai suatu perbuatan. Apabila setiap perjanjian 

dikatakan sebagai suatu perbuatan, maka segala perbuatan baik yang 

Purwahid Patrik, 1994, Dasar-dasarHukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung, hlm.45 
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bersifat hukum atau tidak, dapat dimasukkan dalam suatu perjanjian, 

rnisalnya perbuatan melawan hukum, perwakilan sukarela dan hal-ha1 

mengenai janji l c a ~ i n . ~  

Atas dasar alasan-alasan itulah rnaka para Sarjana Hukum merasa 

perlu untuk menunuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian. 

Subekti memberikan definisi perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana 

seseorang berjanji kepada seorang lain atau dirnana dua orang itu saling 

berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.3 Sudilcno Mertokusumo 

memberikan definisi perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak 

atau lebih, berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat huk~rn.~  

Menurut Pasal 1233 KUH Perdata, perjanjian melahirkan 

perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak 

dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitur dalam 

perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditur dalam perjanjian untuk 

menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian 

tersebut. Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh 

para pihak dalam perjanjian adalah pelaksanaan dari perikatan yang terbit 

dari perjanjian tersebut. Dalam hal debitur tidak melaksanakan perjanjian 

yang telah disepakati tersebut, maka kreditur berhak untuk menuntut 

pelaksanaan kembali perjanjian yang belum, tidak sepenuhnya atau tidak 

sama sekali dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan secara bertentangan 

- - - 

Zbid, hlm. 46 
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4 Sudikno Mertokusumo, 1991, Mengenal Hukum, Suatu Penguntar, Liberty, Yogyakarta, 
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atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan atau tidak disertai 

dengan penggantian berupa bunga, kerugian dan biaya yang telah 

dikeluarkan oleh kreditur. 

Pada umumnya, perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk 

tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat tertulis, maka 

perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan. 

Untuk beberapa perjanjian undang-undang menentukan bentuk tertentu, 

apabila bentuk itu tidak dituruti, perjanjian itu tidak sah. Dengan 

demikian, bentuk tertulis tadi tidaklah hanya semata-mata merupakan alat 

pembuktian saja, tetapi merupakan syarat adanya (bestaanwaarde) 

perjanjian. Misalnya, perjanjian mendirikan perseroan terbatas hams 

dengan akta notaris (Pasal38 KUHD). 

Selanjutnya kata "perjanjian" secara umum dapat mempunyai arti 

yang luas dan sempit. Dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap 

perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki 

(atau dianggap diiehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya 

perkawinan, perjanjian kawin dan lain-lain. Dalam arti sempit '3erjanjian" 

di sini hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam 

lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksud oleh Buku I11 BW. 

Hukum perjanjian dibicarakan sebagai bagian dari pada hukum 

perikatan, sedangkan hukum perilcatan adalah bagian dari pada hukum 

kekayaan, maka hubungan yang timbul antara para pihak di dalam 

perjanjian adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan. 



Karena perjanjian menimbulkan hubungan hukum dalam lapangan hukum 

kekayaan, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian menimbulkan 

perikatan.5 

Itulah sebabnya dikatakan, bahwa perjanjian adalah salah satu 

sumber utama perikatan. Dan karenanya ada yang mengatakan, bahwa 

perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1313 BW adalah perjanjian yang 

menimbulkan perikatan atau perjanjian obligatoir. Sebagai dikatakm di 

depan, perikatan di sini merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau 

lebih dalam lapangan hukum kekayaan, di mana pada satu pihak ada hak 

dan pada pihak yang lain ada kewajiban. Hal itu berarti, bahwa perjanjian 

sebagai yang dimaksud oleh Pasal 13 13 (baru) menimbulkan hak-hak dan 

kewaj iban-kewaj iban (saja). Ini membedakannya dari perj anj ian-perjanj ian 

yang lain (yang riil). 

Sudah tentu agar terhadap perjanjian tersebut dapat diterapkan 

ketentuan-ketentuan buku 111 KUH Perdata maka perjanjian tersebut h a m  

merupakan perjanj ian yang bersifat (hukum) perdata. Perjanj ian-perjanj ian 

yang bersifat publik mempunyai pengaturannya tersendiri di luar KUH 

Perdata. Orang biasanya membedakan Hukum Publik clan Hukum Privat 

berdasarkan kepentingan yang diatur - kepentingan umum dan 

kepentingan individu - namun ada juga yang mencari ciri pembedaannya 

pada subjek-subjek yang menutup perjanjian tersebut. Apabila subjek 

hubungan hukum tersebut adalah negam dan rakyatJindividu, maka kita 

J .  Satrio, 2002, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, PT. Citra Aditya 
Bakti, Bandung, hlm. 28 



katakan, bahwa di sana ada hubungan hukum publik dan karenanya 

diterapkan hubungan publikP 

Selanjutnya jika dibaca dan disimak dengan baik rumusan yang 

diberikan dalam Pasal 1314 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut 

dikembangkan lebih jauh, dengan menyatakan bahwa atas prestasi yang 

wajib dilakukan oleh debitur dalam perjanjian tersebut, debitur yang 

berkewajiban tersebut dapat meminta dilakukannya kontra-prestasi dari 

lawan pihaknya tersebut (dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

yang diterjemahkan oleh. R. Subekti dan R. Tjitrosoebono disebut dengan 

istilah dengan atau tanpa beban). Kedua rumusan tersebut memberikan 

banyak arti bagi ilmu hukum. Dengan adanya kedua rumusan yang saling 

melengkapi tersebut dapat dikatakan bahwa pada dasarnya perjanjian 

dapat melahirkan perikatan yang bersifat sepihak (dimana hanya satu 

pihak yang wajib berprestasi) dan perikatan yang bertimbal balik (dengan 

kedua belah pihak saling berprestasi). Dengan dernikian dimungkinkan 

suatu perjanjian melahirkan lebih dari satu perikatan, dengan kewajiban 

berprestasi yang saling bertimbal balik. Debitur pada satu sisi menjadi 

kreditur pada sisi yang lain pada saat yang bersamaan. Ini adalah 

karakteristik khusus dari perikatan yang lahir dari perjanjian. Pada 

perikatan yang lahir dari undang-undang, hanya ada satu pihak yang 

Zbid, hlm. 29 



menjadi debitur dan pihak lain yang menjadi kreditur yang berhak atas 

pelaksanaan prestasi tersebut? 

2. Syarat Sahnya Perjanjian 

Pada uraian sebelumnya telah dikatakan bahwa syarat-syarat 

sahnya pe rjanjian dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUH 

Perdata yang berbunyi: 

"Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat : 
1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 
2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 
3. suatu pokok persoalan tertentu; 
4. suatu sebab yang tidak terlarangyy 

Keempat unsur tersebut selanjutnya dalam doktrin ilmu hukum 

yang berkembang, digolongkan ke dalam? 

a. dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan 

perjanjian (unsur subjektif), clan 

b. dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek 

perjanjian (unsur objektif). 

Unsur subjektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas 

dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang 

melaksanakan perjanjian. Unsur objektif meliputi keberadaan dari pokok 

persoalan yang merupakan objek yang diperjanjikan, dan causa dari objek 

yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah 

sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum. Tidak 

7 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, Perikutan yang Lahir dari Perjajian, PT. 
Raja Grafkdo Persada, Jakarta, hlm. 93 
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terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut menyebabkan 

cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, 

baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap 

unsur subjektif), maupun batal demi hukum (dalam ha1 tidak terpenuhinya 

unsur objektif), dengan pengertian bahwa perilcatan yang lahir dari 

perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelztksmaannya? 

Pengertian sepakat dilukiskan sebagai persyaratan kehendak yang 

disetujui (overeenstemende wilsverklaring) antar pihak-pihak. Pernyataan 

pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (oferte). Pernyataan pihak 

yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (ucceptutie). Selalu 

dipertanyakan saat-saat terjadinya perjanjian antar pihak. Mengenai hal ini 

ada beberapa ajaran yaitu:10 

a. Teori kehendak (wilstheorie) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi 

pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan 

melukiskan surat. 

b. Teori pengiriman (verzendtheorie) mengajarkan bahwa kesepakatan 

terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirirn oleh pihak yang 

menerima tawaran 

c. Teori pengetahuan (vernemingstheorie) mengajarkan bahwa pihak 

yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya 

diterima 

J. Satrio, Op. Cit, hlm. 163 
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d. Teori kepercayaan (vertrowenstheorie) mengajarkan bahwa 

kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak 

diterima oleh pihak yang menawarkan. 

Dilihat dari syarat-syarat sahnya perjanjian ini, dibedakan bagian 

perjanjian, yaitu bagian inti (wanzenlijke oordeel), sub bagian inti disebut 

esensialia dan bagian yang bukan inti disebut naturalia dan aksidentialiall 

a Esensialia 

Bagian ini merupakan sifat yang hams ada di dalam perjanjian, sifat 

yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta 

(constructieve oordeel) 

b. Naturalia 

Bagian ini merupakan sifat bawaau (natuur) perjanjian sehingga secara 

&am-dim melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat 

dari benda yang dijual (vrijwaring) 

c. Aksidentialia 

Bagian ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian yang secara 

tegas diperjanjikan oleh para pihak. 

Berikut uraian dari masing-masing syarat sahnya suatu perjanjian 

berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata: 

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri 

Yang dirnaksud dengan kata sepakat di sini adalah persesuaian 

kehendak antara para pihak mengenai hal-hal yang menjadi pokok 

'l Ibid, hlm. 25 



perjanjian, apa yang dikehendaki pihak yang satu disetujui oleh pihak 

yang lain.12 

Mengenai kata sepakat ini di dalam KUH Perdata tidak a& 

pengaturannya lebih lanjut, KUH Perdata dalam Pasal 1321 hanya 

mengenai tidak adanya kata sepakat yang diberikan karena kekhilafan 

atau adanya paksaan atau penipuan. 

Jadi menurut Pasal 1321 KL?H Perdata tersebut jika dalam 

suatu perjanjian terdapat unsur-unsur paksaan, kekhilafan atau 

penipuan, berarti perjanjian tersebut tidak mempunyai unsur kata 

sepakat. Katena kata sepakat merupakan salah satu syarat untuk sahnya 

pe rjanj ian, maka perjanj ian yang dibuat dengan tidak ada kata sepakat 

mengakibatkan tidak sahnya perjanjian itu. 

Mengenai kata sepakat ada beberapa teori yang dapat dipakai 

sebagai pedoman, yaitu: 

1) Teori kehendak 

Teori ini menganggap bahwa pihak-pihak hanya terikat kepada hal- 

hal yang benar-benar dikehendakinya. 

2) Teori pernyataan atau kepercayaan 

Di sini para pihak terikat kepada hal-ha1 yang telah dinyatakan, 

dengan pengertian bahwa hal ini dari pihak lain terdapat anggapan 

clan kepercayaan bahwa pernyataan itu cocok dengan kehendak 

sejati dari pihak yang menYatakan.l3 

l2 Purwahid Patrik, Up. Cit, hlm. 55 
l3 Ibid, hlm. 56-57 



b. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian 

Di dalam Pasal 1329 KUH Perdata disebutkan bahwa setiap 

orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perilcatan, jika oleh 

Undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. 

Adanya kecakapan ini diperlukan mengingat bahwa orang yang 

membuat suatu perjanjian itu nantinya akan terikat, oleh karena itu ia 

harus mampu untuk menginsafi benar-benar akan tanggung jawab atas 

perbuatannya itu dan ia harus sungguh-sungguh bebas atas harta 

kekaYaannYa9'. l4 

KUH Perdata tidak mengatur lebih lanjut mengenai siapa yang 

cakap bertindak. Dalam Pasal 1330 KLTH Perdata hanya menyebutkan 

siapa yang tidak cakap untuk membuat perikatan adalah: 

1) orang-orang yang belum dewasa 

2) mereka yang ditaruh di bawah pengampunan 

3) orang-orang perempuan, dalam hal-ha1 yang telah ditetapkan oleh 

Undang-undang dan pada umumnya semua membuat persetujuan- 

persetujuan tersebut. 

Mengenai orang-orang yang belum dewasa telah ditentukan 

dalam Pasal 1330 KUHPerdata yang menentukan bahwa belum 

dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh 

satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu 

l4 Subekti, Op. Cit., hlm. 18 



dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka 

mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.15 

Dari sudut keadilan bahwa orang yang membuat suatu 

perjanjian nantinya akan terikat oleh perjanjian itu, seyogyanya 

mempunyai cukup kemampuan untuk menginsafi benar-benar akan 

tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatan itu. Sedangkan dari 

sudut ketertiban umum, karena yang membuat suatu perjanjian itu 

berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah 

seorang yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat dengan harta 

kekayaannya. 

Orang yang tidak sehat pikirannya tidak mampu menginsafi 

tanggung jawab yang dipikul oleh seorang yang mengadakan suatu 

perjanjian. Orang yang ditaruh di bawah pengampunan, kedudukannya 

sama dengan seorang anak yang belum dewasa yang harus diwakili 

oleh orang tua atau walinya, maka seorang dewasa yang telah ditanrh 

di bawah pengampunan hams diwakili oleh pengarnpu atau 

Pasal 108 ayat (2) KUH Perdata berbunyi: 

"Seorang istri, biar telah dikuasakan oleh suaminya, untuk 
membuat suatu akta, atau untuk mengangkat sesuatu perjanjian 
sekalipun, narnun tidaklah ia karena itu berhak menerima 
sesuatu pembayaran, atau memberi sesuatu perluasan atas itu, 
tanpa izin yang tegas dari suarninya". 

l5 PuTwahid Patrik, Op. Cit, hlm. 62 
l6 Subektii @Kit., hlm. 19 



Dari ketentuan Pasal 108 ayat (2) KUH Perdata tersebut dapat 

disimpulkan bahwa seorang perempuan yang bersuami, untuk 

mengadakan suatu perjanjian memerlukan bantuan atau izin (kuasa 

tertulis) dari suaminYa.l7 

Untuk perjanjian sod-sod yang kecil yang dapat dimasukkan 

ke dalam keperluan rumah tangga, si istri itu telah dhasakan oleh 

s d y a ,  dengan demikian si istri dimasukkan ke dalam golongan 

orang-orang yang tidak cakap untuk berbuat sesuatu perjanjian. 

Perbedaannya dengan seorang anak adalah bila seorang anak yang 

belum dewasa ia hams diwakili oleh orang tua atau wakilnya, 

sedangkan seorang istri harus dibantu oleh sang suaminya. Apabila 

seseorang dalam membuat suatu perjanjian sendiri, akan tetapi yang 

tampil ke depan adalah wakilnya. Tetapi seseorang dibantu, berarti ia 

bertindak sendiri, hanyalah ia didampingi oleh orang lain yang 

membantunya, bantuan tersebut dapat diganti dengan surat kuasa atau 

surat izin tertulis. 

Dalarn KUH Perdata, ketidakcakapan seorang perempuan yang 

bersuami ada hubungannya dengan sistem yang dibantu dalam hukum 

perdata barat, yang menyerahkan kepemimpinan dalam keluarga itu 

kepada sang suami. Kekuasaan sang suami dalam memimpin rumah 

tangga disebut "Matritalemacht" 

" Ibid, hlm. 19 



Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 

1963, bahwa MA menganggap Pasal-Pasal 108 dan 1 10 KUH Perdata 

tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum 

dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari 

suarninya, sudah tidak berlaku lagi. Dan dalam praktek para notaris 

sekarang sudah mulai mengizinkan seorang istri yang tunduk 

kepadanya tanpa bantuan suaminya. ' 
Ditinjau dari ketentuan hukurn berlakunya Pasal-Pasal 108 dan 

110 KUH Perdata lebih tinggi kedudukannya dari pada SEMA MA 

Nomor 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963, sebab Pasal-Pasal 

tersebut merupakan Pasal Undang-undang dan mempunyai kekuatan 

mengikat pada setiap orang, sedangkan SEMA tersebut hanya berlaku 

dan mengikat kepada aparat pengadilan dan aparat lainnya yang di 

bawah kekuasaannya, misalnya notaris. Dengan demikian kedudukan 

Pasal 108 dan Pasall 10 KUH Perdata masih tetap berlaku, akan tetapi 

isi SEMA tersebut mengenai kecakapan seorang istri untuk melakukan 

perbuatan hukum lebih sesuai dengan kemajuan zaman di Indonesia 

dewasa ini. 

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka 

hak dan kedudukan istri diakui kewenangannya untuk menghadap di 

depan pengadilan tanpa izin atau bantuan suaminya. 



Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

menyatakan: 

"Hak kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan 

kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan 

pergaulan hidup bersama dalam masyarakat". 

Pasal3 1 ayat (2) berbunyi: 

"Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan 

hukum" 

Dengan demikian dengan adanya ketentuan Pasal31 ayat (1) dan ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas maka 

ketentuan Pasal 108 dan 110 KUH Perdata menjadi tidak bertahan lagi. 

Kesimpulan dari ketentuan tersebut adalah bahwa yang cakap 

membuat suatu perjanjian adalah mereka yang berada di luar Pasal 

1330 KUH Perdata, yaitu:19 

1) orang-orang yang sudah dewasa; 

2) mereka yang tidak ditaruh di bawah pengampunan 

3) mereka yang oleh Undang-undang tidak dilarang untuk membuat 

persetujuan-persetujuan tersebut. 

c. Adanya objek tertentu 

Yang dimaksud dengan objek yang tertentu disini adalah 

prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian dan prestasi itu 

adalah merupakan pokok perjanjian. Apa yang menjadi hak dan 

l9 Purwahid Patrik, Op. Cit, hlm. 63 



kewajiban dari para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus jelas 

dan tegas. 

KUH Perdata menjelaskan maksud ha1 tertentu, dengan 

memberikan rumusan dalam Pasal 1333 KUH Perdata, yang berbunyi 

sebagai berikut: 

"Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian 
berupa suatu kebendaan yang paling sediit ditentukan 
jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan 
tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau 
dihitung". 

Secara sepintas, dengan rumusan "pokok perjanjian berupa 

barang yang telah ditentukan jenisnya" tampaknya KUH Perdata hanya 

menekankan pada perikatan untuk memberikan atau menyerahkan 

sesuatu. Namun demikian jika kita perhatikan lebih lanjut, rumusan 

tersebut hendak menegaskan kepada kita semua bahwa apapun jenis 

perikatannya, baik itu perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat 

sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, KUH Perdata hendak 

menjelaskan, bahwa semua jenis perikatan tersebut pasti melibatkan 

keberadaan atau eksistensi dari suatu kebendaan yang tertenh2' 

Pada perikatan untuk memberikan sesuatu, kebendaan yang 

akan diserahkan berdasarkan suatu perikatan tertentu tersebut haruslah 

sesuatu yang telah ditentukan secarta pasti. Dalam jual beli misalnya, 

setiap kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai kebendaan 

yang dijual dan dibeli harus telah ditentukan terlebih dahulu 

'O Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, Op. Cit, hlm. 155 



kebendannya. Jika sebuah sepeda motor, maka hams ditentukan merek 

sepeda motor tersebut, kapasitasnya, serta spesifikasi lain yang 

melekat pada kebendaan sepeda motor yang dipilih tersebut, sehingga 

tidak akan menerbitkan keraguan mengenai sepeda motor lainnya yang 

serupa tetapi bukan yang dimaksudkan. 

Pada perikatan untuk melakukan sesuatu, dalam pandangm 

KUH Perdata, hal yang wajib dilakukan oleh salah satu pihak dalam 

perikatan tersebut (debitur) pastilah juga berhubungan dengau suatu 

kebendaan tertentu, baik itu berupa kebendaan berwujud maupun 

kebendaan tidak berwujud. Dalam perjanjian penanggungan utang 

misalnya, seorang penmggung yang menanggung utang seorang 

debitur, hams mencantumkau secara jelas utang mana yang ditanggung 

olehnya, berapa besarnya, serta sampai seberapa jauh ia dapat clan baru 

diwajibkan untuk memenui perikatannya kepada kreditur, atas 

kelalaian atau wanprestasi dari pihak debitur?' 

Menurut Pasal 1333 KUH Perdata: 

"Suatu pokok persetujuan harus mempunyai sebagai suatu 
barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya tidaklah menjadi 
halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja j d a h  itu 
terkemudian dapat ditentukan atau dihitungyy. 

Di samping itu menurut Pasal 1334 KUH Perdata benda atau 

barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari juga dapat 

dijadikan obj ek perjanj ian, tetapi mengenai ketentuan-ketentuan 

Ibid, hlm. 156 



tersebut ada pengecualiannya, yaitu suatu barang yang akan ada 

dikemudian hari dalam bentuk warisan itu belum jatuh meluang. 

Selain itu barang yang baru akan ada dikemudian hari tidak 

boleh d i j a d i i  objek hibah. Apabila hal ini terjadi maka berakibat 

perjanjian tersebut batal. 

Pengecualian-pengecualian tersebut terdapat dalam Pasal 1334 

ayat (2) dan Pasall667 KUH Perdata. 

d. Adanya sebab yang halal 

Yang dimaksud dengan sebab atau causa di sini, menurut 

Achmad Ichsan, ialah apa yang menjadi isi nurani dari pihak-pihak 

dalam persetujuan tersebut, maksudnya motif dari persetujuan atas 

dasar mana pihak yang bersangkutan menghendaki persehjuan ihLn 

Kalau kita lihat pengertian yang diberikan oleh Achmad Ichsan, 

sebab causa dari perjanjian itu dititikberatkan pada motif atau sebab 

alasan sudah jelas barulah persetujuan tersebut dapat dilaksanakan. 

Menurut Subelcti, mengartikan sebab atau causa itu adalah 

maksud dan tujuan dari perjanjian itu, jadi yang dititikberatkan adalah 

perbuatan dari para pihak tersebut, bukan motif yang mendorong para 

pihak membuat persetujuan itu. Pengertian sebab atau causa yang 

d i d a n  oleh Subekti, lebih sesuai dengan pengertian sebab atau 

causa yang terdapat di dalarn Pasal 1320 KUH Perdata terutama syarat 

keempat untuk suatu perjanjian yaitu sebab yang halal, dinyatakan di 

22 Achmad Ichsan, 1982, Hukum Perdata AB, Alumni, Bandung hlm.19 



dalam Undang-undang tidak perduli apa yang mendorong orang itu 

membuat perjanjian, tetapi yang diperhatikan hanyalah tin- dari 

orang-orang tersebut. Yang dimaksud dengan sebab atau causa yang 

halal adalah isi dari perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan 

hukum atau undang-undang. 

Dari keempat syarat sahnya perjanjian itu ada dua diantaranya 

syarat-syarat subjektif dan dua syarat objektif. Mengenai syarat 

subjektif adalah syarat yang berkenaan dengan para pihak yang 

mengadakan perjanjian, yaitu mengenai kecakapan bertindak dan kata 

sepakat. Apabila dalam perjanjian itu para pihak tidak ada kata sepakat 

atau kecakapan bertindak maka perjanjian tersebut &pat dimin* 

pembatalan. Salah satu pihak yang mengadakan perjanjian yang tidak 

memenuhi syarat subjektif tersebut &pat meminta kepada hakim 

supaya perjanjian itu dibatalkan atau diputuskan?3 

Selanjutnya yang dimaksud dengan syarat objektif adalah 

syarat yang berkenaan dengan objek dari pada perjanjian itu, yaitu 

mengenai objek tertentu dan sebab yang halal. Perjanjian yang tidak 

mempunyai syarat objektif berakibat perjanjian dianggap tidak pernah 

ada dan tidak perlu dirnintakan pembatalan atau pemutusan. Seketika 

diketahui bahwa syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian 

tersebut otomatis batal demi hukumF4 

Kartini Mdyadi, Op. Cit, hlm. 94 
24 Ibid 



Para Pihak dalam Perjanjian 

Menurut Pasal13 15 KUH Perdata, pada umunya tiada seorang pun 

dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya 

suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Asas tersebut dinamakan asas 

kepribadian suatu perjanjian. Mengikatkan di ditujukan pada mernikul 

kewajiban-kewajiban atau menyanggupi melakukan sesuatu, sedangkan 

minta ditetapkannya suatu janji, ditujukan pada memperoleh hak-hak atas 

sesuatu atau dapat menuntut sesuatu. Memang sudah semestinya, perikatan 

hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian, hanya mengikat orang-orang 

yang mengadakan perjanjian itu sendiri dan tidak mengikat orang-orang 

lain. Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban 

antara para pihak yang membuatnya. Orang-orang lain adalah pihak ketiga 

yang tidak mempunyai sangkut paut dengan perjanjian ter~ebut .~~ 

Suatu perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian, 

mempunyai dua sudut: Sudut kewajiban-kewajiban (obligations) yang 

dipikul oleh suatu pihak dan sudut hak-hak atau manfaat, yang diperoleh 

oleh lain pihak, yaitu hak-hak untuk menuntut dilaksanakannya sesuatu 

yang disanggupi dalam perjanjian itu. Perkataan mengikatkan diri (bahasa 

Belanda "zich verbinden") ditujukan pada sudut kewajiban-kewajiban 

(hal-ha1 yang tidak enak), sedangkan perkataan minta ditetapkan suatu 

janji (bahasa Belanda bedingen) ditujukan pada sudut hak-hak yang 

diperoleh dari perjanjian itu (hal-hal yang "enak"). Sudut kewajiban juga 

25 Subekti, Op.Cit, hlm. 29 



dapat dinamakan sudut pasif, sedangkan sudut penuntutan dinamakan 

sudut aktif?6 

Lazimnya suatu perjanjian adalah timbal balik atau bilateral. 

Artinya: Suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu, juga 

menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikannya dari hak- 

hak yang diperolehnya, dan sebaliknya suatu pihak yang memikul 

kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-hak yang dianggap sebagai 

kebalikannya kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya itu. 

Apabila tidak demikian halnya, yaitu apabila pihak yang memperoleh hak- 

hak dari perjanjian itu tidak dibebani dengan kewajiban-kewajiban sebagai 

kebalikannya dari hak-hak itu, atau apabila pihak yang menerima 

kewajiban-kewajiban tidak memperoleh hak-hak sebagai kebalikannya, 

maka perjanjian yang demikian itu, adalah unilateral atau ~ e ~ i h a k . ~ '  

4. Asas-Asas Dalam Perjanjian 

Jika diperhatikan rum- dan pengertian yang telah dijelaskan di 

atas, semua ha1 tersebut menunjukkan bahwa perjanjian dibuat dengan 

pengetahwin dan kehendak bersarna dari para pihak, dengan tujuan untuk 

menciptakan atau melahirkan kewajiban pada salah satu atau kedua belah 

pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dengan demikian, sebagaimana 

telah disinggung, perjanjian sebagai sumber perikatan berbeda dari sumber 

perikatan lain, yaitu undang-undang, berdasarkan pada sifat kesukarelaan 

26 Ibid hlm. 30 
Ibid, hlm. 30 



dari pihak yang berkewajiban untuk melakukan prestasi terhadap lawan 

pihaknya dalam perikatan tersebut. Dalam perjanjian, pihak yang wajib 

untuk melakukan suatu prestasi, dalam ha1 ini debitur, dapat menentukan 

terlebih dahulu dengan menyesuaikan pada kemampuannya untuk 

memenuhi prestasi dan untuk menyelaraskan dengan hak (dan kewajiban) 

yang pada lawan pihaknya, apa, kapan, di mana dan bagaimana ia akan 

memenuhi prestasinya ter~ebut.~' 

Dalam rangka menciptakan keseimbangan dan memelihara hak- 

hak yang dirniliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi 

perikatan yang mengikat bagi para pihak, oleh KUH Perdata diberikan 

berbagai asas umum, yang merupakan pedoman atau patokan, serta 

menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang 

akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi 

para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya. 

Berikut ini dibahas asas-asas umum hukurn perjanjian yang dibuat dalam 

KUH Perdata. 

a. Asas sebelum perjanjian dibuat 

1) Asas Personalia 

Asas ini diatur dan dapat kita temukan dalam ketentuan 

Pasal 13 15 KUH Perdata, yang berbunyi "Pada umumnya talc 

seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau 

meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri". 

28 Kartini Muljadi clan Gunawan Widjaja, Op,Cit, hlm. 14 



Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya suatu 

pe rjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai 

individu, subjek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat 

untuk dirinya sendii. 

Meskipun secara sederhana dikatakan bahwa ketentuan 

Pasal 13 15 menunjuk pada asas personalia, namun lebih jauh dari 

itu, ketentuan Pasal 1315 juga menunjuk pada kewenangan 

bertindak dari seseorang yang membuat atau mengadakan 

pe rjanjian. Secara spesifik ketentuan Pasall3 15 ini menunjuk pada 

kewenangan bertindak sebagai individu pribadi sebagai subjek 

hukurn pribadi yang mandiri, yang memiliki kewenangan bertindak 

untuk dan atas nama dirinya sendiri. Dengan kapasitas kewenangan 

tersebut, sebagai seorang yang cakap bertindak dalam hukum, 

maka setiap tindakan, perbuatan yang dilakukan oleh orang 

perorangan, sebagai subjek hukum pribadi yang mandiri, akan 

mengikat diri pribadi tersebut, dan dalam lapangan perilcatan, 

mengikat seluruh harta kekayaan yang dimiliki olehnya secara 

pribadi. 

Asas Konsensual 

Asas konsensual ini adalah dalam suatu perjanjian cukup 

ada suatu kata sepakat bagi mereka yang membuat perjanjian itu 

tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang 

bersifat formil. Ini jelas sekali terlihat pada syarat-syarat sahnya 

suatu perjanjian. 



Syarat sahnya suatu perjanjian, bahwa dalam perjanjian itu 

harus ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu. 

Asas ini penting sekali dalam suatu perjanjian, sebab dengan kata 

sepakat ini sudah timbul adanya suatu perjanjian atau sejak detik 

tercapainya kata sepakat itu. Sebagai contoh : apabila saya ingin 

membeli barang, maka perjanjian jual beli barang itu sudah lahir 

dengan segala akibat hukumnya. 

Asas konsensuil ini dapat dilihat dalam Pasal 1320 KUH 

Perdata, yang berbunyi : untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 

adanya empat syarat, yaitu: 

a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

b) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian 

c) Suatu ha1 tertentu 

d) Suatu sebab yang halal. 

Karena dalam Pasal 1329 KUH Perdata tidak disebabkan 

suatu formalitas tertentu di samping sepakat yang telah tercapai itu, 

maka disirnpulkan bahwa setiap perjanjian itu adalah sah dalam arti 

mengikat apabila sudah tercapai kata sepakat mengenai hal-hal 

yang pokok daripada yang diperjanjikan itu. 

Terhadap asas konsensualitas ini ada pengecualiannya, 

yaitu apabila ditentukan suatu formalitas tertentu untuk beberapa 

macam perjanjian dengan ancaman batal apabila tidak dipenuhi 

formalitas tersebut, seperti misalnya pada perjanjian penghibahan, 



jika mengenai benda tidak bergerak hams dilakukan dengan akta 

notaris, perjanjian perdamaian harus diadakan secara tertulis. 

Perjanjian ini dinamakan dengan perjaujian formal. 

3) Asas Kebebasan Berkontrak 

Asas kebebasan berkontrak ini adalah setiap orang bebas 

mengadakan suatu perjanjian apa saja baik perjanjian itu sudah 

diatur dalam undang-undang maupun belum diatur dalam undang- 

undang. 

Karena hukum perjanjian itu mengikuti asas kebebasan 

mengadakan suatu perjanjian, oleh karena itu maka disebut pula 

menganut sistem terbuka. Hal ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat 

(1) KUH Perdata yang berbunyi: 

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya". 

Asas kebebasan seperti yang disebut di dalam Pasal 1338 

ayat (1) KUH Perdata ini bukan berarti bahwa tidak ada batasnya 

sama sekali, melainkan kebebasan seseorang dalam membuat 

perjanjian tersebut hanya sejauh perjanjian yang dibuatnya itu tidak 

bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban urnurn dan undang- 

undang sebagaimana yang disebut dalam Pasall337 KUH Perdata. 

b. Asas yang berlaku pada saat pelaksanaafl perjanjian 

1) Asas Itikad Baik 

Tiap orang membuat suatu perjanjian hams dilakukan 

dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata). Asas itikad 



baik ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu itikad baik yang 

subjektif dan itikad baik yang objektif. 

Itikad baik dalam pengertian yang subjektif dapat diartikan 

sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan 

hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pa& 

waktu diadakan perbuatan hukum. 

Sedangkan itikad baik dalam pengertian yang objektif, 

maksudnya adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus 

didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasakan 

sesuai dengan yang patut dalam masyarakat. 

Asas Pacta Sun Sewanda 

Pacta sun sewanda ini merupakan asas dalam perjanjian 

yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian yang 

dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka 

yang membuat seperti undang-undang. Maksudnya bahwa 

perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat 

mereka seperti undang-undang (Pad138  ayat (1) KUH Perdata). 

Selanjutnya maka pihak ketiga tidak bisa mendapatkan 

kerugian karena perbuatan mereka dan juga tidak lain untuk 

mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah 

membuat perjanjian itu. Asas pacta sun sewanda dalam suatu 

perjanjian yang mereka buat mengikat sebagai undang-undang bagi 

para pihak yang membuatnya, ini dapat dilihat dalam kuliah hukum 

perjanjian. 



Kemudian kalau diperhatikan istilah perjanjian dalam Pasal 

1338 KUH Perdata tersimpul adanya kebebasan berkontrak yang 

artinya boleh membuat perjanjian, baik perjanjian yang sudah 

diatur di dalarn KUH Perdata maupun di dalarn KUH Dagang atau 

juga perjanjian jenis barn. Berarti di sini adanya larangan bagi 

hukum untuk mencarnpuri isi dari suatu perjanjian. 

5. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya 

Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang 

dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan "wanprestasi". Ia alpa atau 

"lalai" atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia 

melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukar~n~a.~' 

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 

empat maca~n:~' 

a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 

b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagairnana 

dijanj ikan, 

c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; 

d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. 

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau 

debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan 

beberapa sanksi atau hukuman. 

29 Subekti, Op. Cit., hlm. 45 
30 Ibid 



Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang 

lalai ada empat macam, yaitu: 

Pertarna : membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan 

singkat dinamakan ganti-rugi; 

Kedua : pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan 

perjanj ian; 

Ketiga : peralihan risiko; 

Keempat : membayar biaya perkara, kalau sampai diperkirakan di depan 

hakim. 

Wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu 

penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang 

melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau ha1 itu disangkal olehnya, 

harus dibuktikan di muka hakim. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk 

mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak 

dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan 

prestasi yang dijanjikan. 

Sebagai akibat terjadinya wanprestasi maka debitur 

a. Mengganti kerugian 

b. Benda yang dijadikan objek dari perikatan sejak saat itu dipenuhinya 

kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur. 

c. Jika perikatan itu tirnbul dari perjanjian yang timbal balik, kreditur 

dapat minta pembatalan (pemutusan) perjanjian. 

3' Purwahid Pa& Op. Cit., hlm. 1 1. 



Di samping debitur harm bertanggung gugat tentang hal-hal 

tersebut di atas maka apa yang dapat dilakukan oleh kreditur menghadapi 

debitur yang wanprestasi itu. Kreditur dapat menuntut salah satu dari 5 

kemungkinan sebagai ber ik~t?~ 

a. Dapat menuntut pembatalan I pemutusan perjanjian. 

b. Dapat menuntut pemenuhan perjanj ian. 

c. Dapat menuntut pengganti kerugian. 

d. Dapat menuntut pembatalan dan pengganti kerugian. 

e. Dapat menuntut pemenuhan clan pengganti kerugian. 

Wanprestasi memang dapat terjadi dengan sendirinya tetapi 

kadang-kadang tidak. Banyak perikatan yang tidak dengan ketentuan 

waktu pemenuhan prestasinya memang dapat segera ditagih. Tetapi 

pembeli juga tidak dapat menuntut pengganti kerugian apabila penjual 

tidak segera mengirim barangnya ke rumah pembeli. Ini diperlukan 

tenggang waktu yang layak dan ini diperbolehkan dalam praktik. 

Tenggang waktu dapat beberapa jam, dapat pula satu hari bahkan lebih. 

Maka dari itu dalam perjanjian-perjanjian yang tidak ditentukan 

waktunya wanprestasi tidak terjadi demi hukum, karena tidak ada 

kepastian kapan salah satu pihak betul-betul wanprestasi. Kalau perikatan 

itu dengan ketentuan waktu, kadang-kadang ketentuan waktu mempunyai 

ar t i  yang lain yaitu: bahwa debitur tidak boleh berprestasi sebelum waktu 

itu tiba. 

32 Zbid, hlm. 12. 



Jalan keluar untuk mendapatkan kapan debitur itu wanprestasi 

undang-undang memberikan upaya hukum dengan suatu pernyataan lalai 

(ingebrekestelling, sommasi). Fungsi pernyataan lalai ialah merupakan 

upaya hukurn untuk menentukan kapan saat terjadiiya wanprestasi. 

Pernyataan lalai adalah pesan (pemberitahuan) dari kreditur kepada 

debitur yang menerangkan kapan selambat-lambatnya debitur diharapkan 

memenuhi prestasinya. Biasanya diberikan waktu yang banyak bagi 

debitur terhitung saat pernyataan lalai itu diterima oleh debitur. Pernyataan 

lalai ada yang diperlukan dan ada yang tidak diperlukan mengingat adanya 

bentuk ~ a n ~ r e s t a s i . ~ ~  

a. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali maka pernyataan 

lalai tidak diperlukan, kreditur langsung minta ganti kerugian. 

b. Dalam hal debitur terlambat memenuhi prestasi maka pernyataan lalai 

diperlukan, karena debitur dianggap masih dapat berprestasi. 

c. Kalau debitur keliru dalam memenuhi prestasi, Hoge Raad 

berpendapat pernyataan lalai perlu, tetapi Meijers berpendapat lain 

apabila karena kekeliruan debitur kemudian terjadi pemutusan 

perjanjian yang positif (positive contracbreuk), pernyataan lalai tidak 

perlu. 

Pemutusan perjanjian yang positif adalah dengan prestasi debitur 

yang keliru itu menyebabkan kerugian kepada milik lainnya dari kreditur 

33 Zbid, hlm. 1 3. 



misalnya: dipesan jeruk Bali dikirim jeruk jenis lain yang sudah busuk 

hingga menyebabkan jeruk-jeruk lainnya dari kreditur menjadi busuk." 

Lain halnya pemutusan perjanjian yang negatif, kekeliruan prestasi 

tidak menimbulkan kerugian pada milik lain dari kreditur maka pernyataan 

lalai diperlukan. Bentuk-bentuk pernyataan lalai telah ditentukan dalam 

Pasal 1238 harus disampaikan dengan perintah yaitu dengan exploit dari 

jurusita, yang penting adalah pemberitahuan dari jurusita yang dilakukan 

secara lisan bukan s ~ r a t n ~ a ? ~  

6. Hapusnya Perjanjian 

Hapusnya persetujuan harus benar-benar dibedakan dari dapat 

hapusnya perikatan, karena suatu perikatan dapat hapus, sedangkan 

persetujuannya yang merupakan sumbernya masih tetap ada, misalnya 

pada persetujuan jual beli dengan dibayarnya harga maka perikatan 

mengenai pembayaran menjadi hapus, sedangkan persetujuannya belum, 

karena perikatan, mengenai penyerahan barang belum terlak~ana.~~ 

Hanya jika semua perikatan-perikatan dari pada persetujuan dapat 

pula mengakibatkan hapusnya persetujuan sebagai akibat daripada 

hapusnya perikatan-perikatannya. Sebaliknya hapusnya persetujuan dapat 

pula mengakibatkan hapusnya perikatan-perikatannya, yaitu apabila suatu 

persetujuan hapus dengan berlaku surut, misalnya sebagai akibat dari pada 

pembatalan atau pemutusan berdasarkan wanprestasi (Pasal 1266), maka 

34 Ibid. 
35 Ibid. 
36 R Setiawan, 1999, Pokok-Pokok Hukum Perikutan, Putra Aabardin, Bandung,hlm, 69 



semua perikatan yang telah terjadi menjadi hapus: perikatan-perikatan 

tersebut tidak perlu lagi dipenuhi dan apa yang telah dipenuhi, hams pula 

ditiadakan. Akan tetapi dapat juga terjadi, bahwa persetujuan berakhir atau 

hapus untuk waktu selanjutnya, jadi kewajiban-kewajiban yang telah ada 

akan tetap ada. Dengan pernyataan mengakbiri persetujuan, persetujuan 

sewa menyewa dapat diakhiri, akan tetapi perikatan untuk membayar yang 

sewa, atas sewa yang telah dinikmati tidak menjadi hapus karenanya. 

Menurut R. Setiawan, Persetujuan dapat hapus karena:" 

a. Ditentukan di dalam persetujuan oleh para pihak, misalnya persetujuan 

akan berlaku untuk waktu tertentu. 

b. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu persetujuan. 

Misal menurut Pasal 1066 ayat (3) bahwa para ahli waris dapat 

mengadakan persetujuan untuk selama walctu tertentu untuk tidak 

melakukan pemecahan harta warisan. Akan tetapi waktu persetujuan 

tersebut oleh Pasal 1068 ayat (4) dibatasi berlakunya hanya untuk 

walctu lima tahun. 

c. Para pihak atau Undang-undang dapat menentukan bahwa dengan 

tejadinya peristiwa tertentu, maka persetujuan akan hapus. 

Misalnya: jika salah satu pihak meninggal dunia maka persetujuan 

menjadi hapus. 

1) Persetujuan perseroan Pasal1646 ayat (4). 

2) Persetujuan pemberian kuasa Pasall 8 13. 

3) Persetujuan kerja Pasall 803 j . 

37 Zbid 



d. Pemyataan menghentikan persetujuan (opzegging) 

Opzegging dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu 

pihak. Opzegging hanya ada pada persetujuan-persetujuan yang 

bersifat sementara, rnisalnya: 

1) Persetujuan kerja 

2) Persetujuan sewa menyewa 

e. Persetujuan hapus karena putusan hakim 

f. Tujuan persetujuan telah tercapai 

g. Dengan persetujuan para pihak (herroeping) 

B. Tinjauan tentang Perjanjian Kredit Bank 

1. Pengertian Perjanjian Kredit 

Beberapa sarj ana hukum berpendapat bahwa per- anj ian kredit 

dikuasai oleh ketentuan-ketentuan KUH Perdata Bab XI11 Buku 111 karena 

perjanjian kredit mirip dengan perjanjian pinjam uang menurut Pasal 1754 

KUH Perdata yang berbunyi: pinjam merninjam adalah suatu perjanjian 

dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu 

jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan 

syarat bahwa pihak yang terakhir in. akan mengembalikan sejumlah yang 

sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Namun sarjana hukum yaug lain 

berpendapat bahwa perjanjiau kredit tidak dikuasai KUH Perdata tetapi 

perjanjian kredit memiliki identitas dan karakteristik sendiri. Menurut 

hernat penulis perjanjian kredit sebagian dikuasai atau mirip perjanjiau 



pinjam uang seperti diatur dalam RtTH Perdata, sebagian Iainnya tunduk 

pada peraturan Iain yaitu undang-undang perbankan. Jadi perjaujian kredit 

dapat dikatakan memiliki identitas sendiri tetapi dengan memahami 

rum= pengertian kredit yang diberikan oIeh undang-undang perbankan, 

maka dapat disirnpulkan dasar perjanjian kredit sebagian masih bisa 

mengacu pada ketentuan KUH Perdata Bab Xrn?' 

Meskipun perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam RUH 

Perdata tetapi dalam membuat perjanjian kredit tidak boIeh bertentangan 

dengan asas atau ajaran urnurn yang terdapat dalam hukum perdata, seperti 

ditegaskan sebagai berikut: 

Semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun 

yang tidak dikenaI dengan suatu nama khusus maupun yang tidak d i k e d  

dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan urnurn yang 

tennuat dalam Bab I dan Bab 11. 

Undang-Undang Nornor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, 

sebagairnana teIah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Pembahan Undang-Undang Perbankan, tidak menged istiIah 

perjanjian kredit. IstiIah perjanjian kredit ditemukan dalam Instruksi 

Presidium Kabinet Nomor 15/ER/10 tanggd 3 Oktober 1966 Jo. Surat 

Edaran Bank Indonesia Unit I Nornor 2/539/IJPIUPemb tanggal 8 Oktober 

1966 yang menginstruksikan kepada masyarakat perbankan bahwa dalam 

Sutarno, 2004, Aspek-Aspek H u h  Perbeditan Paah Bank, Alfabeta, Bandung, hlm. 
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memberikan kredit daIam bentuk apapun, bank-bank wajib 

mempergumkan akad perjanjian kredit. 

DaIam membuat perjanjian kredit terdapat berbagai judul daIam 

praktek perbankan tidak sama, ada yang menggunakan judul perjanjian 

kredit, akad kredit, persetujuan pinjam uang, persetujuan membuka W i t  

dan lain sebagainya. DaIam bentuk akta otentik menggunakan nama 

Pengakuan Hutang yang akan diuraikan tersendiri. Meskipun judd dari 

perjanjian pinjam merninjam uang itu berbeda-beda tetapi secara -dis 

isi perjanjian pada hakekatnya sama yaitu memberikan pinjaman 

berbentuk uang. 

Perjanjian kredit merupakan saIah satu aspek yang sangat penting 

daIam pemberian kredit, tanpa perjanjian kredit yang ditandatangani bank 

dan debitur maka tidak ada pemberian kredit itu. Perjanjian W i t  

merupakan ikatan antara bank dengan debitur yang isinya menentukan dan 

mengatur hak dan kewajiban kedua pihak sehubungan dengan pemberian 

atau pinjaman kredit (pinjam uang) Perjanjian kredit biasanya d i h t i  

dengan perjanjian jaminan maka perjanjian kredit &ah pokok atau 

prinsip sedangkan perjanjian jaminan &ah perjanjian ikutan atau 

assesoir artinya ada dan berakhir perjanjian jaminan tergantung dari 

perjanjian pokok (perjanjian kredit). Sebagai contoh jika perjanjian kredit 

berakhir karena ada pelunasan hutang maka secara otomatis perjanjian 

jaminan akan menjadi hapus atau berakhir. Tetapi sebdiknya jika 

perjanjian jaminan hapus atau berakhir, misalnya barang yang menjadi 



jaminan musnah maka perjanjian kredit tidak berakhir. Jadi perjanjian 

kredit harus mendahului perjanjian jaminan, tidak mungkin ada jaminan 

tanpa ada perjanjian kredit. Perjanjian kredit berIaku sejak ditandatangan. 

kedua p W ,  kreditur dan debitur. Sejak ditandatangani perjanjian kredit 

bank sebagai kreditur sudah mencatat adanya kewajiban menyerahkan 

uang oleh bank disebut mencairkan uang secara bertahap sesuai perjanjian. 

Adanya kewajfian menyerahkan uang tersebut daIarn pembukuan bank 

dicatat dalam posisi of balanced yang daIam akuntansi disebut komitmen. 

Komitmen artinya bank setiap saat (any time) siap untuk menyerahkan 

uang kepada debiturnya sesua* permintaan debitur sepanjang memenuhi 

syarat yang diatur dalam perjanjian kredit. Jlka bank secara riiI telah 

menyerahkan uang maka bank akan mencatat daIam pembukuannya pada 

sisi on balanced artinya perjanjian kredit benar-benar terjadi dan berIaku. 

Jadi meskipun perjanjian kredit teIah ditandatangani bank dan debiturnya, 

tetapi jika debiturnya beIum menarik uangnya maka perjanjian W i t  

dianggap belum terjadiheIum ad~t.~' 

Salah satu dasar yang kuat dan jelas bagi bank mengenai keharusan 

adanya suatu perjanjian kredit adaIah ketentuan daIam Pasal 1 angka 11 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- 

Undang Nomor 7 Tahun I992 tentang Perbankan, yang menyatakan 

bahwa kredit diberikan b e r h k a n  persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara bank dengan pihak lain. 

39 Ibid, hlm. 98 



Pencantuman kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam 

merninjam di dalam pengertian kredit sebagaimana dimuat dalam Pasal I 

angka I I tersebut di atas, dapat mempunyai beberapa maksud, yaitu:" 

a. Pembentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwa 

hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktuaI antara bank dan 

nasabah debitur yang berbentuk pinjam meminjam. Jadi dengan 

demikian hubungan kredit bank berIaku Buku Ketiga (tentang 

perikatan) pada umumnya dan Bab Ketigabelas (tentang pinjam 

merninjam) KUH Perdata pada khususnya 

b. Pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan 

kredit bank diiuat berdasarkan perjanjian tertuIis, dengan tujuan agar 

perjanjian tersebut dapat dipergumkan sebagai dat bukti. 

Dalam pelaksanaannya, perjanjian kredit pada umumnya harus 

dapat memenuhi persyaratan sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 

I320 KUHPerdata, yang menentukan 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu: 

a. Kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian 

b. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian 

c. Adanya objek tertentu 

d. Adanya suatu sebab yang hdal 

Empat syarat tersebut di atas merupakan syarat essensial dari suatu 

perjanjian, artinya tanpa 4 syarat tersebut perjanjian dianggap tidak pernah 

Sutau Remy Syahdeini, 1999, Kebebasan Berkonh.uk dun Perlindungan Yang 
Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia 
(IBI), Jakarta, hlm. 180-1 81 



ads. Adapun syarat yang pertama dan kedua disebut dengan syarat 

subjektif, yaitu syarat mengenai orang atau subjek yang mengadakan 

perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, 

lcarena mengenai perjanjian itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum 

yang diIakukan. 

Ddam praktek, bentuk dan materi perjanjian kredit antara satu 

bank dengan bank yang Iainnya tidak sama, hd  ini disesuaikan dengan 

kebutuhan masing-masing bank dan disesuaikan jenis kreditnya. 

Berdasarkan haI tersebut, maka perjanjian kredit tidak mempunyai bentuk 

yang baku, h y a  saja dalam praktek ada banyak haI yang biasanya 

dicantumkm dalam perjanjian kredit, rnisdnya berupa deflnisi istiIah- 

istiIah yang akan dipakai dalam perjanjian, jumlah dan batas waktu 

pinjaman, serta pembayaran kembdi (repayment) pinjaman, penetapan 

bunga pinjaman dan denda biIa debitur Idai dalam melaksanakan 

kewajibannya. 

Pe rjanjian kredit ini perlu mendapatkan perhatian yang khusus baik 

oIeh bank sebagai kreditur maupun oIeh nasabah sebagai debitur, karena 

perjanjian kredit mempunyai h g s i  yang sangat penting dalam pemberian, 

pengeIoIaannya maupun penatdaksanaan kredit itu sendiri. Adapun h g s i  

dari perjanjian kredit adaIah sebagai berik~t:~' 

a. Perjanjian kredit berfhgsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian 

kredit merupakan sesuatu yang menentukan bataI atau tidahya 

4r Gatot Wardoyo, 1992, Aspek-aspek Hukum Perkreditan, Nitro Institut Of Banking, 
Jakasta, hlm 64-69 



perjanjian lain yang mengikutinya, misahya perjanjian pengikatan 

jaminan 

b. Perjanjian kredit b e h g s i  sebagai dat bukti mengenai batasan- 

batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur 

c. Perjanjian kredit b e h g s i  sebagai dat untuk meiakukan monitoring 

kredit 

Secara yuridis formal ada 2 (dua) jenis perjanjian kredit atau 

pengikatan kredit yang digunakan oIeh bank daIam menydurkan 

kreditnya, yaitu:42 

a. Perjanjidpengikatan kredit di bawah tangan atau akta di bawah 

tW9.w 

b. Perjanjidpengikatan kredit yang Qibuat oleh dan dihadapan notaris 

atau akta otentik. 

Pengertian perjanjian kredit di bawah tangan addah perjanjian pemberian 

kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya Qibuat diantara mereka 

(kreditur dan debitur), dimam fomulirnya telah disediakan oleh pihalc 

bank (form standarthaku). Sedangkan yang dirnaksud dengan perjanjian 

kredit notariil (otentik) adaIah perjanjian pemberian kredit oleh bank 

kepada nasabahnya yang Qibuat oIeh atau Qihadapan notaris. 

2. Bentuk Perjanjian Kredit 

Menurut hukum, perjanjian kredit dapat dibuat secara lisan atau 

tertuIis yang penting memenuhi syarat-syarat Pasd 1320 RUH Perdata 

" Sutarno, Op. Cit, hlm. 100 



seperti teIah d i u r h  di depan. Namun dari sudut pembuktian secara Iisan 

sdit untuk dijadikan sebagai aIat bukh', karena hakekat pembuatan 

perjanjian addah sebagai aIat bukti bagi para pfiak yang membuatnya. 

DaIam dunia modern yang komplek ini perjanjian Iisan tentu sudah tidak 

dapat d i s d a n  untuk digunakan meskipun secara teori diperbolehkan 

karena Iisan sulit dijadikan sebagai aIat pembuktian bila terjadi masaIah di 

kemudian han'. Berdasarkan haI tersebut, maka setiap transaksi apapun 

harus dibuat tertuIis yang digunakan sebagai aIat bukti. Kita menyhpan 

tabungan atau deposito di bank, maka akan memperoleh buku tabungan 

atau bilyet deposito sebagai aIat bukti. Untuk pemberian kredit perlu 

dibuat perjanjian kredit sebagai alat b ~ k t i ? ~  

Dasar hukum perjanjian kredit secara tertuIis dapat mengacu pada 

PasaI I ayat (11) Undang-Undang Nomor I0 Tahun I948 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 

DaIam p d  itu terdapat kata-W: penyediaan uang atau tagihan 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank 

dengan pihak lain. Kaiirnat tersebut menunjukkan bahwa pemberian kredit 

harus dibuat perjanjian. Meskipun dalam pasd itu tidak ada penekanan 

perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis namun menurut pendapat 

penulis daIam organisasi bisnis modern dan mapan, maka untuk 

kepentingan administrasi yang rapi dan teratur dan demi kepentingan 

pembuktian sehingga pembuatan bukti tertuIis dari suatu perbuatan hukum 



menjadi suatu keharusan, maka kesepakatan perjanjian kredit hams 

tertulis. 

Dasar hukum Iain yang mengharuskan perjanjian kredit hams 

tertulis &ah Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/ER/10/1966 tanggal 

10 Oktober 1966. DaIam instruksi tersebut ditegaskan: "Dilarang 

melakukan pemberian kredit tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas 

antara bank dengan debitur atau antara bank sentrd dan bank-bank 

Iainnya". Surat Bank Indonesia yang ditujukan kepada segenap Bank 

Devisa Nomor 03/I1)93/UPR/RPD tanggal 29 Desember 1970, khususnya 

butir 4 yang berbunyi untuk pemberian kredit harus dibuat surat perjanjian 

kredit. Dengan keputwan-keputusan tersebut harus diiuat surat perjanjia 

kredit. Dengan keputusan-keputusan tersebut maka pemberian kredit oleh 

bank kepada debitumya menjadi pasti b a h ~ a : ~ ~  

a. Perjanjian diTberi nama perjanjian kredit 

b. Perjanjian kredit hams dibuat secara tertdis. 

Perjanjian kredit merupakan ilcatan atau bukti tertulis antara Bank 

dengan debitur sehingga harus disusun dan dibuat sedernikian rupa agar 

setiap orang mudah untuk mengetahui bahwa perjanjian yang dibuat itu 

merupakan perjanjian kredit. Perjanjian kredit termasuk salah satu 

jenishentuk akta yang dibuat sebagai alat bukti. Dilcatakan &ah satu 

bentuk akta karena rnasih banyak perjanjian-perjanjian Iain yang 

merupakan akta rnisalnya perjanjian juaI beli, perjanjian sewa-menyewa 

Ibid, hlm. 99 



dan lain-lain. DaIam praktek bank ada 2 (dua) bentuk perjanjian kredit, 

yaitu:45 

a. Perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan dinamakan akta di 

bawah tangan artinya pe rjanjian yang disiapkan dan dibuat sendiri oleh 

Bank kemudian ditawarkan kepada debitur untuk disepakati. Untuk 

mempermudah dan mempercepat kerja bank, biasanya bank sudah 

menyiapkan formdir perjanjian Mam bentuk standar (standaardform) 

yang isi, syarat-syarat dan ketentuannya disiapkan terlebih dahdu 

secara lengkap. Bentuk perjanjian kredit yang dibuat sendiri oleh bank 

tersebut termasuk jenis akta di bawah tangan. 

Daiam ran& penandatanganan perjanjian kredit, formuIir perjanjian 

kredit yang isinya sudah disiapkan bank kemudian disodorkan kepada 

setiap caion-caion debitur untuk diketahui dan dipahami mengenai 

syarat-syarat dan ketentuan pemberian kredit tersebut. Syarat-syarat 

dan ketentuan dalam formulir perjanjian kredit pernah diperbincangkan 

atau dirundingkan atau dinegosiasikan dengan caion debitur. Caion 

debitur mau atau tidak mau dengan terpaksa atau sukarela harus 

menerima semua persyaratan yang tercantum dalam formulir 

perjanjian kredit. Seandainya caion debitur melakukan protes atau 

tidak setuju terhadap pasai-pasal tertentu yang tercantum dalam 

formdir perjanjian kredit maka kreditur tidak akan menerima protes 

tersebut karena isi perjanjian memang sudah disiapkan dalam bentuk 



cetakan oIeh Iembaga bank itu sehingga bagi petugas bank pun tidak 

bisa menanggapi usulan calon debitur. Calon debitur menyetujui atau 

menyepakati isi perjanjian kredit karena calon debitur dalam posisi 

yang sangat membutuhkan kredit (posisi Iemah) sehingga apapun 

persyaratan yang tercantum ddam formdir perjanjian kredit cdon 

debitur dapat menyetujui. 

Perjanjian kredit yang sudah disiapkan bank dalam bentuk standar 

(standaardform), contohnya perjanjian kredit retail BW, perjanjian 

kredit pemilikan rumah Bank Tabungan Negara (KPR-BTN) dan bin 

sebagainya. 

b. Perjanjian kredit yang dibuat 01eh dan dihadapan notaris yang 

dinamakan akta otentik atau akta noratiiI. Yang menyiapkan dan 

membuat perjanjian ini &ah seorang notaris namun dalam praktek 

semua syarat dan ketentuan perjanjian kredit disiapkan oleh bank 

kemudian di%edcan kepada notaris untuk dirumuskan dalam akta 

notarin. Memang notaris dalam membuat perjanjian hanyaiah 

merum* apa yang d i i n g h h  para pihak dalam bentuk akta 

notariil atau akta otentik. 

Perjanjian kredit yang diBuat dalam bentuk akta notariil atau akta 

otentik, biasanya untuk pemberian kredit dalam jumiah yang besar 

dengan jangka waktu menengah atau panjang, seperti kredit investasi, 

kredit modaI kerja, kredit sindikasi (kredit yang d i i h  Iebih dari 

satu kreditur atau Iebih dari satu bank). 



Terdapat beberapa perbedaan kekuatan pembuktian mengenai 

perjanjian kredit yang dibuat oIeh bank sendiri dinamakan akta di bawah 

tangan dan perjanjian kredit yang & i t  oIeh dan dihadapan notaris 

dinamakan akta otentik atau akta notariii. Untuk menjawab mengenai 

perbedaan kedua akta tersebut maka perlu diiahas apa yang diartikan 

dengan akta itu. Menurut R. Subekti Warn bukunya hukum pembuktian 

akta diartikan sebagai surat atau Idisan yang sengaja dibuat dan 

ditandatangani, memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada 

suatu hak untuk dijadikan dat bukti. Dengan demzan unsur yang penting 

untuk suatu akta addah adanya kesengajaan, diiuat untuk dijadikan dat  

bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.' 

3. Fungsi Perjanjian Kredit 

Perjanjian kredit yang telah ditandatangani para p&ak, baik yang 

berbentuk akta di bawah tangan (diiuat para p M  sendirii atau daIam 

bentuk akta otentik (diiuat oIeh dan dihadapan notaris), mempunyai 

fhgsi-fhgsi sebagai berik~t:~' 

a. Perjanjian kredit sebagai dat bukti bagi kreditur dan debitur yang 

membuktikan adanya hak dan kewajiban timbd bdik antara bank 

sebagai kreditur dan debitur. Hak debitur adalah menerima pinjaman 

dan menggumkan sesuai tujuannya dan kemudian debitur 

mengembdikan hutang tersebut baik pokok dan bunga sesuai waktu 

46 Bid, hlm. 101 
47~bid, hlm. 129 



yang ditentukan. Hak kreditur untuk mendapat pembayaran bunga dan 

kewajiban kreditur adaIah meminjamkan sejumlah uang kepada debitur 

dan kreditur berhak menerima pembayaran kembdi pokok dan bunga. 

b. Perjanjian Icredit dapat d i w a n  sebagai dat atau sarana pemantauan 

atau pengawasan kredit yang sudah diberikan, karena perjanjian kredit 

berisi syarat dan ketentuan &am pemberian kredit dan pengembdian 

kredit. Untuk mencairkan kredit dan penggunaan kredit dapat diiantu 

dari ketentuan perjanjian kredit. 

c. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang menjadi dasar dari 

perjanjian ikutannya yaitu perjanjian pengikatan jaminan. Pemberian 

kredit pada umumnya dijamin dengan benda-benda bergerak atau 

benda tidak bergerak mil& debitur atau mil& pihak ketiga yang hams 

diiakukan pengikatan jaminan. 

d. Perjanjian kredit hanya sebagai dat bukti biasa yang membuktikan 

adanya hutang debitur artinya perjanjian kredit tidak mempunyai 

kekuatan eksekutorid atau tidak memberikan kekuasaan Iangsung 

kepada bank atau kreditur untuk mengeksekusi barang jaminan apabiia 

debitur tidak mampu meiunasi hutangnya (wanprestasi) 

C. Tinjauan tentang Jaminan Fidusia 

1. Pengertian Jaminan Fidusia 

Menurut ketentuan Pasd 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia 

0 yang dimaksud dengan fidusia adaIah pengdihan hak kepemiiikan 



suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan benda yang hak 

kepemiIikannya didihkan tersebut tetap daIam penguasaan pemiIik benda. 

Adapun pengertian jaminan fidusia adaiah hak jaminan atas benda 

bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda 

tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak 

tanggungan (sebagaimana dimaksud daIam Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan) yang tetap berada daIam 

penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi peiunasan utang tertentu, 

yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerirna fidusia 

terhadap kreditur fainnya."% 

Dari pengertian tersebut maka unsur atau eiemen pokok jaminan 

fidusia yaitu:49 

a. Jaminan fidusia adalah agunm untuk peiunasan utang 

b. Utang yang dijamin jumIahnya tertentu 

c. Objek j-nan fidusia addah benda bergerak berwujud maupun tidak 

berwujud, benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat 

dibebani hak tanggungan yang penguasaan benda jaminan tersebut 

masih dalam kekuasaan pemberi fidusia 

d. Jaminan fidusia memberikan hak preferent atau hak diutamakan 

kepada kreditur tertentu terhadap kreditur Iain 

'' Gunawan Widjaja dan Ahmad Yaai, 2001, Jaminan Fidusia, Raja Graikdo Persada, 
Jdcarta, hlm. 113 

49 www.tanYahukum.com 



e. Hak mil& atas benda jaminan berpindah kepada kreditur atas dasar 

kepercayaan tetapi benda tersebut mas& ddam penguasaan pemilik 

benda. 

Jaminan fidusia yang diatur daIam Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999 mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:" 

a. Jaminan fidusia mempunyai sifat accesoir 

Seperti sifat-sifat jarninan pada umumnya, jaminan fidusia 

berifat accesoir artinya jaminan fidusia bukan hak yang berdiri sendiri 

tetapi lahirnya, keberadaannya atau hapusnya tergantung perjanjian 

pokoknya. Yang dimaksud perjanjian pokok addah perjanjian yang 

menimbufkan kewajiban bagi para pi= untuk memenuhi prestasi. 

Perjanjian pokok misahya perjanjian kredit atau perjanjian utang atau 

perjanjian lainnya yang menimbufkan kewajiban para p&& untuk 

memberikan sesuatu, berbuat sesuatu clan tidak berbuat sesuatu yang 

dapat hiai dengan uang. 

Perjanjian pokok misalnya perjanjian kredit atau perjanjian 

utang yang menimbufkan kewajiban untuk memenuhi prestasi menurut 

hemat pendis dapat dibuat dengan akta di bawah tangan atau akta 

otentik tergantung pada ketentuan hukum yang mengatur materi 

perjanjian. Perjanjian pokok tersebut dapat dibuat di daIam atau di luar 

negeri dan pW-p&& yang bersangkutan dapat dibuat oleh 

- - 

" Sutamo, Op. Cit, hlm. 207, lihat juga www.tanyahukum.com 



perorangan atau badan hukum asing asaI kredit digunakan untuk 

kepentingan di WiIayah RepubIik hdonesia 

Sifat accesoir dari jaminan fidusia ini berdasarkan pada Pasd 4 

Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menegaskan: jaminan fidusia 

merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang 

menimbulkan kewajiban bagi para pihk untuk memenuhi prestasi. 

PasaI 25 juga menegaskan bahwa jaminan fidusia hapus karena 

hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia 

Jaminan fidusia yang bersifat ikutan atau accesior ini 

menimbuikiu konsekuensi, dalam hd piutang yang dijamin dengan 

jaminan fidusia bed& kepada kreditur Iain, maka jaminan fidusia 

yang menjaminnya demi hukum ikut beralih kepada kreditur baru. 

Pencatatan perdihan hak jaminan fidusia didasatkan pada akta 

beraiihnya piutang yang dijamin, misahya aIcta cessie daIam bentuk 

akta di bawd tangan atau akta otentik. Terjadinya p e r a i k  piutang 

periu didaftarkan oieh. kreditur baru kepada kantor pendaftaran fidusia 

dan juga diiritahukan kepada debitur. 

b. Jaminan fidusia mempunyai sifat droit de suite 

Jaminan fidusia memiiiki sifat droit de suite ini mengikuti sifat 

droit de suite seperti hak tanggungan karena prinsip droit de suite 

merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan hdonesia 

daIam kaitannya dengan hak mutIak atas kebendaan. J a  fidusia 

yang memiiiki sifat droit de suite artinya penerima jmarmnan 

fidusiakeditur mempunyai hak mengikuti benda yang menjadi objek 



j-nan fidusia daIam tangan siapapun benda itu berada. Narnun sifat 

ini dikecuaiikan untuk objek jaminan fidusia yang berbentuk benda 

persediaan (inventory). Objek jaminan fidusia yang berbentuk benda 

persediaan daiam dunia perdagangan &pat dijud setiap saat karena 

benda persediaan tersebut merupakan barang-barang dan' hasii 

produksi industri yang memang untuk diperdagangkan. 

Sifat droit de suite dapat dicontohkan benda objek jaminan 

fidusia berupa bus-bus atau truk oIeh p e d i k  benda dijuai kepada 

pihak lain, maka dengan sifat droit de suite, jika debitur cidera janji 

kreditur sebagai penerima jaminan fidusia tetap dapat mengeksekusi 

benda jaminan bus-bus atau truk meskipun oieh pemberi fidusia teIah 

dijuai dan dikuasai pihak lain. 3adi penjuaian objek jaminan fidusia 

oieh pemilik benda tersebut tidak menghiiangkan hak kreditur untuk 

mengeksekusi benda jaminan (objek fidusia) itu. 

c. Jaminan fidusia memberikan hak preferent 

Keditur sebagai penerima fidusia memils hak yang 

didahdukan @referent) terhadap kreditur lainnya artinya jika debitur 

cidera janji atau iaiai membayar hutangnya maka kreditur penerima 

fidusia mempunyai hak untuk menjuai atau mengeksekusi benda 

jaminan fidusia dan kreditur mendapat hak didahuiukan untuk 

mendapatkan pelunasan hutang dari hasir eksekusi benda jaminan 

fidusia tersebut.'$ 

'' -Purwahid Patiik dan Kashadi, 2001, Hukum Jaminan, Revisi Dengan UUHT, Fakultas 
Hukum UNDP, Semarang, hlm. 36 



Contoh Bank BTN memberikan kredit kepada B dengan 

jaminan fidusia berupa kendaraan trdc dan bus. Ternyata B juga 

mempunyai hutang di bank Gajah Tunggai tanpa jaminan. Jadi B 

merniliki hutang kepada Bank BTN dan Bank Gajah TunggaI. Jika 

debitur B cidera janji maka Bank BTN sebagai penerima fidusia 

mendapatkan peiunasan terlebih dahdu dari hasiI eksekusi benda 

jaminan, sedangkan Bank Gajah TunggaI baru mendapatkan pelunman 

jika hasil eksekusi tersebut Iebih besar dari pelunasan seluruh 6utang B 

kepada Bank BTN. 

d. Jaminan fidusia untuk menjamin utang yang teiah ada atau akan ada 

Fungsi jaminan fidusia addah untuk menjamin pelunasan suatu 

utang yang besarnya sudah diperjanjikan pokok yaitu perjanjian kredit 

atau perjanjian utang. Utang yang dijarnin peiunasannya dengan 

fidusia hams memenuhi syarat sesuai Pasai 7 UUJF, yaitu:52 

I) Utang yang telah ada artinya besarnya utang yang ditentukan 

dalam perjanjian kredit atau perjanjian lainnya. Besarnya utang 

yang ada ddam perjanjian kredit merupakan j d a h  utang 

maksirnum atau disebut plafond kredit. Sering terjadi jumI& 

piafond kredit yang tercantum claim perjanjian kredit tidak 

seiuruhnya ditarik oleh debitur sehingga jumIah utang yang 

sebnarnya tidak sama dengan jumIah piafond daiam perjanjian 

kredit. Oleh karena itu besarnya utang teIah ada, dapat 

- . - - - - - - - - 

52 Sutarno, Up. Cit, hlm. 208 



menggunakan bukti tadahan berupa rekening koran atau bukti 

Iainnya yang dikeluartican bank. Rekening koran yang diterbidran 

bank iniiah merupakan bukti besarnya j d a h  utang riil yang ada 

yang dijamin pelunasaunya dengan jaminan fidusia. 

2) Utang yang akan timbul di kemudian hari yang teIah diperjanjilcan 

dalam j d a b  tertentu. Utang yang akan timbd di kemudian hari 

atau yang akan ada ini misahya utang yang timbul dari 

pembayaran yang diiakukan oieh kreditur untuk kepentingan 

debitur dalam rangka pe1aksanaa.n bank garansi. Utang ini 

merupakan utang yang akan ada karena terjadinya di masa akan 

datang tetapi jumlahnya utang sudah bisa ditentukan sesuai 

komitmen kreditur untuk membayar bank garansi aiciiat debitur 

tidak memenuhi kewajibannya kepada penerima bank garansi 

(pihak yang dijamin). 

3) Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentuican jumlahnya 

berdasarkan perjanjian kredit yang menimbulkan kewajiban 

memenuhi suatu prestasi. Pada saat eksekusi terhadap jaminan 

fidusia, kreditur akan menentukan jumlah. utang nil debitur 

berdasarkan perjanjian kredit atau rekening koran yang meIiputi 

penarikan hutang pokok, bunga, denda keterlambatan dan biaya- 

biaya iainnya yang dikeIuarkan kreditur. Berdasarkan bukti-bukti 

tersebut j d a h  utang dapat ditentulcan pada saat kreditur akan 

mengajukan eksekusi. 



e. Jaminan fidusia dapat menjamin Iebih dari satu utang 

Pasal 8 UUJF menegaskan bahwa: jaminan fidusia dapat 

diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa 

atau wakiI dari penerima fidusia tersebut. Dari ketentuan pasd ini 

maka benda jaminan fidusia dapat dijamhkan oIeh debitur kepada 

beberapa kreditur. Dari penjelasan pasd tersebut, yang dimaksud lebih 

dari satu penerima fidusia atau Iebih dari satu kreditur hanya berlaku 

dalam rangka pembiayaan kredit secara konsorsium atau sindikasi. 

Artinya seorang kreditur secara bersama-sama dengan kreditur Iain 

(secara konsorsium atau sindikasi) memberikan kredit kepada seorang 

debitur Mam satu perjanjian kredit. Jaminan fidusia yang diberikan 

debitur digunakan untuk menjamin kepada semua kreditur itu secara 

bersarna. Antara kreditur satu dengan kreditur Iainnya mempunyai 

kedudukan yang sama atas jaminan fidusia, tidak ada hdi tur  yang 

merm'iiki peringkat yang Iebih tinggi dibanding debitur Iain. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 UUJF ini tidak berlaku 

ketentuan pemegang jaminan fidusia peringkat pertama, pemegang 

jaminan fidusia peringkat kedua terhadap kreditur yang rnemberikm 

kredit secara biiaterd kepada seorang debitur. Tidak adanya peringkat 

jaminan fidusia dengan peringkat pertama, kedua dan seterusnya dapat 

mengacu pada Pasd 17 UUJF yang menegaskan : pemberi fidusia 

dilarang mehkukan fidusia dang terhadap benda yang menjadi objek 

jaminan fidusia yang sudah terdaflar. 



f-. 

H d  ini berbe& dengan hak tanggungan yang mengend 

peringkat hak tanggungan pertama, kedua dan seterusnya yang berIaku 

bagi kreditur ddam memberikan kredit kepada debitur baii dilakukan 

secara bersama-sama dengan keditur lain/konsorsium atau sindikasi 

maupun secara bilaterurnasing-masing kreditur. 

.Jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorid 

Kreditur sebagai penerima fidusia mempunyai hak untuk 

mengeksekusi benda jaminan bila debitur cidera janji. Hak untuk 

mengajukan eksekusi tersebut berdasarkan Pasd I 5  ayat (3) yang 

menegaskan bahwa apabila debitur cidera janji, kreditur sebagai 

penerima fidusia mempunyai hak untuk menjud benda yang menjadi 

objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri. Hak untuk m e n j d  objek 

jarninan fidusia atas kekuasaan sendin' merupakan perwujudan dari 

Sertifacat J h a n  Fidusia mempunyai eksekutorid yang sama dengan 

putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. H d  ini 

ditegaskan daIarn Pasd I5 ayat (I) dan (2) UT-JJF yang intinya 

menegaskan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dicantumkan kata-kata 

"Demi KeadiIan Berdawkan Ketuhanan Yang Maha Esa" mempunyai 

kekuatan eksekutoriai yang sama dengan putusan pengadnan yang 

telah memperoleh kekuatan 6ukum tetap. 

Dengan sifat eksekutorid ini jika debitur cidera janji maka 

kreditur sebagai penerima fidusia dapat meiakukan penjualan ben& 

jaminan secara Iangsung dengan bantuan Rantor LeIang atau tidak 

dengan bantuan Kantor Lelang dan tidak perlu meminta flat dari 



pengadilan. Hak kreditur untuk menjuaI sendin' benda jaminan 

dinamakan Parate Eksekusi. 

g. Jaminan fidusia mempunyai sifat spesiditas dan pubIisitas 

Sifat spesialitas addah yang jelas dan rinci mengenai 

objek jaminan fidusia. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia 

harus d i d a n  secara jelas dan rinci dengan cara mengidentifiksi 

benda jaminan tersebut, dijelaskan mengenai surat bukti 

kepemilikannya Mam Akta Jaminan Fidusia. 

Sifat publisitas adaiah berupa p e n d h a n  Akta Jaminan 

Fidusia yang merupakan akta pembebanan benda yang dibebani 

jaminan fidusia. Pendaftatan Akta Jaminan Fidusia dilakukan di 

Kantor Pen-an Fidusia tempat di mana pemberi fidusia 

berkedudukan. Untuk benda-benda yang diebani jaminan fidusia 

tetapi berada di Iuar wilayah Negara Republik hdonesia tetap 

didaftarkan di Rantor Pendaftarm Fidusia di Indonesia di mana 

pemberi fidusia berkedudukan. 

Dengan dilaksanakan pendaflaran benda yang dibebani jaminan 

fidusia di Rantor P e n e a n  Fidusia, maka masyarakat &pat 

mengetahui bahwa suatu benda telah hibani  jarninan fidusia 

sehingga masyarakat akan berhati-hati untuk melakukan transaksi atas 

benda tersebut dan sekdigus memberikan jaminan kepastian terhadap 

kreditur lainnya mengenai benda yang teiab dibebani jaminan fidusia. 

Pendafbran benda yang telah dibebani jarninan fidusia ini untuk 

memenuhi asas publisitas seperti tercantum pada PasaI 11 UU3F yang 



menegaskan bahwa benda yang diiebani dengan jaminan fidusia wajib 

didaftarkan. 

h. Jaminan fidusia berisi hak untuk meIunasi hutang 

Pada umumnya sifat ini ada daIarn setiap hak jaminan yang 

menjamin peIunasan utang, seperti hak tanggungan juga medik i  sifat 

ini. Sifat ini sesuai fungsi setiap jaminan yang memberikan hak dan 

kekuasaan kepada kreditur mtuk mendapatkan peIunasan dari has3 

penjudan jaminan tersebut biia debitur cidera janji bukan untuk 

dimiIiki kreditur. Ketentuan ini bertujuan untuk meiindungi debitur 

dari tindakm sewenang-wenang kreditur. Seandainya debitur setuju 

mencantwnkan janji bahwa benda yang menjadi objek fidusia akan 

menjadi *I& debitur jika debitur cidera janji maka oieh undang- 

undang janji semacam itu batal demi hukum. Batal hukum artinya 

sejak semula dianggap tidak pemah ada sehingga tidak pedu 

diiaksanakan (vide PasaI 33 tTtTjF). 

i. Jaminan Fidusia meiiputi h i 1  hnda yang menjadi objek Jaminan 

Fidusia dan klain asuransi. 

Sifat ini sangat menguntungkan kepentingan Kreditur karena 

objek jaminan fidusia menjadi Iebih luas bukan hanya benda-benda 

saja tetapi meliputi hasiI dari pemanfaatan atau pengelo1aa.u dari benda 

yang menjadi objek jaminan fidusia temasuk Maim asuransi jika 

benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan (vide PasaI 

I0 UUjF). 



Misahya objek jaminan fidusia berupa bus-bus atau truck- 

truck, maka yang menjadi jaminan fidusia bukan hanya bus-bus dan 

truck saja tetapi meIiputi hasiI dari pengoperasian atau pengeIoIaan bus 

dan truck itu yaitu berupa sejumiah uang. Namun daiam penerapannya 

tentu tidak mudab untuk mengetahui berupa j d a h  uang hasiI dari 

pemanfaatan atau pengelolaan bus atau truck tersebut. 

Terhadap permintaan Main asuransi dari benda yang menjadi 

objek jaminan fidusia, Iebih mudah dibanding meminta hasil 

pemanfaatan benda jaminan fidusia karena kreditur dapat meminta 

langsung kepada perusahaan yang menutup asuransi agar diserabkan 

kepada kreditur. 

Objek jaminan Fidusia berupa benda-benda bergerak berwujud dan 

tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat diibani 

dengan Hak Tanggungan serta benda-benda yang diperoleh di 

kemudian hari. 

2. Objek Jaminan Fidusia 

Seperti telah dijelaskan bahwa hanya daIam hal-hd yang sangat 

&usus, atas satu objek @en&) jaminan fidusia dapat d i i b  lebih dari 

satu fidusia, yakni daIam ha1 pemberian kredit secara konsorsium (atau 

sindikasi). Namun demikian, perlu kejelasan benda yang bagaimanakah 

yang dapat menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Ketentuannya terdapat 

antara lain dalam Pasal I ayat (4), Pasai 9, Pasd I0 dan P d  20 UUP. 



Benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut addah sebagai 

b e r i k ~ t : ~ ~  

a. Benda tersebut h a m  dapat dimiliki dan didihkan secara hukurn. 

b. Dapat atas benda berwujud 

c. Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang. 

d. Benda bergerak. 

e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan. 

f. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikatkan dengan hipotik. 

g. Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan 

diperoleh kemudian. Ddam h d  benda yang akan diperoleh kemudian, 

tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri. 

h. Dapat atas satu satuan atau jenis benda. 

i. Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda 

j. Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia. 

k. Termasuk juga hasii Idaim asuransi dari benda yang menjadi objek 

jaminan fidusia. 
I 

I. Benda persediaan (inventory, stock perdagangan) dapat juga menjadi 

objek jaminan fidusia. 

Terhadap pembebanan fidusia yang berobjeIdtan barang persediaan 

ini, dalam hukum Anglo Saxon dikend dengan nama Floating Lian atau 

Floating Charge. 

Disebut dengan "floating (mengambang) karena j dahnya  knda 

yang menjadi objek jaminan sering berubah-ubah sesuai dengan 

53 Munir Fuady, 2000, Jaminan Fidusia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 22 



persediaan stok mengikuti irama pembeIian dan penjudan dari benda 

tersebuLS4 

Di Inggris, fidusia terhadap benda persediaan voating charges) ini 

sudah diakui oleh pengadilan sejak tahun 1870 daIam kasus He Panama, 

New Zealand and Australian Royal Mail Co (Arora, Anu, 1947: 330). 

Ddam kasus ini untuk pertama sekaIi diakui adanya jaminan mengambang 

(fioating charges) tersebut. Ddam kasus ini diputuskan bahwa pemegang 

surat hutang (debenture) mempunyai hak prioritas atas kreditor kongkuran 

atas semua barang m i  perusahaan (debitur) yang ada sekarang. Di waktu 

IaIu dan diwaktu yang akan datang. Setelah kasus Panama ini, di hggris 

kemudian terdapat banyak kasus Iain yang mengakui fidusia daiam bentuk 

floating charges i~ii .3~ 

Sifat mengambang Woating) dari floating charges ini berubah 

menjadi spesifik (specwc charges) manabla te rjadi suatu tinclakan yang 

disebut dengan kristaiisasi (crystalisation). Tiidakan kristalisasi ini te rjadi 

apabiIa te rjadi keadaan-keadaan sebagai berikut? 

a. Pengumuman pemberesan daiam Iikuidasi suatu perusahaan. 

b. r i a  terjadi wanprestasi atas surat berharga yang dijamin dengan 

floating charges. 

c. Jika diangkat receiver (kurator) oIeh pengadilan. 

54 Ibid, hlm. 23 
"-J. Satrio, 2002, Huhm J u m i ~ n ,  Huk Jaminun Kebenclaan Fidwiu, Ciim Aditya Bakti, 

Bandung, hlm. 253 
56 Munir Fuady, Op. Cit, hlm. 24 



Objek fidusia meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak, 

sepanjang benda tidak bergerak itu tidak tunduk kepada peraturan 

pendaftaran. Yang dapat dijadikan sebagai objek fidusia addah sebagai 

berikut? 

a. barang bergerak, berwujud, dan tidak berwujud, 

b. rumah susun berikut tanah tempat bangunan itu berdiri, serta benda 

lainnya, yang merupakan kesatuan dengan tanah hak pakai mil% 

negara; 

c. satuan rumah susun yang dibangun di atas tanah hak pakai mi% 

negara; 

d. tanah hak pakai atas tanah negara beserta rumah susun yang akan 

dibangun; 

e. kapal yang tidak terdak,  

f, penunahan; 

g. tanah girik. 

3. Prosedur Pembebanan Fidusia 

Tahap-tahap pembebanan fidusia adalah rangkaian perbuatan 

hukum dari dibuatnya perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit atau 

perJ'anjian utang, pembuatan akta Jaminan Fidusia sarnpai dilakukan 

pendaftaran di Kantor Pendaftaran fidusia dengan mendapat sertifikat 

57~ariam Darus Baclruhman, 2005, Op. Cit, hlm. 99 



jarninan fidusia. Rangkaian perbuatan hukum tersebut memeriukan 

beberapa tahap sebagai befi t? '  

a. Tahap Pertama 

Tahap pertama didahdui dengan dibuatnya perjanjian pokok 

yang berupa perjanjian kredit atau perjanjian utang. Perjanjian pokok 

yang berupa perjanjian kredit dapat diiuat dengan akta di bawah 

tangan artinya dibuat oieh kreditur dan Debitur sendiri atau akta 

otentik artinya dibuat oieh dan dihadapan Notaris. DaIam pasaI 

perjanjian kredit harus dirumuskan utang yang peiunasannya dijamin 

fidusia dengan contoh penunusan. 

Untuk Iebih menjamin pembayaran kembali pinjaman, baik 

hutang pokok, bunga dan denda serta biaya-biaya Iainnya oleh debitur 

kepada Kreditur berdasarkan perjanjian kredit hi, termasuk segda 

perubahannya apabiia ada, debitur memberikan jaminan berupa benda- 

benda bergerak berupa sepuIuh bus yang akan diIakukan pembebanan 

dengan Jaminan Fidusia. Pembebanan Jaminan Fidusia diiuat dengan 

akta tersendiri yang disebut Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oIeh 

Notaris. 

Didahuluinya pembuatan perjanjian pokok yang berupa 

perjanjian kredit ini sesuai sifat accessoir dari Jaminan Fidusia yang 

artinya pembebanan Jaminan Fidusia merupakan ikutan dari perjanjian 

pokok. Pasd 4 UUJF menegaskan Jaminan Fidusia merupakan 

" Sutarno, Op. Cit, hlm. 2 14 



perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbuIkan 

kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. 

b. Tafiap Kedua 

Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (4 

Tahap kedua berupa pembebanan benda dengan jaminan 

fidusia yang ditandai dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia 

ditandatangani kreditur sebagai penerima fidusia dan pemberi fidusia 

(debitur atau pemiIik benda tetapi bukan debitur). Dalam akta jaminan 

fidusia seiain dicantumkan han' dan tanggal pembuatan juga 

dicantumkan mengenai waktu atau jam pembuatan akta tersebut. 

Bentuk Akta Jaminan Fidusia adaIah akta otentik yang dfiuat oleh clan 

dihadapan Notaris. Akta Jaminan Fidusia Mam bentuk akta notan'*s 

sekurang-kutangnya ham r n e m ~ t : ~  

I) Identitas pihak Pemberi Fidusia (Debitur atau pemilik benda 

fidusia tetapi bukan debitur) dan Penerima Fidusia 

@ank/Rreditur). Identitas meliputi nama Iengkap, agama, tempat 

tinggd atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal Iahir, jenis 

kelamin, status perkawinan dan pekerjaan. 

2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia. Data perjanjian pokok 

adaIah perjanjian kredit atau perjanjian utang Iainnya dan besarnya 

utang yang dijamin dengan fidusia harus diuraikan dalam Akta 

Jaminan Eldusia. 

Grace P. Nugroho, 2007, Jaminan Fidusia-Tindakan Ehekutoriaflerhadap Banda 
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3) Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. 

Benda-benda yang meliputi objek jaminan fidusia harus diuraikan 

dalam Akta Jaminan meliputi identifkasi benda tersebut mengenai 

namanya, mereknya, tahun pembuatan, dan identifibi Iainnya 

sesuai -an dalam swat-surat benda tersebut dan juga dijelaskan 

surat bukti kepemiIikan atas benda tersebut. 

Contok : sebuah mobil yang menjadi Jaminan Fidusia maka 

identifibi benda tersebut meliputi: Nomor Polisi, Nama Pernil&, 

Aiamat, JenisModei, Tahun Pembuatan, Tahun Perakitan, Isi 

Silinder, Warna, Nomor Ran&- Nomor Mesin, Nomor 

BPRB dan lain-lain. 

Ddam haI benda yang menjadi objek jaminan fidusia 

merupakan benda daIam persediaan (inventory) yang seialu 

berubah-ubah atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, 

atau portofolio perusahaan efek, maka ddam akta jaminan fidusia 

dicantumkm mengenai jenis, merek, Mitas dari benda tersebut. 

4) NiIai Perjanjian 

Rreditur sebagai penerima fidusia harus menentukan berapa 

nilai penjarnin yang hams ditetapkan dalam akta jaminan fidusia. 

Mlai penjaminan diperlukan untuk menentukan besarnya hak 

preferent yang dimiliki kreditur jika jaminan fidusia itu 

dieksekusi/dijuaI. NiIai penjaminan adalah penetapan j d a h  

hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia yang tercantum ddam 

akta jaminan fidusia yang ditetapkan oleh kreditur dengan 



memperhitungkan jumIah hutang pokok, bunga, denda dan biaya 

Iainnya. Untuk memudahkan penetapan j d a h  atau nilai 

penjaminan yang memperhitungkan hutang pokok, bunga, denda 

dan biaya Iainnya, kreditur dengan menetapkan dengan nil& 

rnisahya ISWA dari hutang pokok. 

Jadi penetapan nilai penjaminan ini hams Iebih tinggi dari 

jumlah hutang pokok yang tercantum dalam perjanjian W i t  

karena daIam menetapkan nil& penjaminan kreditur hams 

memperhitungkan jumiah hutang pokok, ditambah bunga dalam 

waktu tertentu, denda dan biaya Iainnya jika debitur cidera janji. 

Pada waktu kreditur melakukan pengikatan jaminan fidusia, 

kreditur ham mengemukakan kepada notaris yang membuat akta 

jaminan fidusia agar niiai penjaminan yang ditetapkan kreditur 

dicantumkan dalam akta jaminan fidusia. 

NiIai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia 

Benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus 

ditentukan berapa nilainya atau harganya. Penilaian benda yang 

menjadi objek jaminan fidusia &pat diniiai sendiri oieh kreditur 

bila memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian, tetapi dapat 

juga menggunakan konsdtan penilai (appraiser) yang independen. 

Besarnya nil& atau harga benda yang menjadi objek jaminan 

fidusia digmakan untuk menentukan: 

a) Besarnya kredit yang dapat d i b e r i i  



b) Untuk menentukan nilai penjaminan 

c) Untuk menentukan nilai jaminan pengganti jika benda yang 

menjadi jaminan fidusia berupa benda persediaan (inventory), 

stok bahan baku, barang jadi atau portofolio pervsahaan efek 

yang setiap saat berubah-ubah karena benda tersebut d i j d  

setiap bulannya atau digunakan untuk bahan produksi. 

6) Benda pengganti objek jaminan fidusia tersebut nilainya harus 

sama dengan nilai pada saat awd penetapan nilai benda yang 

menjadi objek j-nan fidusia. 

c. Tahap Ketiga 

Pendafhan Akta Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftarm Fidusia 

Pada tabp ketiga ini ditandai dengan pendaftaran Akta 

Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan 

Pemberi Fidusia (dornisili debitur atau pernilik benda jaminan fidusia). 

Hd  ini sesuai P d  I I Yo 12 UUJF yang menentukan: Benda yang 

dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didafbkan di Kantor 

Pendafbran Fidusia. 

Ddam hd benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada 

di I w  wilayah Negara RepubIik hdonesia tetap harus didaflarkan di 

Rantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pemberi fidusia. Dari 

ketentuan Pasai I 1  ini pemberi fidusia harus memiliki tempat 

kedudukan atau dornisili di wilayah RepubIik hdonesia untuk 

menentukan kantor Pendafhan Fidusia. 



Pendaftarm jarninan fidusia diIakukan oIeh kreditur atau 

kuasanya atau wakiinya. Dalam praktehya kreditur membedm 

k u w  kepada notaris yang membuat akta jaminan fidusia untuk 

meIakukan p e n d a b  akta jaminan fidusia di kantor pendaf€aran 

fidusia dengan meIampirkan pernyataan p e n d h a n  jaminan fidusia 

yang memuat : 

I) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, 

2) Tanggai, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan 

notaris yang membuat akta jaminan fidusia, 

3) Data perjanjian pokok (perjanjian kredit) yang dijamin fidusia, 

4) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, 

5) NiIai penjaminan, dan 

6) NiIai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. 

Setelah Kantor P e n d a h  Fidusia menerima permohonan 

pendaftaran dari kreditur atau kuasanya maka Rantor Pendaflaran 

Fidusia akan memuat jaminan fidusia ddam Buku Daflar Fidusia pada 

tanggal yang sama dengan tanggap penerimaan permohonan 

pendaftaran. Sebagai bukti bahwa Kantor Pendaflaran Fidusia telah 

memuat jarninan fidusia ddam Buku D& Fidusia maka Rantor 

Pendafhan Fidusia menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang 

cliieri tanggai yang sarna dengan tanggap penerimaan permohonan 

pendaftaran. SertifZat jaminan fidusia merupakan sdinan dan Buku 

Daftar Fidusia yang kemudian diserahkan kepada kreditur sebagai 



Penerima Fidusia. Sertifikat jaminan fidusia tersebut memuat catatan- 

catatan tentang hd-hd sebagaimana tercantum daiam pernyataan 

pendaftaran tersebut di atas. 

Dari tahap-tahap pembebanan jaminan fidusia yang merupakan 

rangkaian perbuatan hukum tersebut maka kreditur sebagai penerima 

jaminan fidusia akan memiliki akta-akta pembebanan jaminan fidusia 

yaitu:6e 

I) Perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok, 

2) Akta jaminan fidusia sebagai pembebanan atau pengikatan benda 

yang menjadi objek jaminan fidusia, 

3) dan Sertiaat Jaminan Fidusia sebagai bukh' bahwa benda yang 

telah diikat sebagai objek jaminan fidusia telab dicIafhrkan di 

Kantor Pendaftaran Fidusia. 

Pendafhan jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia 

tersebut untuk memenuhi asas publisitas yang artinya dengan 

p e n d a .  itu masyarakat dapat mengetahui setiap saat dengan 

melihat di Kantor Pendaflaran Fidusia apakah benda-benda telab 

dibebani dengan jaminan fidusia atau beium. Dengan mengetahui 

tersebut masyarakat akan berhati-hati untuk melakukan transaksi atas 

benda yang dibebani jaminan fidusia. Dengan asas publisitas &pat 

memberikan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang 

telab diiebani jaminan fidusia. Pasai I 8  UU Fidusia sebagai 
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perwujudan dari asas publisitas menegaskan bahwa segda keterangan 

mengenai benda yang menjadi objek jarninan fidusia yang ada pada 

kantor pendafhan fidusia untuk urnum. 

4. Hapusnya Jaminan Fidusia 

Mengenai hapusnya j-nan fidusia undang-undang fidusia telah 

menetapkan peristiwa-peristiwa yang menyebabkan hapusnya jaminan 

fidusia yaitu:6' 

a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia 

hi sesuai sifat jaminan fidusia yang merupakan ikutan atau 

accesoir dari perjanjian pokok yaitu perjanjian icredit atau perjanjian 

utang artinya ada atau tidaknya jaminan fidusia tergantung perjanjian 

utangnya. Jadi apabila utang teIah diIunasi maka perjanjian kredit atau 

perjanjian kredit menjadi berakhir sehingga otomatis jaminan fidusia 

yang keberadaannya atau eksistensinya tergantung dari perjanjian 

kredit atau perjanjian utang menjadi hapus juga. 

Hapusnya utang &pat disebabkan berbagai Id misahya karena 

ada pelunasan utang atau penawaran pembayaran tunai yang diikuti 

dengan penyhpanan atau novasUpembaruan utang atau 

kompensasUperjumpaan utang atau percampuran utang atau 

pembebasan utang dan Iain-lain. Hapusnya jaminan fidusia yang 

disebabkan hapusnya utang karena pembaydpeiunasan utang 

merupakan cara yang paIing banyak terjadi. Adanya peIunasan hutang 

Ibid, hlm. 223 



dapat dibuktikan dari keterangan tertuIis dari kreditur. Hapusnya utang 

mengakiiatkan hapusnya jaminan fidusia sebagai hak accessoir. 

b. PeIepasan hak atas jaminan fidusia oieh penerima fidusia (kreditor) 

Kreditur sebagai penerima fidusia dapat saja meIepaskan 

jarninan fidusia artinya kreditor tidak menginginkan Iagi benda yang 

menjadi objek jaminan fidusia menjadi jaminan Iagi, rnisainya karena 

terjadi penggantian jaminan sehingga jaminan Iama dihapuskan. 

Hapusnya jaminan fidusia karena diIepaskan oIeh kreditor sebagai 

penerima fidusia dapat diIakukan dengan keterangan atau pernyataan 

tertuIis dari kreditur yang d i i a n  kepada debitur atau pemberi 

fidusia. Keterangan tertuIis dari kreditur ini diperIukan sebagai bukti 

untuk meIakukan roya (pencoretan) jaminan fidusia di Rantor 

Pendaflaran Fidusia agar beban jaminan fidusia pada benda tersebut 

menjadi bebas kembdi. 

c. Musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia 

Objek jaminan fidusia berupa benda bergerak berwujud, benda 

bergerak tidak bemjud dan benda tidak begerak khususnya bangunan 

yang tidak dapat diiebani dengan hak tanggungan. ApabiIa benda yang 

objek jaminan fidusia tersebut musnah disebabkan misahya karena 

kebakaran, hiIang dan penyebab Iainnya maka jaminan fidusia menjadi 

hapus. Kdau benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan 

kemudian benda tersebut musnah maka dengan musnahnya benda 

tersebut tidak menghapuskan kIaim asuransi. Dengan demikian hak- 



hak asuransi dapat dip& sebagai pengganti objek jaminan fidusia 

yang musnah sebagai sumber pelunasan hutang debitur. Perlu 

dipahami bahwa dengan musnahnya objek jaminan fidusia tidak 

mengakibatkan hapusnya benda jaminan fidusia tidak mengakibatkan 

utangnya yang dijamin, debitur tetap mempunyai kewajl'ban untuk 

meiunasi hutangya sesuai perjanjian kreditlperjanjian utang. Hapusnya 

jaminan fidusia tidak mengakiiatkan perjanjian pokok tetapi hapusnya 

perjanjian kredit mengakibadran hapusnya perjanjian jaminan fidusia. 

5. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia 

Menurut hukum setiap penyelesaian hutang atau kredit macet 

karena debitur cidera janji yang pada akhirnya meiakukan eksekusi atas 

jaminan fidusia hams melaIui gugatan pengadilan negeri lebih dahdu 

untuk mendapatkan putusan hukum yang tetap. Berdasarkan keputusan 

pengadilan yang tetap tersebut kreditur dapat melakukan eksekusi jaminan. 

Jadi tujuan mengajukan gugatan adalah untuk mendapatkan keputusan 

pengadilan yang tetap. Namun gugatan melahi Pengadilan Negeri untuk 

mendapatkan keputusan tetap memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang 

lama dan biaya yang mahaLe 

Guna menghindarkan waktu yang beriarut-larut daIam 

menyelesaikan W i t  macet karena debitur cidera janji maka undang- 

undang memberikan pengecudian mengenai cam penyelesaian kredit 

macet tidak 6arus dengan mengajukan gugatan perdata kepada debitur 

62 Ibid, hlm. 22 1 



meIaIui Pengadilan Negari tetapi kreditur dapat melakukan eksekusi atau 

penjualan jaminan hutang melalui pelelangan urnum atau dasar kekuasaan 

sendiri berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Pasd 15 UUJF 

menetapkan bahwa sertifikat jaminan fidusia yang dicantumkan kata-kata 

"Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" mempunyai 

kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang teiah 

memperoleh kekuatan hukum tetap. Kekuatan eksekutorid artinya 

berdasarkan sertifikat jaminan fidusia kreditur clapat langsung 

melaksanakan eksekusi atau penjualan ajminan fidusia tanpa meldui 

pengadilan dan bersifat final serta megikat para pihak untuk melaksanakan 

penjualan tersebut.@ 

Dengan demikian berdasat.kan sertifikat jaminan fidusia tersebut 

bila debitur cidera janji, kreditur sebagai penerima fidusia dapat men jd  

benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri. Hak 

yang dimiliki kreditur untuk menjual atas kekuasaan sendiri benda yang 

menjadi objek jaminan fidusia merupakan satu ciri jaminan fidusia yang 

memberikan kemudahan dalam meZaksanakan eksekusinya apabila debitur 

cidera janji. Hak menjual yang dimiIiki kreditur untuk men jd  atas 

kekuasaan sendiri atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia disebut 

parate eksekusi. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah hak kreditur 

untuk menjual atas kekuasaan sendiri terhadap benda yang menjadi objek 
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jaminan fidusia, penjuaIannya dilakukan sendiri oIeh kreditur atau dengan 

ban- kantor Ielang? 

PasaI 29 UUJF memberikan berbagai cara untuk melakukan 

eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara 

sebagai b e f i t ?  

a. Berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan 

eksekutorid yang sama dengan putusan pengadiian yang teIah 

memperoIeh kekuatan hukum tetap, kreditur atas kekuasaannya sendiri 

dapat menjuaI benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada yang 

berminat. Penj'uaIan dapat diiakukan sendiri oIeh kreditur tanpa 

ban- kantor IeIang. 

b. Kreditur dapat melakukan penjuaIan terhadap benda yang menjadi 

objek jaminan fidusia meIahi peIeIangan umum dan had penjuaIan 

melaIui Ielang tersebut digunakan untuk melunasi hutang debitur. 

c. Berdasarkan kesepakatan kreditur dan debitur/pemiIik benda yang 

menjadi objek jaminan fidusia, dapat menjual benda yang menjadi 

objek jaminan fidusia jika cara ini akan diperoleh harga tertinggi yang 

menguntungkan kreditur dm debitur. Pelaksanaan eksekusi dengan 

cara ini harus diumumkan sedikitnya dalarn 2 (dua) swat kabar yang 

tersebar di daerah yang bersangkutan dan diberitahukan kepada pihak- 

pihak yang berkepentingan. PenjuaIan diIakukan seteIah Iewat w a h  I 
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(satu) bdan sejak pemberitahuan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

Eksekusi benda yang menjadi objerc jaminan fidusia yang 

bertentangan dengan c m - c m  tersebut di atas dinyatakan batd demi 

h h .  DaIam rangka eksekusi atau penjualan benda yang menjadi 

jaminan fidusia maka pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang 

mejadi obj ek j aminan fid.usia kepada krediturlpenerima fidusia. 

Undang-Undang Fidusia (UUJF) yang menetapkan Sertifikat 

Jaminan -Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorid yang sama dengan 

putusan pengadilan yang tetap, merupakan pengecualian dari asas hukum 

umum yang menentukan bahwa setiap penyelesaian kredit macet karena 

debitur cidera janji harus diralcukan gugatan terl'ebih dahulu untuk 

mendapatkan lieputusan ~engadi~an yang tetap. Pembuat undang-undang 

fidusia bermaksu& memberikan Iandasan hukum bagi kreditur untuk 

menyeIesail<an hutang secara cepat tanpa perlu gugatan kepada debitur 

melalui pengadilan maka pembuat undang-undang menciptakan ketentuan 

yang memberikan status hukum Sertifikat Jaminan -Fidusia mempunyai 

kekuatan liukum .yang m a  dengan putusan pengadilan yang tetap, 

sebagai landasan hukum untuk eksekusi benda yang menjadi objyeli 

jaminan fidusia. 



BAB 111 

PENYELESAIAN KREDIT MACET PERBANKAN DENGANJAMZNAN 

FIDUSIA DI BANK BRI CABANG CIK DI TIRO YOGYAKARTA 

A. PeIabanaan W i t  Dengan Jaminan Fidusia 

E. Pada Bank BR3 Cabang ;Cik Bi Tiro Yogyakarfa 

Sehgaimana yang telah diudcan di muka, Wwa ddam 

mernbrikan Mi harus mempunyai keyakinan afas kesanggupan debitur 

mtuk melunasi krecIit sesuai yang diperjanjikan, selain ifu bank juga harus 

hati-hati dalam menilai debifur. Oieh karena ifu &dam pengajuan kredii ini 

syarai yang dibrikan baik sejak diajukan permohonan oleh debifur sampai 

dengan pelunasan kredii merupakan proses yang harus dg* dengan 

cermat dan teliti oleh p&ak bank. Actapun penyajian kon& ddam h t d c  

uruian langkah-Iangkah yang umum dalam prosedur perkredifan yang 

dilakukan oleh Bank BRI Cabang Cik Di Tiro Yogyakarfa &ah sebagai 

berikut : ' 
a. Tahp Permohonan Kredit 

Seorang debifur yang akan mengajukan Mi pa& B& BRI 

Cabang Cik Di Tiro Yogyakarfa, hngkab p-a yang hams 

&akukan dalam rangka permohonan pinjaman adalah dafang ke kanior 

Bank BRI Cabang Cik Di Tiro Y o g y h  untuk meIakukan 

pembicaraan pendahuluan antara calon debitur dengan pejabat Bank 

PeneIitian pada Bank BRI Cabang Ci Di Tiro Yogyakarta, pada tanggal 5 November 
2010, mat juga Kantor Pusat, Bdcu Kebijakan Umum Perlrreditan PT Bank Ralcyat Indonesia 
(Persero)Tbk, T&artablm. III-3 



BRI bagian perkredifan. Pada tahap ini kegiafan d i d a n  untuk 

mengend cdon debifur tersebut. Pengenalan t m p  cdon debifur 

tersebut diiakukan unt& menirnbdkan kepercayaan bank kepada d o n  

debitur, maka di Mam wawancara tersebut calon debifur juga h a m  

membawa persyarafan-persyamfan. Bagi debifur goiongan umum 

persyaratannya antam lain: 

I) Menyemhkan foto copy KTE 

2') Menyerahkan surd izin w, 

3) Menyerahkan surat ~ s e r t i f i k a t  tanah; 

4) Menyerahkan surat BPKP motor afau mobil. 

Bagi debifur goiongan pegawai berpenghasiian tetap, 

persyaratannya sebagai berikut: 

I) SK pegawai tefap perfama dan SK pegawai i&iq 

2) Dafbr gaji; 

3) Surat kuasa poiong gaji; 

4) Rekomendasi c h i  pimpinan tempat pemohon bekerja; 

5) A b y a  kerjasama anfara pifiak Bank dengan kantor ternpat 

pemohon bekerja. 

Persyarafan tersebut mutiak fiarus dipenuhi. Pengdan muflak 

di sini &ah bahwa apabila persyarafan tersebut ti& terpenuhi, maka 

permohonan kredii ti& akan diproses phak bank, sebab persyarafan 

tersebut berkenaan dengan kepercayaan pihak bank t e r h h p  

permohonan krecEii, kecudi unt& swat izin usah, yang hanya cukup 



&cap afau dikeiahui oleh k e l d d p e m e r i n e  daerah tempat tinggal 

dan calon debitur. 

b. Tahap Pemeriksaan clan Penilaian Kredit 

Tahap pemeriksaan dan penilaian ini merupakan tahap yang 

menenidcan uniuk dapaf afau tidaknya permohonan kredit itu 

dikabuhn. Oieh sebab itu memeriksa cIan menirai addah suatu proses 

yang harus dildui dengan seksama serta mempunyai asas-asas dan 

pedoman atau kriteria Mam pemeriksaan cIan penifaim. 

Di Mam fahap ini yang perlu di@sa dan dinilai &ah 

kebenaran dari &fa permohonan kredit d o n  debitur yang diberikan 

pihak bank hams mengadakan pemeriksaan, petugas bank harus 

mengaddm perneriksaan secara langsung ke tempat usaha d o n  

debifur uniuk memperoleh informasi yang diperlukan. 

Pejabat bank yang melakukan pemeriksaan ke tempat d o n  

debitur && Mantri. Adapun pengdan Mantri di sini &ah pejabai 

bank yang berwenang meninjau ke lapangan untuk mengadisa usaha 

serta memeriksa barang jaminan dan mengajukan usulan mengenai 

besar kecihya j d a h  pinjaman. Yang M u  d i k d u i  oleh A4mtri 

&am pemeriksaan tersebut add& 

1) Kebenaran keierangan ienfang bidang usaha d o n  debitur yaitu 

Izin U&a, Akta Permahaan, Surai Periniah Kerja dan sebagainya; 

2) Kelancaran usaha yang dikeiahui dari data imiang perkembangan 

clan iiustrasi selama enam Man a .  satu tahun; 



3j Mernperhatikan sikap disipiin dan semangat kerja buruh atm 

karyawan serfa hubungan kerja antara karyawan dan pejabat &am 

perusaham. Hd  ini dipdukan untuk mengeiahui apakah 

persyaratan-persyaratan kerja krjdan dengan baik atau t i e ,  

4j Bagaimana keadaan dan pemeliharaan mesin-mesin yang dimiiiki 

perusahaan; 

5 )  Diteliti dan diperiksa catafan-catafan pembuhan debiiur dari 

kegiatan perusahaannya, a p W  SUM sesuai dengan ketentuan- 

ketentuan cara yang berlaku., 

6 j  Dip-a dan dinilai teniang barang-barang yang dijadikan 

jaminan, yang teiah dibedcan d o n  debifur kepada ba&, antara 

lain: 

aj A m  barang fersebuf &am sengkefa atau ti*, 

bj Siapa pemilii barang jaminan tersebut; 

cj  Dimana lokasi atau keberadaan jaminan tersebut; 

dj  ApaM dapat diikai sebagai jaminan. 

Di samping pemeriksaan langsung ke tempat usah d o n  

debitur, bank akan m e n d  informasi tambalm lainnya mengenai 

d o n  debifur iersebut. Setelah diadakan pem&aan-pemeriksaan 

terhadap cdon debitur hi data tmebui dan sesuai dengan bukti-bukfi 

yang dimiliki Serb informasi lainnya, rnaka bank akan melakukan 

penilaian hi hasil pemeriksaan tersebut. Ddam penilaian atas 

permohonan kredit d o n  debifur, maka u n a  memperoleh keyakinan 



cIan kemampuan dan kesanggupan d o n  debiiur, bank akan meiakukan 

penilaian dari hasil pemeriksaan tersebut, berdaslukan Mar 5C yaiiu:2 

i ) Character (wafakr, yaiiu kemampuan cIan kejujuran d o n  debitur, 

apakah ia dapat memenuhi kewajiban yang akan timbd c h i  

perjanjian kredit yang akan diaddtan 

2) Capacity (kemampuan), yaifu kemampuan untuk mengenddikan, 

memirnpin cIan menguasai bidang usahanya, kesungguhan ctan 

melihat ke depan sehingga usahanya &pat berjdm dengan baik 

cIan memberi keunfungan 

3) Capital (modal), yaifu cdon debifur clisyaratkan wajib memiliki 

modal sen&, kredif dari bank b e h g s i  sebagai modd iambahan, 

h y a  modal dari d o n  debitur sendiri menunjukkan bahwa cdon 

debiiur ackdah pengusaha yang unfuk perkemhugan usahanya iiu 

perlu mendapatkan hutuan dari pihak bank 

4) Cotlaferal (jaminan), yaiiu adanya kekayaan yang dapaf dijdikan 

sebagai jaminan, guna kepastian pelunasan cli belakang hi, kdau 

penerima kredif fersebut ti& bisa melunasi hutangnya 

5) Condition of Economy, yaitu situasi ekonomi p h  waktu clan 

jangka wakfu terteniu, di mana kreclif tersebut ditmiican oieh PT. 

BlU k e p h  cdon debitur kredit, apakah konclisi ekonomi pada saat 

iiu clan yang akan &fang memun- bagi d o n  debiiur untuk 



mendapafkan keuntungan yang dipdtungkan dengm 

menggunakan M f  tersebut. 

P h  umumnya bank Mam mengacIakan penilaian berpedoman pada 

Unhg-Undang Nomor 10 Tahun 1998 fenfang Perbankan. 

c. Tahap M i s i s  Terhahp Permohonan h d i t  

Setelah data untuk andisa suciah diperoleh dan ctikumpuhn, 

maka Mian-bahan tersebut hams diolah secara sisfematik yang 

disusun secara baik. W i s a  atas permohonan kredit yang pedu 

&perha&an oleh bank &harkan pacia b h p a  aspek yaitu:3 

1) Aspek Hukum 

Yang perlu diandia Mam aspek ini a&ak 

a) Bentuk, nama ban dmat perusahaan atau usaha yaitu 

disebutkan dagan jenis clan d i s e s d a n  d m  akta 

perusahan, nama d m  dmat debitur h m  dihubungkan 

dengan fempaf finggal debitur 

b Izin usaha, yaitu harus memiliki izin usaha yang sesuai dengan 

biclang usaha debitur, hal ini hams diperiksa apakah kin usaha 

masih berlaku 

c) Akfa pendirian. Di ddam akta ini d i s e b u h  bentuk 

perusahaan, tanggal cliumumkannya di lembar negara, jenis d m  

nama-nama pengunrsnya clan lain-lain 

Bid, hlm . III- 1 0 



$1 Pengalaman u& dari pemohon kredit diterangkan &am 

aspek umum, ini sesuai dengan akta perusthan rIan prestasi 

kerjanya baik afau ti& 

e) Informasi pihak ketiga, i n f o m i  ini sebagai &fa pelengkap 

dari pemohon kreclit, informasi tersebut dapat h p a ,  

informasi hi bank atau informasi non bank yang mempmyai 

dan diakui kewenangannya. 

2) Aspek Manajemen 

Yang perlu diandisa Mam asp& ini adah& 

a) Susunan pengurus, disesuaikan dengan akta pendirian 

P- 

b) Pengurus perusahaan, yaitu yang menyangkut hubungan 

masing-masing pengurus, apakah pengurus yang krsangkutan 

mempmyai jabatan rangkap dengan perusahan lain atau ti&, 

pengurus hmla i i  orang yang mempmyai kepriMian baik, 

latar belakang d m  CiediIcasi pengurus 

c) Keterangan j d a h  pegawai afau j d a h  penomilia rIan tingkat 

p e n d i h  serta pengataman kerja 

d) Organisasi perushaan ctan birokrasi 

e) Kerapian administmi pemahaan termasuk SUM dip-riksa 

oleh akunfan puMi atau belum 

3) Aspek Pemasaran 

Marn asp& ini yang perlu diperhatikan ddam d i s a  W i t  yaitu: 

a) Jenis barang yang &hasilkan 



b) Sduran rlistrihi 

c) Cara penjwdan 

it) Taksiranpenjwdan 

e) Luas pemasaran 

f i  Posisi persaingan 

4) Aspek Keuangan 

Anafisa taporan merupakan aEaf yang sangaf penfing untuk 

memperoteh informasi yaw sehubungan clengan posisi keuangan 

clan hit-hasit yang felah rlicapai oleh pimdmm yang 

bersangkutan, dihubungkan dengan rambu-rambu stslndar akuntansi 

yang normd clan wajar. 

5) Aspek musus 

Aspek HIUSUS idah andisa fentang jaminan, setiap pernbxian 

M f  h a m  rliserbi clengan jaminan yang nitainya dianggap ciapat 

menjamin M f  yang S t iwan .  

6) Aspek Idenfifikasi 

Asp& ini risiko fercIiri hi: 

a) K d e r  

b) Prod& 

c) Pemasaran 

dj Persaingan 

e) PeratmdFerundang-unclangan 



d. Tahap Keputusan Pemberian Kredit 

Setelah data calon debitur h d i t  diaualisa secara seksama, 

maka tahap selanjutnya adalah memberikan keputusan pemberim 

kredit tersebut. Kewenangan pemberian keputusan terhadap besarnya 

jumlah W i t  yang akan diterima oleh pihak debitur dapat diberikan 

atas usulan Mantri yang meme* clan menilai tempat usaha debitur 

atau bisa juga oleh Kepda Unit BRI atas usulan Mantri atau dapat juga 

Kepala Unit BIU memutuskan tanpa memperhatikan usulan Mantri, 

apabila di wiiayah Area Mi& maka yang krwenang adalah pimpinan 

Sub Area Mikro. Ketiga pejabat bank tersebut sding Mubungan, 

h a n a  Manfri memberikan usdan kepada K@a Unit tentang 

besarnya j d a h  Mt, kemudian Kepda Unit twleh menerima 

ataupun menolak usdan Manfri tersebut, maka apabiia K@a Unit 

menoiak usdan Mantri tersebut, maka Kepala Unit BRl memeriksa 

senchi iangsung ke tempt usah debitur cIan apabila Kepala Unit 

menerima usdm tersebut, maka Kepda Unit menyemhkan surat 

keputusan kepada kantor Area Mikro. Oleh Pimpinan Sub Area M h  

surat keputusan tersebut &pat diterima atau ditoiak, apabila ditoiak 

maka pimpinan Sub Area lkfikro liarus memeriksa iangsung ke tempt 

usaha debitur dan apabiia diterima surat keputusan tersebut maka 

pimpinan Sub Area Mikro akan membuat surd rekomendasi 

persetujuau kre~lit.~ 

'wawancara dengan Bapak Muiyadi seiaku StafBagian AdministrasiRredit Bank BRl 
Cabang Cik D i T i r o Y o g y ~  pada tanggd%November 2U16 



Suatu perjanjian kredit dibuat secara sah mengikat para pihak 

seperti undang-undang, dan para pihak hams melaksanakan perjanjian 

tersebut dengan itikad baik yang harm dildcukan ddam pelaksanaan 

perjanjian kredit p e r b d  addah hak dan kewajiban atau prestasi 

yang telah disepakati bersama, prestasi tersebut addah esensi 

perjanjian Mam Pasal 1339 KUH Perdata lebih lanjut menjelaskan 

bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang 

dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian akan tetapi juga untuk 

segda sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kebiasaan 

dan undang-undang. Hd  ini dipertegas oleh ketentuan yang tertuang 

dalam Pasd 1347 KUH Perdata yang menyatakan bahwa hd-hal yang 

menurut kebiasaan. 

Pelaksanaan perjanjian merupakan rdisasi atau pemerruhan 

hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya 

perjanjian itu tercapai tujuan. Tujuan tidak akan tercapai tanpa 

pelaksanaan perjanjian tersebut, masing-masing pihak harus 

melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan tepat dengan apa yang 

telah disepakati untuk d i l h a k a n . '  

Pelaksanaan perjanjian pada dasarnya menyangkut soal 

pembayaran dan penyerahan barang yang menjadi objek perjanjian, 

pembayaran dan penyerahan barang &pat terjadi secara serentak. 

Wawancara dengan Bapak Mulyadi selidiu Staf Bagian Adminiktrasi Kredit Bank BRI 
Cabang Cik Di Tuo Yogyahta, pada tanggal 8 November 20 10 



e. Tahap Pemberitahuan dan Pencairan Dana 

Setelah adanya keputusan kredit oleh pihak bank maka tahap 

selanjutnya idah mernberitahukan kepada debitur keputusan kredit 

tersebut, baik berupa penolakan maupun persetujuan tertulis, jika 

keputusan tersebut ditolak oleh p h k  Bank BRI maka pemberitahuan 

tersebut ditakukan secara t d i s  dm &beri*ukan dasan penotakan 

pemberiarr kredit, jika hal tersebut telah &takukan maka persodan 

pmnotrom h & t  tersebut telah selesai. 

Apabita permohonan kredit tersebut disetujui, &dam a t i  pihk 

bank mengabulkan, seluruhnya atau sebagian dari pennohonan kredit 

tersebut, maka kemudim pen- itu akan diberitah- s m  

tertulis kepada debitur, sebelum surat perjarljian ditandatangard oleh 

kedua. belah pihak, biasanya pihak bank memb&an penegasan 

kepada debitur merrpai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh 

debiiur, yang berisi antara 

I) Maksirnal atau limit hilitas kredit 

2) Jangka waktu kredit 

3) Bentukkredit 

4) Tujuan penggunaan kredit 

5) Suku bunga 

6) Bea materai kredit yang harus dibayar 

7) Provisi kredit 

Wawancara dengan Bapak Mulyadi selaku Staf Bagian Administmi Kredit Bank BW 
Cabang Cik Di Tim Yogyakarta, pada tauggal8 November 2010 



8) Keharusan menandafangani surat perjanjian kredit 

9) Penutupan asurmsi barang-barang jaminan 

10) Sanksi -ds i  

1 1) Ketentuan-ketentuan yang ditentukan sesuai dengan yang 

dipdukan 

12) Syarat untuk mengajukan permohonan perpanjangan dan tarnbahan 

fasilitas kredit 

13) Laporan-Taporan yang diserahkan. 

Setelah bank mengambil keputusan bahwa kredit disetujui, 

maka timbdlah kewajiban bagi bank untuk memenuhi keputusarmya 

tersebut dan merealisasikan kredit tersebut dengan cam 

penandatanganan akad perjanjian yang merupakan tan& diawaIinya 

h& dan kewajiban para phk.  Untuk menjamin kekuatan atau 

keabsdan perjanjian tersebut hendaknya disahkan oleh pihak yang 

bmenang &Iam h d  ini idah Notaris, PPAT atau Pengadilan. 

Mengenai cara pencairan kredit tergantung kepada bentuk 

kredit yang disetujui, yaitu @at di1akukan dengan dat-dat atau cara 

yang ditentukan pihak bank, antara lain pencairan dengan menarik cek 

atau biro bilyet, dengan kuitansi dengan dokumen lainnya yang pihak 

bank dapat diterima sebagai perhtah pembayaran afau dengan 

pemindahbuhan atas beban rekening pinjaman debitur dan dat 

pencakn tersebut sebagai alat bukti pen~airan.7 

- - 

' Wawancara dengan Bapak MuIyadi selaku Staf Bagian Administmi Kredit Bank BRI 
Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta, pa& tanggal 8 November 2010 



f. Tahap Pembinaan dan Pengawasan Kredit 

Pada tdmp ini pihak bank dituntut untuk berperan &if, karena 

pada tahap itulah yang menentukan kelancaran dalam pengernbalian 

kredit, karena pada tahap inilah keberhasilan usaha debitur dapat 

terpantau, sehingga peran &if yang dilakukan oleh pihak bank dalam 

memperkecil kernungkinan terjadittya risiko atas pemberian kredit 

kepada debitur, yaitu turut sertanya pihak bank dalam melakukan 

kegiatan pembinaan manajernen perusaham debitur atau turut serta 

sebagai pihak yang menjalankm maha tersebut ataupun melakukan 

pengawasan yang intensif atas kegiatan usahanya. 

Mengingat perkreditan merupzkm salah satu kegiatan usaha 

bank yang mengandung kerawanan yang dapat menzgikan usaha bank, 

maka bank wajib menerapkan dan melaksanakan h g s i  pengawasan 

krecIit yang bemifat menyeluruh temasuk di dokumentasi kredit yang 

baik dan tertib. Selain itu bank hams memastikan keabsahan dan 

dipenuhinya persyaratan hukum atas setiap dokumen kredit. Maksud 

dari pengawasan terhadap dokumen tersebut ialah mengantisipasi bila 

terjadi kredit m e t ,  sehingga dokumen tersebut dapat sebagai dat 

bukti dihadapan pengadilan dalam penyelesaian kredit macet. 

g. Tahap Pelunasan dan Pengembalian Kredit 

Tahap pelunasan merupakan tahap akhir dalam perjanjian 

kredit, pelunasan kredit ialah dipenuhinya sernua kewajiban hutang 

debitur terhadap bank yang berakibat berakhirnya perikatan perjanjian 



kredit. Perhitungan semua kewajiban hutang debitur harus segera 

disefesaikan sarnpai dengan tanggal pelunasan, yaitu:8 

I) Wutangpokok 

2) Wutang bunga 

3) Denda-denda jika & 

4) Biaya administrasi lainnya 

5) Bank rnemberi catatan secara tertulis kepada debitur. 

P& tahap inilah yang sering timbul berbagai m d a h ,  karena 

tugas bank sebagai penyalur kredit &pat terkena risiko dengan 

berbagai macam kemungkinan, sdah satunya, ancaman yang m m g h  

terjadi, debitur kredit tidak mampu membayar kreditnya karena dengan 

W a g a i  macam alasan atau faktor, keadaan yang demikian ini dapat 

mengakibatkan pengembatian kepada bank terganggu atau sering 

disebut kredit yang sedang macet pengembaliannya. 

Penyerahan kembdi dokumen jaminan kepada debitur hmya 

dapat dilakukan setefah nyata-nyata debitur menyelesaikan 

kewajibannya, penyerahan dokumen tersebut h m s  dengan surat tanda 

terima dan ditandatangani oleh yang kkepentingan, surat tanda 

terima tersebut hams disimpan p& k k a s  jaminm. 

Sebagaimana telah diuraikan dimuka, bahwa kemmgkinan kredit 

yang telah diserahkm kepada debitur pada waktu jatuh tempo perjanjian 

kredit, peltmasan punjaman tidak dapat terpenuhi sebagaimana meshya, 

' HasiI PeneIitian pa& Bank BRI Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta, pa& tanggaI 5 
November 2010, lihat juga Kantor Pusat, 2007, Buku Kebijakan Umum Perbedtan PT Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) TBR, Jakarta, hlm. ID-8 



kemunglunan faktor penyebabnya dapat timbul dari diri debitur sendiri 

atau juga dapat terjadi dari faktor luar diri debitur. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang menyebabkan @ak 

debitur wanprestasi didam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan 

addah.? 

a. Faktor hdcter, yaitu faktor dari diri debitur itu sen& dirnana secara 

kejiwaan seorang debitur tersebut tidak baik, misalnya debitur tersebut 

seorang penjudi, pemabuk atau pencuri 

b. Faktor usaha tidak berhasil meliputi: 

I) Faktor manajemen, yaitu mamjemen ti& bagus dalam mengelola 

usaha, biasanya debitur sering mencampuradukan m& dengan 

uang unt& kebutuhan sehari-hari, sehingga modalnya berkurang 

dan lama kelamaan mengdami kebangkrutm 

2) Faktor cfi luar kemarnpuan debitur, yaitu Mangan atau kecelakaan 

yang menimpa debitur, misahya debitur sakit kern sehingga 

debitur ti& dapat beraktivitas dan bekerja dan jdanuya usaha 

menjadi macet sehingga tidak &pat mengangsur kreditnya kepad 

@ak bank. 

MasaIah ini mernpunyai banyak segi unt& sudut panhgnya, 

ddam sod faktor penyebabnya ini sebaiknya dapat dianalisa dari dua segi, 

apakah memang ada itikad tidak baik dari debitur ataukah memang bmar- 

benar ti& rnampu. Jika ketidakmampuan itu dapat bersendi pa& 

' Wawancara dengan Bapak Sartono, seIaku KepaIa Bagian Administrasi Kredit Bank 
BRI Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta pada tanggal 9 November 2010 



kemungkinan yaitu karena haI-haI di I m  k h m y a ,  m ~ ~ y a  karena 

d-ecelakaan, peraturan-pemttmm baru, atau peristiwa yang di 

luar kemampuannya yang terjadi seketika dan ti& dapat dihdari s e a  

terpikir sebelumnya. Sedangkan faktor karena kedahan send l  yaitu 

adanya unsw kesengajaan atau keIaIar'an dari debitut ddam meI-m 

k m a j j y a  sesuai dengan perjanjian, Mam hal ini debitur nyata-nyata 

ti& membayar k e w a j j  @ok maupun bunga pinjaman yang tehh 

ditetapkan Mam perjanjian. 

Di samphg &I tersebut dl atas termasuk pda kategori f h  

kesengajaan dan keldaian debitur, y a h  apabna ddam rnengguna;kan 

kredit teIah menyedimpang dari perjanjian yang telah disepakati oleh kdua 

be1& pihak atau berbeda dengan yang tercantum Mam permohonan 

Mi$.  

KesaIahan tidak sengaja dan terjadi karena it'ikad baik memberi 

kelonggaran untuk mentxui perbaikan deh  pThak kre&tut baa perlu 

dengan tamMan kredit la@, mur kesengajaan tidak ada hanya kemauan 

keras yang diterapkan tetapi ti& Iuput dari kedahan. HaI Ini perIu sekdi 

mendapat pertedimbangan yang dapat membantu menydesaikan ktedit 

ma&, kr&t &pat dibayar kembali dm kredit mencapai ssaam. 

Apabga dilihat dari sisi peibankan, bank sebagai p W  yang 

memberikan kted3, tajdmya M t  macet itu dapat disebabh wa&u 

m e n e a n  andisa M t  b g  teliti sehingga pihak bank keri 

mengambil keshpdan da3am m e I & d a n  krdtnya. 



Berdasarkan has2 peneIitian yang p e n a s  1- pada &I& B W  

Cabang CZc Di Tlro Yogyakarta dipmIeh data bahwa menurut manJ?an 

penyerahan Hak Milik atas Kepercayaan (fidusia) b g  yang a u a t  

antam pihak bank dan nasabah, maka bertindak sebagai pata pihak 

adalah: lo 

a. EMc perbma addah nasabah peminjam dana yang menyahkan Hak 

h4Zk atas Kepetcayaan (Pemberi Fidnski) 

b. Ehak kedua dalah Bank BRE &bang CZc Di Tiro Yogyakarta seIaku 

pemberi phjaman dan mmjadi pThak yang menerha p e n y e r h  Hz& 

MZk atas Kepmiyaan (Penerlma Edusia). 

Berdasarkan pefjanjian penyaahn Hak MiTik atas Kepercayaan 

yaarg t e M  disepakati 01ek kedua blah. pihak, &a m a s i n g - d g  pihak 

mempunyai Hak dan Kewaj- yang sifiatnya l k b d  balik. Hak yang 

iik131~ OW paak pertama setaku pemberl fidusia merupakan k e w a j j  

pihak kedua sefaku penerha fidusia, sedan- kewajiban dan' piha;k 

p e r b m  merupkan hak bagi pThak kedua. 

Adapun mak dan kewaj?ban masing-masing pThak adaJah sebagai 

t3edmt: 

a. Hak fenerima Fidusia 

I) M e n h a  penyerahan hak d i k  atas kepercayaan (fihsia) barang 

m a  pemberi fidusia I) 

" Hasil Pen&tiau pda Bank BRI Cabang Cik Di Tiro Yogydwki pada tanggal 5 
November 2014 



2) Memeriksa keadaan barang di tempat pemberi fidusTa dm 

memhe&an peringatan tentang pemeTIhaman dan perawatan 

barang yang dhkdzm oTeh pemberi fidusia @ad 4) 

3) Menmima kuasa dari pemberi Edusia tmt& mengambir dm 

menjuaIbarang objek jaminan 

4) Menerima pembaydpelunasan atas pinjaman yang telah 

diberikan kepada pemberi fldusia 

b. KewajW Penerima Fidusia 

I) Mem- pinjaman dana kepada pemberi Edusia sesuai h g a n  

ke-an daIam pe janjian M t  

2) MenyemHcan kemba barang yang teIah d i e m a  h- pember? 

fidusia untuk dipinjam @a? okh pemberi fidusia 

3) MenyemHcan sisa hasir penjdan barang objek jaminan daIam hd 

terdapat ke1eblha.n penjuaIan kepada pemberi fidusia apabira 

pemberi fidusia ti= &pat membayar pinjamannya. 

c. H& Pan& Fidusia 

I) Menerha pinjaman dama dan' penmima Edusia sesuai den- 

kesepkatan daIam peijanjian kredit 

2) Menerima kembali bamng yang teTah disemkkan 

kepdikamya dari pener'una fidusia mtuk dipinjam m- 
3) Menerima sisa hasir p e n j d  k a n g  dari penerIma fidus'ia. 

6. Kewaj?ban Pemberi Edusk 

I) Menyedibn kepada penerIma fidusia batang yang men- obj& 

jaminan fidusia bedcut dengan semua b&~ kepemiian atau 

surat-swat lain atas barang j a m b  



2) MemeTihara barang objek jaminan sebaTk-bahya dan 

memmggung semuabiaya yang dIperTh untuk itu 

3) Mengganti dengan barang yang sama atau s e b g - h g n y a  

sama dainya apabila h a n g  objek jaminan rusak atau ti& &pat 

dipergmdim la@ 

4) Mempermatkan barang objek jaminan apabIIa p e n h a  fidusia 

hen& memerIksmya 

5) Menjenjamin bahwa b r m g  objek jamamkin addah mTiknya sendiri 

dan tidak sedang digadaiican atau sedang dijmenjnkan untilk suatu 

pedanggungan atau dibebani dengan ikatan fain benrpa apapun, 

dan tidak Mam sen&& 

2, Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syarkh (BPRS) Dana HTdayatuhh 

Yogy* 

Sebagai pedmdimgan berdasarkan has3 penelitian yang penas  

Iakukan pada Bank Pembiayaan Ibkyat Sym-ah (BPRS) Dam 

Erdayaixdlah ~ogyakarta,~~ diperofeh data bahwa pelaksanaan pengikatan 

jaminan fidusia ditaksanakan deh p&ak Bank d m  nasabah seIaku ifehitur 

pads waktu penandatanganan &ad pembiayaan sekatigus dTIakukan 

penandatangamin perjanpan pemberian jamamkin fidusia. 

Sehjutnya perjanJ?an fidusia yang tef& ditandatangani ofeh p&& 

BPRS dan Nasabah kemudian hinta3ran pengesahan kepada noh.15~. 

Unhdc pembiayaan dengan jamrenjnan fidusia dengan totar pembiayaan 

'' H a i l  Penelitian pads Bsutk Pembiayaan Rakyat Syatiah (BPRS) Dana Hidayah1W 
Yogydwta jxda tanggal 12 November 2010 



sebesar Kp. 20.000.00Q- (dua puIuh juta ruphh) atau Tebih setelah 

perjanj'm fidusia disahkan oIeh notaris kemudian didaftarkan pada Kantor 

PendaAaran Fldusia (mtuk Yogyakarta diIakukan pada Kantor mayah  

Kementerian H u h  dm HAM Provinsi DnT) guna memperdeh Akta 

Jaminan Fidusia. 

Unt& pembiayaan dengan jumIah di bawah Kp. 20.000.000,- cdua 

pduh juta rupiah) biasanya perjanjian fidusia yang teIah ditandatangani 

oIeh nasabah cukup dimintakan pengesahan kepada notaris dan tidak 

didaftarkan ke Kantor Pendaiban Edusia. Akan tetapi apahila 

pembiayaan tersebut mdai muncd d a h  &dam pengembaIiannya, 

maka jaminan fidusia tersebut kemudian &-an di War 

P&- Fidusia untuk memperdeh Akta Jaminan fidusia." 

Berdasarkan haslI penelitian tersebut di abs, &a pada da~amy8 

penflatan jaminan fidusia yang dir- oIeh Bank BRI &bang Cik 

Di TIro Yogyakarta dan Bank Pembiayaan Rakyat Sym-ah (BPKS) Dana 

Hidayaldah YagyaJrrarta pada prinsipnya &A sama Hanya ada s e t  

perbedaan ddam pendaitaran fidusia ke Kantor Pendaffaran E=a. 

Untd Bank BRZ C a h g  Cik Di To Yogyakarta j d a h  kredit yang 

@amin dengan fidusia di atas Rp. 50 juta didahrkan di Emtor 

Pendaffaran Fidusia, sedangkan untuk j d a h  M t  di hawah Rp. 50 juta 

perjanjian penjamaminan fidusianya hanya disahkan di kantor notaris saja. 

02 Wawamma dengan Ibu tais Erwiyati, selaku Dkektur BPRS Dana Hidayamah 
K o g y ~  pada tanggal 12 November 2010 



Pada BPRS Dana Hdayatdt& unt& j d &  pembiaym di atas 

Rp. 20 juta perjanjian jaminan fidusianya dibuat dengan akta notaris dan 

di- @a Kantor Pen- Fidusia, se&mgkan mtuk 

pembiaym di bawah Rp. 20 juta, perjanjian jaminan fudusianya dibuat 

dengan akta notaris dan ti& d i m a n .  di Kantor Pen- Fidusia. 

Hanya untuk pembiayaan yang bermasalah yang akta fidusianya 

dicIaftarkan di Kantor Pen- Fidusia guna memperoleh sxtifrkat 

jaminan fidusia yang mempunyai titel eksekutorial. 

B. Cisra Penyelesaian Hukum Kredit Mac& perbankan Dengan Jaminan 

Fidusia di Bank BEU Cabstng Cik Di Tim Yogyatcarh 

Dalam melakukan pemberim kredit, PT Bank Rakyaf Indonesia 

(Persero) Tbk atau BRI menggunakan data masyarakat yang dipercayakan 

kepadanya sehingga kepenfingan dan kepercayaan m a s e a t  wajib 

dilindungi dan dipelihara. Pemberian k r d t  merupah kegiatan utama BRI 

yang mengandung risiko yang &pat berpengaruh pada kesehatan dm 

kelangsungan usaha BRI, sehingga dalam pel&-ya h a m  didasarkan 

pada asas-asas perkreditan yang sehat. 

Ddam pen je lm Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perubahan afas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tenfang 

Perbankan, difegaskan Mwa: 

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga &am 

pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. 

Un& mengurangi risiko tersebut, jaminan pemkrian kredit &am arti 



keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi 

kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting 

yang hams dipehtikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, 

sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama 

terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari Nasabah 

Debitur. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, 

maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan 

atas kemarnpuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunau dapat 

hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang 

bersangkatan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu 

tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petok dan lain-lain yang sejenis 

dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa 

barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazirn 

dikenal dengan agunan tambahan. 

Agar pemberian kredit di BRI dapat dilaksanakan secara konsisten 

serta berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat, diperlukan suatu kebijakan 

p e r M t a n  secara tertulis yang dibalcukan dalam dokumen Kebijakan Umum 

Perkreditan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau disebut KUP BRI. 

Berdasarkan Keputusan Direksi Bank BRI Nomor KEP: S.142- 

DIR/ADW12/2007 tertanggal 27 Desember 2007 tentang Kebijakan Umum 

Perkreditan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Revisi Kelirna 

ditentukan bahwa:13 

l3 Buku Kebijakan Umum Perkreditan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor 
Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta 2007, Bab W, hlm. 1 



Pengelolaan secara efektif terhadap kredit bermasalah sangat penting 

untuk menjaga kualitas portofolio kredit, meminimalkan kerugian kredit dan 

memaksimalkan pengembalian aset berisiko. Pengelolaan terhadap kredit 

bermasalah hams bersifat antisipatif, proaktif dan berdisiplin. Dengan 

dernikian aktivitas pokok dalam pengelolaan kredit bermasalah adalah berupa 

pengenalan dini dan tindakan perbaikan dengan segem 

Agar penyelesaian kredit bermasalah dapat dilaksanakan secara tepat, 

cepat dan konsisten, maka pejabat yang terkait dengan perkreditan harus 

mempunyai pandangan dan persepsi yang sama dalam pengertian kredit 

bemasalah. 

1. Penyebab Kredit Bermasalah 

Kredit bermasalah dapat disebabkan karena kelemahan dari sisi debitur, 

sisi intern BRI serta dari ekstern BRI. 

a. Sisi Debitur 

Penyebabnya antara lain: 

1) Masalah operasional usaha 

2) Manajemen 

3) Kecurangan danlatau ketickkjujuran debitur dalam mengelola 

kredit . 

b. Sisi Intern BRI 

Penyebabnya adalah: 

1) Iktikad tidak baik dan atau kekumngmampuan dari pejabat atau 

pegawai BRI 



2)  Kelemahan sejak awal dalam pemberian kredit 

3) Kelemahan pembinaan kredit 

c. Sisi Ekstern BRI 

Penyebabnya antara lain: 

1) Force Majeure 

2)  Perubahan-perubahan eksternal lingkungan (environment). 

2. Pendekatan Terhadap Kredit Bermasalah 

Seluruh Pejabat Kredit hams mempunyai perspepsi yang sama dalam 

pengelolaan kredit bermasalah dengan pendekatan sebagai berikut: 

a. Tidak membiarkan atau bahkan menutup-nutupi adanya kredit 

bermasalah 

b. Mendeteksi secara dini adanya kredit bermasalah atau diduga akan 

menjadi kredit bermasalah 

c. Menangani kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit 

bermdah,  hams dilakukan secara dini dan sesegera mungkin 

d. Tidak menyelesaikan kredit bermasalah dengan mengkapitalisasi 

tunggakan bunga atau yang lazim dikenal dengan plafondering kredit, 

kecuali dalam rangka restrukturisasi kredit yang dilaksanakan secara 

selektif 

e. Tidak melakukan pengecualian dalam penyelesaian kredit bermasalah, 

khususnya untuk kredit bermasalah kepada pihak-pihak yang terkait 

dengan BRI dan debitur-debitur besar tertentu. 



3. Pengenalan Kredit Bennasalah 

a. Pengenalan Dini 

1) Pendekatan praktis bagi bank dalarn pengelolaan kredit berrnasalah 

adalah dengan secara dini mendeteksi potensi timbulnya kredit 

bermasalah, sehingga makin banyak peluang dan alternatif koreksi 

bagi bank dalam mencegah timbulnya kerugian sebagai akibat 

pemberian kredit 

2) Pengelolaan kredit bermasalah bersifat antisipatif, proaktif dan 

berdisiplin. Hal ini menuntut dilaksanakan pengenalan dini (early 

warning sign) atas tanda bahaya dan segera mengambil tindakan 

tepat sebelum kredit menjadi bermasalah. 

3) Deteksi dan pengenalan dini atas tanda bahaya sangat penting 

untuk mengantisipasi adanya kemungkinan masalah yang timbul, 

baik secara individual maupun secara portofolio kredit, dan 

menyusun rencana serta mengambil langkah perbailcan 

sebagaimana mestinya. 

b. Kolektibilitas Kredit 

1) Penetapan kolektibilitas kredit disesuaikan dengan ketentuan Bank 

Indonesia 

2) Pejabat kredit harus melakukan penilaian kualitas kredit 

berdasarkan tingkat kolektibilitasnya 

3) Dalam penetapan kolektibilitas tersebut pejabat kredit tidak boleh 

melakukan pengecualian, baik terhadap kredit kepada pihak-pihak 



yang terkait dengan BRI dan debitur-debitur besar tertentu maupun 

terhadap kredit lainnya 

4) Setiap perubahan tingkat kolektibilitas harus mendapat putusan 

tertulis dari pejabat kredit yang berwenang dengan menggunakan 

format yang telah ditetapkan. Putusan harus menetapkan strategi 

dan rencana tindak lanjut untuk restrukturisasi atau penyelesaian 

terhadap kredit bermasalah tersebut. Kecuali untuk kredit mikro 

dan kredit-kredit tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Direksi 

tidak perlu dibuatkan putusan perubahan kolektibilitas. 

c. Kredit Dalam Pengawasan Khusus (KDPK) 

Berdasarkan tingkat risiko serta pembidangan tugas restrukturisasi atau 

penyelesaiannya, KDPK dibedakan ke dalam kredit dengan 

kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus (Special Mention) dan Kredit 

Bermasalah (I& D, dan Macet). 

1) Kredit Dalam Perhatian Khusus 

a) DPK adalah performing loan dengan kolektibilitas Dalam 

Perhatian Khusus (special mention) 

b) Penanganan restrukturisasi dan atau penyelesaian kredit 

dengan kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus dilakukan oleh 

jajaran Relationship Management. 

2) Kredit Bermasalah 

a) Kredit yang termasuk dalam Kredit Bermasalah adalah kredit- 

kredit dengan kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan dan 

Macet 



b) Restruktwrisasi atau penyelesaian kredit bermasalah harus 

diiakukan oleh satuan kerja yang terpisah dari satuan kerja 

pemberian kredit 

c) Dalam ha1 tidak memungkinkm untuk ditunjuk satuan 

kerjalpetugas kredit bermasalah secara khusus, maka harus 

dipenuhi hal-ha1 sebagai berikut: 

(1) Restrukturisasi clan atau penyelesaian kredit bermasalah 

tidak boleh dilakukan oleh petugas Relationship 

Management yang sebelumnya memprakarsai kredit 

tersebut. 

(2) Direksi mengawasi secara lebih ketat dalam pelaksanaan 

restrukturisasi kredit. Direksi dapat mendelegasikan 

pelaksanaan pengawasan tersebut dalam ketentuan 

tersendiri. 

d) Putusan restrukturisasi dan atau penyelesaian kredit bermasalah 

tidak boleh dilalcukan oleh pejabat yang sebelumnya mernutus 

kredit tersebut (pejabat pemutus semula) dan yang mempunyai 

kewenangan untuk itu. Ketentuan pengelolaan dan putusan 

kredit dengan kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus (Special 

Mention) dan Kredit Bermasalah, dikecualikan untuk kredit 

mikro dan kredit lainnya yang ditentukan oleh Direksi. 

4. Evaluasi Kredit Bermasalah 

a. Direktur Bisnis dan Direktur ADK dan ARK secara berkala melakukan 

analisis dan evaluasi terhadap KDPK, dengan sasaran: 



1) Prosentase KDPK (DPK, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet) 

terhadap total kredit (aktiva produktiflearning asset) sesuai dengan 

perhitungan tingkat penilaian kesehatan bank yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia 

2) Mengetahui secara dini apakah kredit dengan kolektibilitas DPK 

pada masing-masing Bidang Bisnis akan menjadi bermasalah. 

Selanjutnya menginstruksikan unit kerja pada masing-masing 

bisnis untuk menetapkan strategi dan rencana perbaikannya. 

3) Evaluasi akhir dari setiap periode tertentu mengenai perkembangan 

portofolio kredit dengan cara membandingkan antara total non 

performing loan (kurang lancar, diragukan dan macet) dengan 

Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk perkreditan yang telah 

ditetapkan dalam periode itu. 

4) Mengingatkan kembali secara tertulis kepada unit kerja terkait 

tentang rencana tindakan yang belum dilaksanakan serta target- 

target yang belum diselesaikannya. 

b. Berdasarkan evaluasi berkala, Direktur Bisnis dan Direktur ADK dan 

ARK memastikan bahwa unit kerja pada masing-masing bidang bisnis 

telah mendapat bantuan dan dukungan dalam pelaksanaan strategi dan 

rencana tindak lanjut. Selanjutnya wajib mendiskusikan strategi dan 

rencana tindakan baru apabila berdasarkan evaluasi ternyata strategi 

dan rencana tindakan terdahulu tidak efektif. 

c. Direksi tidak melakukan pengecualian dalam melakukan evaluasi dan 

pelaporan kredit bermasalah. 



Tata Cara Pengelolaan Kredit Bermasalah 

a. Penetapan Strategi Pengelolaan Kredit Bermasalah 

Penetapan Strategi Pengelolaan Kredit Bermasalah dapat dilakukan 

setelah melalui proses analisis dan evaluasi yang meliputi antara lain: 

1) Dokumentasi 

Kelengkapan dokumen merupakan bagian yang sangat penting dari 

maanjemen risiko kredit. Dari hasil evaluasi dokumen dapat 

ditetapkan posisi BRI terhadap debitur teNtama dari aspek hukum. 

2) Hubungan Dengan Debitur 

Analisis dan evaluasi terhadap riwayat hubungan BRI dengan 

debitur dimaksudkan untuk mengetahui untung rugi BRI secara 

frnansial dan non finansial (komitmen-komitrnen debitur yang 

menguntungkan) selama berhubungan. 

3) Informasi dan Investigasi 

Informasi dan investigasi dimaksudkan untuk mengetahui keadaan 

atau kondisi debitur saat ini yang diperoleh dari pemasok, 

pelanggan, relasi bisnis dan kondisi internal serta verifikasi 

terhadap kondisi agunan. Berdasarkan informasi dan investigasi 

dapat diketahui posisi BRI terhadap debitur khususnya ditinjau dari 

kondisi usaha dan kondisi agunan. 

Berdasarkan analisis dan evaluasi dari ketiga langkah tersebut dapat 

diketahui posisi BRI terhadap debitur. Berpijak dari posisi BRI 

tersebut ditetapkdah altematif strategi pengelolaan kredit bermasalah. 

Pemilihan dan penetapan strategi akhir didasarkan pada hasii negosiasi 



dengan debitur. Penetapan strategi tersebut juga harus 

mempertimbangkan unsur yang sangat penting, yaitu kecepatan waktu 

penyelesaian kredit bermasalah dimaksud. 

b. Rencana Tindak Lanjut (RTL) 

Secara umum rencana tindak lanjut pengelolaan kredit bermasalah 

dapat berupa pengawasan atau monitoring, restrukturisasi kredit atau 

penyelesaian kredit. 

1) Pengawasan atau Monitoring 

Melakukan pengawasan atau monitoring serta me-review 

dokumen, jika kondisi usaha masih baik serta diyakini bahwa 

segala sesuatu yang dibuat dalam perjanjian kredit masih dapat 

dipenuhi debitur. 

2) Resti-ddwisasi Kredit 

a) Retrukturisasi kredit dapat dilakukan melalui, antara lain: 

(1) Penurunan suku bunga kredit 

(2) Pengurangan tunggakan bunga kredit dan atau pinalty 

(3) Pengurangan tunggakan pokok kredit 

(4) Perpanjangan jangka waktu kredit 

(5) Penarnbahan fasilitas kredit 

(6) Pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku 

(7) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara bank 

pada perusahaan debitur. 



b) Restrukturisasi kredit dengan cara pengurangan tunggakan 

pokok kredit, baru dapat dilaksanakan setelah plafond hapus 

tagih mendapat persetujuan dari Rapat Umwn Pemegang 

Saham (RLPS). 

c) Retrukturisasi kredit dengan cara konversi kredit menjadi 

penyertaan modal sementara bank pada perusahaan debitur 

hanya dapat dilakukan terhadap kredit dengan kolektibilitas 

kurang lancar, diragukan atau macet serta wajib ditarik kembali 

apabila: 

(1) Telah melebihi jangka waktu paling lama 5 tahun, atau 

(2) Perusaham debitur tempat penyertaan telah memperoleh 

laba kumulatif. 

d) Retrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan terhadap debitur 

sebagai berikut: 

(1) Masih merniliki prospek usaha yang baik 

(2) Debitur telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan 

pembayaran pokok kredit dan atau bunga kredit 

(3) Debitur menunjukkan ikt i id yang positif untuk bekerja 

sama (kooperatif) terhadap upaya restrukturisasi kredit 

yang akan dijalankan. 

e) Dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya 

untuk menghindari: 

(1) Penurunan penggolongan kualitas kredit, atau 



(2) Pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif 

(PPAP) yang lebih besar, atau 

(3) Penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual. 

f) Penggolongan kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasi: 

(1) Setinggi-tingginya kurang lancar untuk kredit yang sebelum 

dilakukan restruktuisasi tergolong diragukan atau macet 

(2) Kualitas tidak berubah, untuk kredit yang sebelurn 

dilakukan restrukturisasi tergolong kurang lancar 

(3) Kualitas kredit yang direstrukturisasi &pat menjadi lancar 

apabila tidak terjadi tunggakan angsuran pokok clan atau 

bunga selama 3 (tiga) kali pembayaran dan secepat- 

cepatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan. 

3) Penyelesaian Kredit 

Penyelesaian kredit dilakukan dengan cara damai, melalui saluran 

hukum atau bantuan pihak ketiga. 

a) Penyelesaian kredit secara damai dilakukan antara lain melalui: 

(1) Pemberian keringanan tingkat suku bunga, tunggakan 

denda dan atau bunga, baik pembayarannya dilakukan 

secara tunai rnaupun angsuran 

(2) Pengarnbilalihan aset oleh BRI untuk angsuran atau 

penyelesaian kewajiban debitur dilakukan sesuai ketentuan 

(3) Penjualan sebagian atau seluruh agunan secara di bawah 

tangan oleh debiturlpemilik agunan untuk angsuran atau 

penyelesaian kewajiban debitur 



(4) Pengurangan tunggakan pokok kredit 

(5) Penjualan piutang kepada Pihak 111. 

b) Penyelesaian kredit dengan cara pengurangan tunggakan pokok 

kredit harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku 

c) Penyelesaian kredit secara damai, dapat dilakxkan terhadap 

debitur sebagai berikut: 

(1) Debitur beriktikad baik untuk menyelesaikan kreditnya 

(2) Penyelesaian kredit yang ditempuh lebih baik dibandingkan 

altematif penyelesaian lainnya. 

d) Penyelesaian kredit dengan bantuan pihak ketiga dilakukan 

antara lain melalui: 

(1) Bantuan dari Kejaksaan 

(2) Klairn kepada perusahaan asuransi 

(3) Jasa pihak ketiga lainnya. 

e) Penyelesaian kredit melalui saluran hukum diatur dalarn 

ketentuan tersendiri 

f) Penyelesaian kredit melalui saluran hukum atau bantuan pihak 

ketiga, hanya dapat dilakukan terhadap debitur sebagai berikut: 

(1) Debitur ti& mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan 

kredit 

(2) Upaya penyelesaian ini pada hakikatnya lebih baik 

dibandingkan alternatif penyelesaian secara damai atau 

karena upaya penyelesaian kredit secara damai tidak dapat 

dilakukan. 



Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Direksi Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk Nomor SE: S.26-DIR/ADW0612006 tentang Penyerahan 

Pengurusan Piutang Macet Kepada PUPNIDJPLN dinyatakan bahwa dengan 

diberlakukannya Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 

30O/KMK.O1/2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang Pengumsan Piutang Negara, 

maka segala ha1 yang berkaitan dengan pengurusan piutang negara mengacu 

kepada SK Menkeu tersebut di atas. Dengan berlakunya Surat Keputusan 

Menteri Keuangan tersebut, maka Surat Keputusau Menteri Keuangan No. 

333/KMK.0112000 tanggal 18 Agustus 2000 tentang Pengurusan Piutang 

Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor 503lKMK.0112000 tanggal 30 November 2000 dan segala ketentuan 

pelaksanaannya yang bertentangan dinyatakan tidak berlalcu. Berkaitan 

dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 

300/KMK.01/2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang Pengumsan Piutang Negara 

tersebut di atas, maka Direktur Jenderal DJPLN telah mengeluarkan Surat 

Keputusan Direktur Jenderal DJPLN Nomor Kep-251PU2002 tanggal 18 

September 2002 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara. 

Sehubungan dengan telah diieluarkannya Surat Menteri Keuangan RI 

dan Direktur Jenderal DJPLN tersebut di atas, maka guna kelancaran dan 

konsistensi dalarn pelaksanaan pengurusan piutang macet kepada 

PUPNIDJPLN di BRI, Direksi BRI memandang perlu mtuk mengahur 

kembali ketentuan mengenai penyerahan pengurusan piutang macet kepada 

PUPNIDJPLN. 



Berdasarkan Swat Edaran Direksi BRI tersebut di atas maka pada 

dasarnya pengurusan piutang macet dilakukan dengan dua cara, yaitu: 

1. Upaya penyelesaian sendiri piutang macetlkredit bermasalah oleh BRI 

Pengurusan piutang macetkredit bermasalah sejak digolongkan 

kurang lancar sampai dengan kredit dinyatakan macet sesuai kriteria 

kolektibilitas Bank Indonesia, penyelesaiannya pada dasarnya 

dilaksanakan ( d i m )  sendiri oleh Bank, baik dengan cara melakukan 

restsukturisasi atau penyelesaian kredit secara damai ataupun melalui 

upaya hukum, antara lain gugatan melalui Pengadilan Negeri. Dengan 

demikian, apabila terlihat tanda-tanddgejala memburuk dari suatu kredit, 

maka Pejabat kredit agar segera: l4 

a. Meneliti kembali kebenaradmenyimpanlmengamankan seluruh swat- 

suat/dokumen penting (barkas I), antara lain : 

1) Surat hutanglperjanj ian kredit, addendum, novasi, perpanj angan 

dll; 

2) Surat-surat bukti pemilikan agunan; 

3) Swat-swat pengikatan agunan. 

b. Melakukan pengikatan secara nyata terhadap agunan yang masih 

berbentuk Swat Kuasa Memasang HipotiWSurat Kuasa Memasang 

Hak Tanggungan, dan atau meningkatkan status bukti kepemilikan 

agunan (yang belurn bersertifikat menjadi bersertifikat), sehingga dari 

segi yuridis, kedudukan BRI menjadi kuat. Biaya yang timbul 

l4 Wawancara dengan Bapak Bambang selaku Kepala Bagian Pengawasan dan 
Pembinaan Kredit, Bank BRI Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta pada tanggal 9 November 2010 



sehubungan dengan kegiatan di atas, menjadi tanggung jawab dari 

debitur. Namun dernikian, dalam hal debitur tidak mampu atau 

bersikap tidak kooperatif, maka pembebanan biaya yang timbul 

sehubungan dengan kegiatan tersebut di atas, agar berpedoman pada 

ketentuan yang berlaku. 

c. Memberikan peringatan tertulis minimal 3 (tiga) kali kepada debitur 

agar segera menyelesaikan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan 

(tindasan swat peringatan/retour/tanda terima agar disimpan dalam 

barkas yang bersangkutan). Periode pengkiman peringatan tertulis 

kepada debitur diserahkan sepenuhnya kepada Unit kerja pengelola 

kredit yang .bersangkutan (rnisal secara bulanan, triwulanan, dl). 

d. Mengusahakan penyelesaian secara damai dengan debitur, sesuai 

ketentuan yang berlaku di BRI. 

Di samping itu, langkah-langkah lain yang dapat dilakukan 

adalah:" 

a. Mengajukan hak eksekusi m a t e  executie) atas barang-barang agunan 

yang telah diikat sempurna dengan Hipotik/Hak Tanggungan clan 

barang-barang agunan yang diikat dengan fidusia yang telah 

didafkkan ke Kantor Pendaffaran Fidusia, dengan mohon fiat kepada 

Ketua Pengadilan Negeri. 

b. Mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri atas barang- 

barang agunan yang diikat secara fidusia namun tidak didafhrkan ke 

l5 Wawancara dengan Bapak Bambang selaku Kepala Bagian Pengawasan dm 
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Kantor Pendaftaran Fidusia (tidak disesuaikan dengan UU No. 42 

tahun 1999 tentang Agunan Fidusia), sehingga Bank sebagai kreditur 

tidak mempunyai hak preferensi, serta untuk barang agunan yang 

belum mempunyai bukti kepemilikan yang sempurna (misalnya : girik, 

SKPT, petok D, dll) atau belum dipasang ikatan nyata 

(hipotiklCV/HT), jika ada. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari 

tindakan penggelapan, penjualadpemindahtanganan, pengrusakan dan 

lain-lain yang dilakukan oleh pihak debitur, sehingga mengakibatkan 

berkurangnya n i l a h g a  barang agunan. 

Kewenangan memutus kegiatan-kegiatan tersebut di atas (termasuk 

kewenangan penggunaan biaya), berpedoman pada ketentuan yang 

berlaku. Apabila upaya-upaya tersebut di atas tidak berhasil atau tidak 

menunjukkan hasil yang maksimal, maka kredit bermasalah tersebut agar 

diserahkan pengurusannya kepada DJPLNPUPN. 

Pengumsan Piutang Kredit Macet BRT oleh DJPLNPUPN 

Prinsip pengurusan piutang macet oleh DJPLN dalam BAB I11 ini 

menguraikan mengenai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

DJPLNIPUPN sejak piutang (kredit) macet tersebut diterima oleh DJPLN 

dari BRI (penyerah piutang) sampai dengan kredit dinyatakan lunas atau 

untuk sementara tidak dapat ditagih (PBSDT) oleh DJPLNIPUPN. 

Pejabat kredit di unit kerja pengelola kredit hams memahami 

rangkaian kegiatan pengurusan piutang macet oleh DJPLNPUPN tersebut, 

mengingat dalam rangkaian kegiatan tersebut terdapat kegiatan-kegiatan 

yang melibatkan BRI (penyerah piutang) baik secara aktif maupun pasif. 



Adapun langkah-langkah pengurusan piutang BRI oleh PLPN 

adalah sebagai berikut: 

a. Penyerahan pengurusan Piutang Negara macet diajukan oleh BRI 

secara tertulis disertai resume tentang berkas kasus dimaksud kepada 

Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melalui Kantor Pelayanan 

Pengurusan Piutang Negara (KP2LN). 

b. Dalam hal BRI menyerahkan pengurusan Piutang Negara lebih dari 1 

(satu) Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN), maka setiap BKPN 

dilengkapi swat penyerahan dengan nomor surat tersendiri. 

c. Dalam hal piutang macet berasal dari kredit sindikasil konsorsium, 

sepanjang dalam piutang macet tersebut terdapat kepentingan Piutang 

Negara yang harus diselesaikan, maka pengurusannya dapat 

diserahkan kepada Panitia oleh kreditur yang berwenang atau pihak 

lain yang ditentukan sesuai perjanjian sindikasi. 

d. Batas paling sedikit besarnya Piutang Negara yang diserahkan 

pengurusannya kepada Panitia Cabang adalah Rp 2.000.000,- (dua juta 

rupiah) untuk setiap kasus dengan ketentuan bahwa batas minimal 

dimaksud tidak berlaku bagi piutang Instansi Pemerintah dan Lembaga 

Negara baik tingkat Pusat maupun Daerah. 

Atas penyerahan pengurusan Piutang Negara macet oleh BRI 

sebagaimana butir B tersebut di atas, PUPN Cabang wajib meneliti 

kelengkapan setiap berkas kasus Piutang Negara macet tersebut dan 

dituangkan dalam Resume Hasil Penelitian Kasus yang dibuat berdasarkan 



data dan informasi danlatau dokumendokumen yang diserahkan oleh BRI. 

Dalam kasus-kasus tertentu, Kantor Pusat DJPLN, Kanwil DJPLN 

danlatau KP2LN dapat merninta bantuan BRI untuk memberikan 

penjelasan atas kasus yang diserahkan dan dapat disertai dengan 

pemeriksaan setempat secara selektif. 

Penyerahan Pengurusan Piutang Negara dapat diterima oleh PUPN 

Cabang apabila dari hasil penelitian syarat-syarat pengurusan, dapat 

dibuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara. Penerimaan pengurusan 

Piutang Negara dituangkan daiam Surat Penerirnaan Pengurusan Piutang 

Negara (SP3N) yang memuat hal-hal sebagai berikut: 

a Nomor dan tanggal surat penyerahan pengurusan Piutang Negara. 

b. Identitas KancaIJajaran RPKB (Penyerah Piutang) dan Debitur. 

c. Pernyataan menerima pengurusan Piutang Negara. 

d. Rincian dan jumlah Piutang Negara yang terdiri dari hutang pokok, 

bunga, denda dan ongkos-ongkos/beban lainnya dan atau kewajiban 

keuangan lainnya. 

e. Tanda tangan PUPN Cabang. 

Dalam hal kelengkapan syarat-syarat penyerahan pengwusan 

Piutang Negara tidak dapat dipenuhi oleh Penyerah Piutang, sehingga 

tidak dapat dibuktikan adanya dan besamya Piutang Negara, PUPN 

Cabang dapat menolak penyerahan pengunrsan Piutang Negara dengan 

menerbitkan Surat Penolakan Pengurusan Piutang Negara. 

PUPN Cabang dapat mengernbalikan pengurusan Piutang Negara 

Cabang kepada BRI (penyerah piutang), dalam hal: 



a. Piutang Negara tersebut dalarn perkembangan pengumsan selanjutnya 

diselesaikan oleh instansi lain yang berwenang karena terkait dengan 

masalah pidana. Pengembalian tersebut &pat dilakukan pada tahap 

penyidikan. 

b. Pengembalian pengurusan Piutang Negara &pat juga dilakukan karena 

alasan adanya kekeliruan administrasi/penatauSahaan di BRI, yang 

menyebabkan pengurusan Piutang Negara tersebut tidak mungkin lagi 

dilanjutkan. Pengembalian pengurusan Piutang Negara dengan alasan 

sebagaimana tersebut diatas hams ditunjukkan dengan adanya Surat 

Pemberitahuan dari BRI yang menyatakan bahwa telah terjadi 

kekeliruan administrasi/penatausahaan di BRI dan ditujukan kepada 

PUPN Cabang melalui KP2LN yang dilengkapi dengan bukti-bukti 

yang menunjukkan bahwa telah terjadi kekeliruan, sehingga pada 

dasarnya tidak ada lagi Piutang Negara yang hams diselesaikan. 

c. Pengembalian pengurusan Piutang Negara &pat juga dilakukan karena 

BRI bersikap tidak kooperatif, yang ditunjukkan dengan: 

1) BRI tidak bersedia menyerahkan dokumen asli barang agunan 

berikut pengikatannya kepada KP2LN, meskipun telah diminta 

secara tertulis, 

2) BRI tidak menanggapi surat dari KP2LN mengenai permintaan 

penjelasan suatu masalah. 

Pengembalian sebagaimana tersebut di atas didahului dengan 

peringatan secara tertulis kepada BRI. 



Pengembalian pengumsan Piutang Negara dituangkan dalam Surat 

Pengembalian Pengumsan Piutang Negara yang ditandatangani oleh Ketua 

Cabang PLIPN, dengan disertai semua dokumen-dokumen yang telah 

diterirna oleh KP2LN dan tidak dikenakan Biaya Administrasi Pengumsan 

Piutang Negara. 

Sepanjang barang agunan telah diikat secara sempurna, walaupun 

ada pernyataan pailit, pengumsan Piutang Negara tetap dilaksanakan 

seolah-olah tidak ada kepailitan. 

Hambatan-Hambatan Yang Terjadi Dalam Penyelesaian Kredit Macet 

Dengan Jaminan Fidusia di Bank BRI Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta 

dan Penyelesaiannya 

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perjanjian Penyerahan Hak Milik Atas 

Kepercayaan (Fidusia) antara pihak nasabah selaku penerima kredit dan pihak 

Bank BRI Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta selaku pemberi kredit menentukan 

bahwa pihak pertama (nasabah) berkewajiban untuk:16 

1. menyerahkan kepada pihak kedua (Bank) semua surat bukti pernilikan atau 

surat-surat lain atas barang dimaksud 

2. memelihara barang tersebut sebaik-baiknya dan memperbaikil 

membetulkan segala kerusakan atas biaya sendiri 

3. mengganti dengan barang yang sama atau sekurang-kurangnya sama 

nilainya apabila barang diaksud rusak atau tidak dapat dipergunakan 

sama sekali 

- 

l6 Hasil Penelitian pada Bank BRI Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta pada tanggal 5 
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4. memperlihatkan barang tersebut apabila pihak kedua (bank) atau kuasanya 

akan melihatnya 

5. menjamin bahwa barang tersebut adalah miliknya sendiri dan tidak sedang 

digadaikan atau sedang dijaminkan untuk suatu pertanggungan atau 

dibebani dengan ikatan lain berupa apapun, bebas dari sitaan dan tidak 

dalam sengketa. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perjanjian Fidusia tersebut di atas 

apabila pihak nasabah melakukan penjualan objek fidusia sebagaimana 

tercantum dalam Perjanjian Fidusia, maka nasabah tersebut dapat d i t akan  

telah melakukan wanprestasi karena nasabah tersebut telah melanggar 

ketentuan Pasal 3 Perjanjian Fidusia dan melanggar asas iktikad baik dalam 

pelaksanaan perjanjian. 

Di dalam pembahasan ini dijelaskan mengenai hasil penelitian yang 

merupakan upaya yang dilakukan pihak Bank BRI Cabang Cik Di Tiro 

Yogyakarta terhadap jaminan fidusia, dalam ha1 debitur wanprestasi adalah 

dengan upaya-upaya sebagai berikut: l7 

1. Pendekatan Kredit Bermasalah 

Sekalipun bank tidak mengharapkan tejadinya kredit bermasalah 

dan dengan ditetapkannya Kebijaksanaan Perkreditan Bank (KPB) secara 

konsekuen dan konsisten diharapkan dapat dicegah timbulnya kredit 

bermasalah, namun seluruh pejabat bank terutama yang terkait dengan 

" Wawancara dengan Bapak Bambang selaku Kepala Bagian Pengawasan dan 
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perkreditan harus memiliki pandangan yang sarna dalam menangani kredit 

bermasalah dengan pendekatan sebagai berikut: 

a. Bank tidak membiarkan atau bahkan menutup-nutupi adanya kredit 

bermasalah 

b. Bank harus mendeteksi secara dini adanya kredit bermasalah atau 

diduga akan menjadi kredit bermasalah 

c. Penanganan kredit bermasalah atau diduga bermasalah hams dilakukan 

secara dini dan sesegera mungkm 

d. Bank tidak melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara 

menambah platform kredit atau tunggakan-tunggakan bunga clan 

mengkapitalisasikan tunggakan bunga tersebut 

e. Bank tidak boleh mengecwan dalam penyelesaian kredit 

bermasalah, khususnya untuk kredit bermasalah pada pihak-pihak yang 

terkait dengan bank dan debitur-debitur besar tertentu. 

Perundingan Secara Damai 

Berdasarkan Surat Edaran Direksi Bank Indonesia Nomor: 

3 111 50KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Petunjuk dan Tata 

Cara Penyelamatan Kredit Bermasalah ditentukan bahwa di dalam 

penyelesaian kredit macet oleh pihak bank akan ditempuh jalan damai 

dengan mengirim surat penagihan, apabila tidak efektif dilakukan melalui 

pemanggilan kepada debitur, dapat juga dilakukan penagihan secara rutin 

oleh pihak bank ke tempat tinggal debitur. Di dalam penagihan ke tempat 

tinggal debitur, pihak Bank B N  Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta 

memberikan kepada pihak debitur agar menjual barang jaminan tersebut di 



bawah tangan untuk melunasi hutang yang belum dibayar, dengan catatan 

debitur tidak dapat lagi membayar hutangnya. 

Sebelurnnya dapat juga dilakukan perundingan secara damai, 

perundingan secara damai ini merupakan kebijaksanaan dari bank untuk 

menyelesaikan kredit macet berdasarkan itikad baik dan kekeluargaan 

dengan debitur kredit sebagairnana telah diuraikan sebelum perundingan 

ini kemunglunan menghasilkan jalan penyelamatan berupa penjadwalan 

kembali kreditnya. Perubahan dalam syarat-syarat kredit atau juga 

penataan kembali kredit tersebut kemungkinan perubahan dana bank, 

konversi tunggakan seluruhnya menjadi kredit baru atau mengkonversi 

tunggakan seluruh atau sebagian dari kredit menjadi modal penyertaan 

bank dalam perusahaan tersebut, dengan ketentuan-ketentuan yang 

diperbaharui, dalam ha1 ini kadang-kadang pihak bank lebih bijaksana lagi 

dengan mengurangi suku bunga yang harus dibayar oleh debitur. 

3. Penyelesaian melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) 

Penyelesaian melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara ini 

dilakukan apabila penyelesaian melalui jalan damai sudah tidak dapat 

diselesaikan dan debitur tidak lagi mau membayar kembali pinjamannya 

dengan alasan tertentu. Dalam penyelesaian kredit macet tersebut pihak 

Bank BRI Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta tidak langsung menyerahkan 

kepada BUPLN, tetapi pihak bank melakukan hanya menyerahkan 

tunggakan kredit yang nilai jaminannya di atas 2 (dua) juta rupiah, 

sedangkan pinjaman kredit yang nilai jaminannya di bawah 2 (dua) juta 



rupiah cukup ditangani oleh pihak Bank BRI Cabang Cik Di Tiro 

Yogyakarta sendiri, dan juga melakukan penelitian dan memperhatjlcan 

penyebab atau faktor yang menyebabkan terganggunya pengembalian 

kredit tersebut. Pihak bank juga melakukan analisa kemunglunan- 

kemungkinan dapat ditarik kembali pinjaman yang sudah tersalur tersebut, 

dengan pedoman bahwa menyita barang jaminan itu diangap sebagai 

alternatif terakhir derni tercapainya tujuan perkreditan yang sehat. 

Musibah menimpa debitur adalah sebab terjadinya kredit macet. Di 

mana musibah di luar kemampuan debitur sehingga terjadinya kredit 

macet tersebut bukan sepenuhnya tanggung jawab debitur, walaupun 

dalam perjanjian keadaan semacam itu tidak diatur sebelumnya. Tetapi ha1 

tersebut merupakan tangung jawab pihak debitur clan apabila musibah 

yang menimpa debitur tersebut tidak menghabiskan seluruh hartanya maka 

dengan kebijaksanaan dari pihak bank bisa saja diberikan kredit baru yang 

bersifat bantuan modal sehingga pihak debitur dapat menjalankan 

usahanya kembali. Hal tersebut tergantung dari kemampuan dan 

kebijaksanaan dari pihak bank. 

Setelah pihak bank mengadakan evaluasi terhadap kredit yang 

berrnasalah dan sudah tidak ada lagi jalan keluarnya atau sudah tidak dapat 

lagi ditolerir lagi, maka jalan terakhir adalah menyerahkan kredit 

berrnasalah tersebut kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara 

(BUPLN). 

Penanganan kredit berrnasalah bagi Bank BRI melalui BUPLN 

merupakan upaya hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit 



bermasalah tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang 

Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang dan Lelang Negara, 

ditetapkan bahwa instansi-instansi dan badan-badan yang langsung 

maupun tidak langsung dikuasai negara, misalnya bank-bank pemerintah, 

perusahaan milik negara dan sebagainya, diwajibkan untuk menyerahkan 

piutang-piutangnya yang bermasalah kepada Panitia Urusan Piutang 

Negara. 

Pelimpahan pengurusan penyelesaian kredit macet melalui BUPLN 

selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo yang 

tercantum dalam dokurnen-dokumen perjanjian. Penyerahan pengurusan 

piutang kepada PUPN, hams disertai data atau dokumen sebagai berikut: 

a. Penjelasan singkat mengenai piutang yang memuat identifikasi dan 

keadaan usaha debitur atau penatlggung jawab hutang, uraian singkat 

terjadinya hutang dan sebab-sebab kemacetannya, kondisi atau 

keadaan barang jaminan dan upaya-upaya penyelesaian piutang yang 

dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

b. Perilcatan, peraturan dan atau dokumen lainnya yang membuktikan 

adanya piutang 

c. Rekening Koran, mubsi piutang atau dokumen lainnya yang memuat 

jumlah piutang dengan rincian hutang pokok bunga, beban 

pembayaran dan suatu kewajiban keuangan lainya sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku 

d. Daftar dan dokumen barang jaminan serta pengikatannya dalarn hal 

piutang serta barang jaminannya 



e. Surat pemberitahuan kepada pihak debitur atau penanggung hutang 

yang menyatakan bahwa pengurusan hutangnya telah diserahkan 

kepada PUPN 

f. Data dan dokumen lainnya yang diangap perlu oleh pihak yang 

menyerahkan piutang atau pihak bank. 

Syarat-syarat tersebut di atas diteliti oleh BUPLN, apakah 

memenuhi persyaratan atau tidak. Setelah diperiksa maka PUPN menerima 

penyerahan pengurusan piutang bermasalah, dengan menerbitkan Surat 

Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) yang ditandatangani oleh 

ketua PUPN. 

Selanjutnya setelah dikeluarkan SP3N tersebut maka pengurusan 

piutang beralih kepada PUPN dan penyelenggara pelaksanaan pengurusan 

piutang negara tersebut dilakukan oleh BUPLN dan pihak bank wajib 

menyerahkan semua dokumen asli kepemilikan barang jaminan clan 

pengikatnya kepada BUPLN. 

Di dalarn menetapkan besarnya piutang negara, pihak bank wajib 

memberikan data dan informasi secara lengkap mengenai piutang yang 

diserahkan, yaitu meliputi: 

a. Hutang pokok, bunga, denda dan beban lainnya 

b. Cara menyelesaikan kredit dengan angsuran atau tanpa angsuran 

c. Jurnlah angsuran hutang pokok, bunga, denda dan beban lainnya 

d. Rincian penyelesaian kredit 

Penetapan besarnya piutang tersebut didasarkan atas peraturan 

kolektibilitas kredit perbankan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa 



jangka waktu yang dapat diperhitungkan untuk pembebanan bunga, denda 

dan beban lainnya paling lama 21 bulan sejak piutang tersebut 

dikategorikan diragukan, dirundingkan oleh panitia dengan pihak debitur 

atau penanggung hutang. Apabila sudah mendapat kata sepakat tentang 

jumlah hutang yang masih harus dibayar termasuk bunga pinjaman, denda 

yang tidak bersifat pidana, serta biaya-biaya yang bersangkutan dengan 

piutang. 

Di dalam Surat Edaran PUPN No. 6252PUPNl1973, pernyataan 

bersama harus memuat hal-hal debagai berikut: 

a. Pengakuan dari penanggung hutang akan adanya dan besarnya hutang 

tersebut 

b. Kesanggupan penanggung jawab atau pihak debitur untuk melunasi 

dalam jangka waktu yang ditetapkan 

c. Adanya panitia untuk melakukan penagihan dengan surat paksa, 

apabila pihak debitur tidak mau memenuhi kewajiban pelunasannya 

atau pihak debitur tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang 

dikeluarkan oleh panitia. 

Persyaratan bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti 

suatu putusan hakim dalam perkara perdata yang mempunyai kepastian 

hukurn, yang mana pernyataan bersama tersebut berkepala "Atas Nama 

Keadilan", sehingga pernyataan bersama ini mempunyai sifat pengakuan 

hutang kepada negara, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang 

sempurna (volledig bewijs) dan mempunyai kekuatan menganalisa 



(tiwingend bewijs) dan dokumen tersebut mempunyai kepala swat 

(Fenjelasan Pasall0 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960). 

Jangka waktu penyelesaian hutang yang ditetapkan dalam 

pernyataan bersama paling lama 12 bulan kecuali atas jangka waktu 

tersebut hanya dapat dipertimbangkan bila usaha pihak debitur masih 

memiliki prospek dan kemampuan untuk menyelesaikan piutang negara 

serta hams mendapatkan persetujuan dari ketua PWN pusat. 

Jika pernyataan bersama tidak dilaksanakan oleh debitur, maka 

PUPN mengeluarkan surat paksa setelah lebih dahulu diberi peringatan 

tertulis dan PUPN melakukan pelelangan, sebelum terlebih dahulu 

dilakukan penyitaan barang jaminan, surat paksa tersebut berkepala "Atas 

Nama Keadilan" serta memuat nama debitur. Kepada negara keterangan 

cukup tentang alasan-alasan yang menjadi dasar penagihan serta perintah 

membayar. Swat paksa tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama 

seperti putusan hakirn dalam perkara perdata, yang tidak dapat diminta 

banding lagi oleh juru sita, penyerahan swat paksa kepada pihak debitur 

disampaikan ke tempat tinggal atau kantor debitur. 

Di dalam penyitaan tersebut di atas, dilakukan oleh juru sita 

berdasarkan swat perintah penyitaan yang ditandatangani oleh Ketua 

PUPN dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang telah berumur 21 

tahun atau sudah menikah dan dituangkan dalam berita acara penyitaan 

serta hams diumumkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960. 



Setelah penyitaan dilakukan maka selanjutnya adalah pelelangan 

atas barang sitaan. Apabila pihak debitur tidak menyelesaikan hutang 

kepada negara, pelelangan tersebut d i u m d a n  dalam surat kabar harian 

dan dilaksanakan BUPLN melalui kantor lelang negara, berdasarkan surat 

perintah penjualan barang sitaan yang ditandatangani oleh ketua PUPN. 

Harga limit barang sitaan yang akan dilelang oleh BUPLN 

ditetapkan secara wajar oleh Ketua PUPN, dengan berpedoman pada harga 

taksiran yang dibuat oleh BUPLN untuk barang-barang yang spesifik dan 

penilaiannya memerlukan keahlian khusus. Harga limit ditetapkan dengan 

berpedoman pada hasil penilaian perusahaan jasa penilai. 

Penebusan barang milik penjamin hutang yang diikat sebagai 

jaminan piutang negara baik yang telah maupun belum disita, hanya jika 

harga penebusan sebesar nilai pengikatan hipotiklcrediet verband. 

Apabila pihak debitur melunasi seluruh hutang yang wajib 

diselesaikan kepada negara baik atas lelang barang jaminan atau 

penebusan barang jaminan tersebut, maka pihak PUPN segera menerbitkan 

Swat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara lunas. Selain SP3N lunas, 

PUPN juga menerbitkan SP3N selain dalam ha1 penyerahan piutang 

negara selesai. 

Hal-ha1 yang demikianlah yang merupakan upaya yang dilakukan 

oleh Bank BRI Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta terhadap jaminan fidusia 

apabila debitur wanprestasi. Di dalam praktik selain meminta bantuan 

PUPN, penyelesaian kredit macet diserahkan ke Pengadilan Negeri 



setempat, apabila menggunakan upaya hukurn ke Pengadilan, maka proses 

penyelesaiannya dengan beracara seperti perkara perdata biasa, atau 

apabila barang jarninan telah dilakukan pengikatan secara sempurna atau 

bersifat hipotik, maka pihak pemegang jaminan tinggal mohon kepada 

Pengadilan untuk melakukan penyitaan dan pelelangan objek jaminannya. 

Pelaksanaan keputusan tersebut dilaksanakan atas dasar perintah Ketua 

Pengadilan Negeri, dan diakukalah penyitaan harta kekayaan debitur 

untuk kemudian dilelang dengan perantaraan kantor lelang, dari hasil 

pelelangan tersebut setelah dikurangi biaya-biaya administrasi dan biaya 

lelang itu kreditur memperoleh piutangnya 

Penyelesaian kredit macet melalui Pengadilan Negeri tersebut 

kemungkhan debitur melakukan keberatanlpembelaan atas terjadi kredit 

macet tersebut dengan alasan keaiiaan memaksa atau peristiwa di luar 

kemampuannya. Seperti telah diketahui dalam beracara di Pengadilan yang 

melakukan pembuktian adalah pihak yang bersengketa dan bukan hakim, 

hakim hanya memerintahkan kepada para pihak untuk mengajukan alat 

bukti. 

Asas pembagian beban pembuktian dimuat dalam Pasall865 KUH 

Perdata, yang menyatakan bahwa kedua belah pihak, baik penggugat 

maupun tergugat terutama penggugat wajib membuktikan peristiwa yang 

diajukan sedangkan tergugat berkewajiban melakukan bantahan. 

Di antara semua upaya yang dilakukan oleh pihak bank ada salah 

satu yang efektif dalam penyelesaian kredit bennasalah. Di Bank BRI 



Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta dalam melakukan upaya melalui 

permdingan derni serta penyerahan kepada BUPLN dan belurn pernah 

melakukan upaya hukurn melalui Pengadilan karena penyelesaian melalui 

BUPLN lebih efektif dan meyakinkan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala 

Bagian Pengawasan dan Pembinaan ~ t e d i t ' ~  Bank BRI Cabang Cik Di Tiro 

Yogyakarta diperoleh keterangan bahwa dalam penyelesaian kredit macet 

dengan jarninan fidusia memang terdapat beberapa hambatan, akan tetapi 

pihak bank berupaya untuk melakukan penyelesaian dengan cara yang baik 

dan cepat. Adapun hambatan-hambatan tersebut antara lain: 

1. Barang jaminan sudah dipindahtangankan kepada pihak lain, sehingga 

pihak bank kesulitan untuk melakukan penyitaan dan menjual barang 

jaminan untuk melunasi hutang nasabah 

2. Penyelesaian melalui Kantor Lelang (KPKNL) membutuhkan waktu yang 

lama dengan prosedur yang rumit dan membutuhkan biaya yang cukup 

banyak 

3. Munculnya kredit macet karena adanya bencana dam yang mengakibatkan 

barang jaminan menjadi musnah dan debitur tidak dapat memberikan 

j aminan pengganti serta tidak dap t  memenuhi kewaj ibannya membayar 

angsuran. 

l8 Wawancara dengan Bapak Bambang selaku Kepala Bagian Pengawasan dm 
Pembinaan Kredit Bank BRI Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta, pada tanggal 9 November 2010 



Berdasarkan hambatan-hambatan tersebllt di atas, maka pihak Bank 

BRI akan melakukan upaya-upaya guna mengatasi permasalahau tersebut 

dengan cara: l9 

1. Merninta kepada pihak debitur untuk mengganti barang jaminan dengan 

nilai yang sama atau pihak debitur melunasi hutangnya kepada pihak bank 

2. Pihak bank melakukan penjualan barang jaminan dengan cara 

dilaksanakan sendiri atau minta bantuan Kantor Lelang Swasta yang 

prosedurnya lebih cepat clan lebih sederhana 

3. Pihak bank melakukan restrukturisasi kredit dengan ketentuan pihak 

debitur harus memberikan barang jaminan lain sebagai pengganti barang 

jaminan yang musnah. 

4. Dalam hal semua upaya penyelesaian kredit macet sudah dilakukan dan 

ternyata debitur tetap tidak tidak bisa membayar hutangnya, maka sebagai 

alternatif terakhir pihak bank akan melakukan penghapusbukmm (write 

o n  untuk kredit bermasalah tertentu. 

19 Wawancara dengan Bapak Barnbang selaku Kepala Bagian Pengawasan dan 
Pembinaan Kredit Bank BRI Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta, pada tanggal 9 November 2010 



A. K e s i m p b  

Berdasarkan ha i l  penelitian serta analisis yang telah penulis lakukan 

pada bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban 

terhadap pernasalahan dalam penelitian h h  ini sebagai bedat:  

1. Cam penyelesaian h u h  kredit macet dil- oleh Bank BRI 

Cabang Cik Di Tho dengan berpedoman pada Surat Edaran Diteksi BRI 

yang pada dasamya penguman piutang ma& dilakukan dengan dua cara, 

yaitu: Upaya penyelesaian sendiri piutang macetkedit beamadah oleh 

BRT dm Pea- Piutang Kredit Macet BRT oleh DJPLN/PUPN. 

Adapun pengrusan piutang macetkedit berrmsalah oleh BRI sendiri 

diiakukan dengan cara: meneliti kembali kebenaran/menyimpan/ 

mengamankan seluruh surat-surat/dokumen penting, melakukan 

pengikatan secara nyata terhadap agunan yang mas& berbentuk Surat 

Kuasa Memasang HipotWSurat Kuasa Memasang Hak Tanggungan, dm 

atau meningkatkan status bukti kepemilikan agunan, memberkin 

peringatan tertulis minimal 3 (tiga) kali kepada debitw agar segera 

menyelesaikan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan, mengusahakan 

penyelesaian secara damai dengan debihu; sesuai ketentuan yang berlaku 

di BRI, mengajukan hak eksekwi (parate executie) abs basang-barang 

agunan yang telah diikat sempuma dengan Hipotik/Hak Tanggungan dan 

barang-barang agunan yang d h t  dengan fidusia yang telah didafhrkan 



ke Kantor Pen-an Fidusia, dm mengajukan gugatan perdab, melalui 

Pengadilan Negeri atas barang-barang agunan yang diikat secara fidusia 

m u n  tidak di-kan ke Kantor Pendafhan Fidusia. Selanjutnya 

Pengurusan Piutang Kredit Macet BRI. oleh DJPLAJPUPN di1aksauaka.n 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: penyerahan pengurusan Piutang 

Negara macet diajukan oleh BRI. secam tertulis disertai resume tentang 

berkas kasus dimaksud kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) 

melalui Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP2LN), dalam 

M BRI. menyerahkan pengurusan Piutang Negara lebih dari 1 (satu) 

Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN), maka setiap BKPN dilengkapi 

surat penyerahan dengan nomor surat tersendiri, dalam hal piutang macet 

berasal dari kredit sindikasil konsorsium, sepanjang dalam piutang macet 

tersebut terdapat kepentingan Piutang Negara yang harus diselesaikan, 

maka pengurusamya dapat diserahkan kepada Panitia oleh kreditur yang 

berwenaflg abu pihak lain yang ditentukan sesuai pdanjian sindikasi, dan 

batas paling sedikit besarnya Piutang Negara yang diserahkan 

pengurusannya kepada Panitia Cabang adalah Rp 2.000.000,- (dua juta 

rupiah) untuk setiap kasus dengan ketentuan bahwa batas minimal 

dimaksud tidak berlaku bagi piutang Instansi Pemerintah dan Lembaga 

Negara baik tingkat Pusat maupun Daerah. 

2. Penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia memang terdapat 

beberapa hambatan, akan tetapi pihak bank berupaya untuk melakukan 

penyelesaian dengan cara yang W clan cepat. Adapun hambatan- 



hambatan tersebut meliputi barang jaminan sudah dipindahtangankan 

kepada pihak lain, sehingga pihak bank kesulitan untuk melakukan 

I penyitaan dan menjd  barang jaminan untuk melunasi hutang nasabah, 

penyelesaian melalui Kantor Lelang (KPKNL) mernbutuhkan waktu yang 

lama dengan prosedur yang &t dan membutuhkan biaya yang cukup 

banyak, dan munculnya kredit macet karena adanya bencana alam yang 

mengakibatkan barang jaminan menjadi musnah dan debitur tidak dapat 

memberikan jaminan pengganti serta tidak &pat memenuhi kewajibannya 

membayar angsuran. B e r h k a n  hambatan-hambatan tersebut di atas, 

maka pihak Bank BRI akan melakukan upaya-upaya guraa mengatasi 

pernasalahan tersebut dengan ma: meminta kepada pihak debitur untuk 

mengganti h g  jaminan dengan nilai yang sama atau pihak debitur 

melunasi hutangnya kepada pihak bank, p W  bank melakukan pen.& 

barang jaminan dengan cara dil- sendiri atau minb bantuan 

Kantor Lelang Swasta yang prosedurnya lebih =pat dm lebih sederhana, 

dan pihak bank melakukan restrukturisasi kredit dengan ketentuan pihak 

debitur harus memberikan batang jaminan lain sebagai pengganti batmg 

jaminan yang musnah. 

B. Saran 

1. Penanganan kredit bemasalah yang dilaksanakan oleh Bank BRI Cabang 

Cik Di Tiro Yogyakarta hendalcuya dapat ditingkatkan, te-a 

pelayanannya dan juga perlu adanya pengawasau dan pembinaan serta 



pengarahan kredit yang diberikan kepada para debitur kredit agar dapat 

mencapai sasatan yang tepat sehingga tujuan pemberian kredit dapat 

dicapai 

2. Guna mengatasi terjadiiya wanprestasi dalam perjanjian kredit sebaiknya 

pihak bank lebih intensif la@ di ddam penelitian terhadap calon debitur. 

H d  ini perlu &perhatkin dengan tepat dan teliti sehingga k e m u n w  

terjadinya risiko tunggakan atau kredit rnacet yang besar dapat t e ~ h c k r  

3. Bank BRI Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta hendaknya agar lebih banyak 

memberi pengarahan dan bimbingan kepada debitur pewxima kredit 

tentang cam penggunaan kredit yang telah dipinjamkatl dengan t u j w  agar 

mereka d a p t  meningkatkan usahanya. 
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